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BUPATI PEMALANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR 26 TAHUN 2023 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PEMALANG, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 

huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah, 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6856), 
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Menetapkan : 

2 au 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

4. Peraturan Menteri Dalam i Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781), 

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 

Nomor 8), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

It 

2: 

Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 

Perda Kabupaten Pemalang 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

Bupati adalah Bupati Pemalang. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pemalang. 

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola 

keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan Keuangan Daerah
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10. 

EK 

12, 

1, 

14. 

15. 

16. 

am 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 

berkedudukan sebagai SKPKD. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai BUD. 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas BUD. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 

yang dipimpinnya. 

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD.
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UF: 

18. 

19. 

20. 

23 

2. 

23. 

24. 

| 

| 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD 

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan  PPKD yang 

selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu 

Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Pelaksana 

Aparatur Sipil Negara yang diusulkan dan ditetapkan 

oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk membantu 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara 

Penerimaan SKPD yang tidak mempunyai kewenangan 

yang sama dengan Bendahara Penerimaan SKPD dan 

Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD. 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

BRPE 

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

5 
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25. 

20. 

OF 

28: 

29, 

30. 

31. 

3 

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pelaksana 

Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk membantu 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara 

Pengeluaran SKPD yang tidak mempunyai kewenangan 

yang sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD. 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan 

anggaran, penatausahaan dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan daerah, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD 

atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 

Pengguna Anggaran. 

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 

keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup 

guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan 

membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk 

mengajukan permintaan pembayaran.
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32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

IP 

38. 

Saat 

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran 

atas pelaksanaan APBD. 

SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang 

bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 

SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 

persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung. 

SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan 

uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD 

yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan 

untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

SPP-Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak 

ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 

perintah kerja lainnya atau data dukung resmi lainnya 

dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, 

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 

dokumennya disiapkan oleh PPTK-SKPD. 

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 

surat pencairan dana atas beban pengeluaran DPA- 

SKPD. 

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai 

dasar pencairan dana atas beban APBD.
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39, 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

at 

Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis 

Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah 

unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan 

untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan. 

Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah 

Pelaksana tugas Kepala SKPD/Unit Kerja, termasuk 

didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah. 

Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah 

Pelaksanaharian Kepala SKPD/Unit Kerja, termasuk 

didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah. 

BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan yang di kelola untuk menyelenggarakan 

Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam 

pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada 

aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan. 

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya 

disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan 

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 

menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian 

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 

umumnya. 

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan 

keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang 

dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 

Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam 

bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas 

dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang 

tidak perlu dibayar kembali. 

Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening 

kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh BLUD. 

f
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48. 

49. 

50. 

2 

52. 

53. 

54. 

Oni 

Biaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang 

mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh 

barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional 

BLUD. 

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin 

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh 

penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran 

BLUD. 

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya 

disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan 

bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, 

kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan 

anggaran BLUD. 

Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

yang selanjutnya disebut SP3B adalah surat perintah 

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran kepada BUD 

untuk mengesahkan/membukukan pendapatan 

dan/atau belanja yang sumber dananya berasal dari 

pendapatan yang digunakan langsung. 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya 

disebut SPTJM BLUD adalah pernyataan tanggungjawab 

yang dibuat PA/Pemimpin BLUD atas pendapatan 

dan/atau belanja BLUD yang sumber dananya berasal 

dari pendapatan yang digunakan langsung. 

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 

selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan 

oleh BPKAD selaku BUD untuk mengesahkan 

pembukuan pendapatan dan/atau belanja berdasarkan 

SP3B. 

Tanda bukti pengeluaran adalah dokumen bukti 

pengeluaran dan pembebanannya ke rekening belanja 

APBD yang diotorisasi bendahara  pengeluaran/ 

bendahara pengeluaran pembantu dan PPTK. 
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(1) 

(2) 

(3) 

aga 

Pasal 2 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peraturan 

Bupati ini meliputi ketentuan tentang: 

a. Pengelola Keuangan Daerah, 

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, dan 

c. Badan Layanan Umum Daerah. 

Uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum 

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini yang terdiri dari: 

I : Pengelola Keuangan Daerah, 

II : Sistem dan Prosedur Surat Penyediaan Dana, 

ITI : Sistem dan Prosedur Uang Persediaan, 

IV : Sistem dan Prosedur Ganti Uang Persediaan, 

V : Sistem dan Prosedur Tambah Uang Persediaan, 

VI : Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan 

Tambahan Uang Persediaan, 

VII : Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan 

Uang Persediaan, 

VIII : Sistem dan Prosedur Belanja Langsung Barang dan Jasa, 

IX : Sistem dan Prosedur Belanja Tidak Langsung Gaji, 

Xx : Sistem dan Prosedur Belanja Tidak Langsung PPKD, 

XI : Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, 

XII. “58istem dan Prosedur Penatausahaan dan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, 

XIII : Sistem dan Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

XIV : Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pengendalian, 

XV : Sistem dan Prosedur Pengesahan BLUD 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan informasi, aliran data, 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

 



jdih.pemalangkab.go.ididih.pemalangkab.go.id 

  

LN 

Pasal 3 

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur pada struktur organisasi dan 

tata laksana, maka pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Pengguna 

Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 13 September 2023 

Plt. BUPATI PEMALANG 

WAKIL BUPATI, 

ttd 

cap 

MANSUR HIDAYAT 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 13 September 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

ttd 

cap 

MOH. SIDIK 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 26 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

    
EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19680908 199803 1 003
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 26 TAHUN 2023 
TENTANG 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

I. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

» Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Daerah adalah 

Bupati. 

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai 

kewenangan: 

a. 

Ya 

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan 

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama: 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan 

Peraturan Bupati tentang Pergeseran APBD, 

. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD, 

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, 

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak 

terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan 

oleh Daerah dan/atau masyarakat, 

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD, 

menetapkan KPA, 

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran, 

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah, 

' 
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Na 

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

Utang dan Piutang Daerah, 

Il. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran, 

m.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan 

n. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling 

sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara 

pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, 

bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus 

dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian 

atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada 

Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem 

pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan 

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima 

atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan 

dengan keputusan Bupati. 

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Kh Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah mempunyai tugas: 

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, 

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan 

perubahan APBD, dan rancangan  pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD: 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPDj 

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan 

f. memimpin TAPD.
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2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit 

meliputi: 

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah, 

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah, 

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. 

Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan 

terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu 

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

ki Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah, 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

diatur dalam Perda: 

d. melaksanakan fungsi BUD, dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, 

b. mengesahkan DPA-SKPD, 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, 

memutuskan tindakan diskresi dalam pelaksanaan APBD 

berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan, 

akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas pemecahan 

masalah dalam pelaksanaan APBD, 

e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah,
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f. melaksanakan pemungutan pajak daerah, 

menetapkan anggaran kas dan SPD, ga 

h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 

atas nama pemerintah daerah, 

i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah: 

J-. menyajikan informasi keuangan daerah, dan 

k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD. 

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: 

a. mengelola investasi, 

b. menetapkan anggaran kas, 

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D, 

d. membuka rekening Kas umum daerah, 

e. membuka rekening penerimaan, 

membuka rekening pengeluaran, dan 

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan 

dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak 

daerah. 

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 

sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari 

investasi tersebut. 

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 

D. KUASA BUD 

Es PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas, 

b. menyiapkan SPD,
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Cc. menerbitkan SP2D:, 

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 

ditunjuk, 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD, 

f. menyimpan uang daerah, 

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi, 

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas 

Beban APBD, 

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama 

pemerintah daerah, 

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah yang dikelola 

BPKAD, dan 

k. melakukan penagihan piutang daerah pada BPKAD. 

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun 

dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 

ditetapkan oleh BUD, 

b. Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 

piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 

tertagih atas investasi, 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD 

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) 

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran 

jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang 

kendali. 

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban 

kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan 

Bupati. 

PENGGUNA ANGGARAN 

K Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

a. 

b. 

menyusun RKA-SKPD, 

menyusun DPA-SKPD, 
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melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan, 

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran, 

melaksanakan pemungutan retribusi daerah, 

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, 

menandatangani SPM: 

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya, 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya, 

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD, 

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan 

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, 

meliputi: 

a. 

b. 

C. 

menyusun anggaran kas SKPD, 

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah, 

menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD): 

menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial: 

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan 

pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran 

Daerah tersebut, dan 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai 

wewenang, meliputi: 

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan 

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran 

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

f
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b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD), 

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial, 

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan 

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran 

Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

PA bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran material 

termasuk akibat dari penerbitan SPM yang ditandatanganinya dan 

tidak menyertakan BUD/Kuasa BUD untuk turut serta bertanggung 

jawab 

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan 

wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA 

melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan 

dari pelaksanaan DPA-SKPD. 

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain 

sebagai akibat: 

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, 

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada 

penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga 

melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan, 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan 

selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 

a. perjanjian atau perikatan, 

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Cc. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, dan 

4
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d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat 

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 

melimpahkan kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 

sebagai KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

L: PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA). 

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 

SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis 

Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

PA yang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA 

diatur dengan Surat Bupati/Sekretaris Daerah berdasarkan 

pertimbangan PPKD. 

Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja, 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya, 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran, 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah,
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f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya, dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA. 

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 

memungut pajak daerah kepada KPA. 

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

kepala unit SKPD sebagai KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan 

SPM-LS. 

KPA bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran material 

termasuk akibat dari penerbitan SPM yang ditandatanganinya dan 

tidak menyertakan BUD/ Kuasa BUD untuk turut serta bertanggung 

jawab 

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 

KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat 

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA 

mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus, 

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus, 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan, 

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya, 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran, 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah, 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, 

h. menandatangani SPM UP/GU/TU/LS, 

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya, 

( 
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j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya, 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya, 

Il. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD: 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah: dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk 

mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah 

diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. 

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

E PA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan 

pejabat pada SKPD/ Unit SKPD selaku PPTK. 

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA 

meliputi: 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 

teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD, 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, dan 

c. menyiapkan dokumen - pengadaan barang/jasa pada 

Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang/jasa. 

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis 

Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi: 

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, 

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan  Kegiatan/Sub 

kegiatan, dan 

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan  Kegiatan/Sub 

kegiatan kepada PA/KPA.
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Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 

atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan 

meliputi: 

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub 

kegiatan, 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan 

perundang- undangan, dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan. 

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab 

kepada PA. 

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung 

jawab kepada KPA. 

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat 

yang dilaksanakan oleh PPTK. 

PA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 

SKPD/Unit SKPD. 

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas 

dan fungsi. 

PPTK merupakan: 

a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, 

b. Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a 

adalah pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA 

dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas, 

c. Dalam hal PA menetapkan KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN 

yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA 

dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas, 

d. Dalam hal pejabat struktural satu tingkat di bawah PA 

ditetapkan sebagai PPK SKPD, PA dapat menetapkan pejabat 

struktural satu tingkat di bawah pejabat yang ditetapkan 

sebagai PPK SKPD. 

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau atas
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pertimbangan beban kerja dan rentang kendali, PA dapat 

menetapkan pejabat fungsional sebagai PPTK dengan kriteria: 

a. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas, 

b. Paling rendah menduduki level kelas jabatan 9, dan 

c. Melaksanakan tugas dan fungsi yang berkenaan dengan 

kegiatan/sub kegiatan berdasarkan surat tugas dari Kepala 

SKPD / Kepala Bagian/Kepala Bidang. 

H.  PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 

& PA menetapkan ASN pejabat struktural satu tingkat di atas/setara 

PPTK selaku PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD 

Pada BPKAD selaku SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di 

SKPKD 

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan 

wewenang BLUD 

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang 

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi 

daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK. 

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran, 

b. menyiapkan SPM, 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk 

meneliti kelengkapan dan keabsahan. 

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK : 

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

lainnya, 

t
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b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari 

bendahara penerimaan, dan 

menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas 

membantu  PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas 

penatausahaan keuangan SKPD. 

I.  BENDAHARA 

1. Bendahara Penerimaan 

a. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk 

melaksanakan tugas  kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD 

atas usul PPKD selaku BUD 

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang 

menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum 

daerah, wmenatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

pendapatan daerah yang diterimanya. 

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan 

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 

1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD, 

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Bupati, 

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 

dengan jumlah yang telah ditetapkan, 

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

pendapatan daerah yang diterimanya, dan 

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan 

Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan. 

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan . 

oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD. 

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan 

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 

Bupati. 

'
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g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling 

sedikit meliputi: 

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah 

pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik, 

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD, 

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Bupati, 

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 

dengan jumlah yang telah ditetapkan, 

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

pendapatan daerah yang diterimanya, dan 

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 

kepada PA. 

j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada KPA. 

k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 

kepada PPKD selaku BUD. 

Il. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada Bendahara Penerimaan. 

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat 

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara 

Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan : 

pendapatan daerah.
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n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bendahara Penerimaan. 

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

disebut Pembantu Bendahara Penerimaan. 

2. Bendahara Pengeluaran 

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran 

kepada Bupati. 

b. Bupati menetapkan. Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan — dalam rangka 

pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran 

pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS, 

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, 

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya, 

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, 

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada BUD secara periodik, dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan 

Bupati, 

2) memeriksa kas secara periodik, 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank, 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal,
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5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas 

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal, dan 

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada 

SKPD yang melaksanakan fungsi BUD. 

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, 

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas 

pertimbangan: 

1) besaran anggaran, 

2) rentang kendali dan/atau lokasi, dan 

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan 

wewenang meliputi: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS, 

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran, 

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD, 

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU 

yang dikelolanya, 

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban 

secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara 

periodik. 

h. Selaan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran 

pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh Bupati, | 

2) memeriksa kas secara periodik, 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank,
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4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada 

tahun berjalan, dan 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas 

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan. 

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat 

khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi 

bersifat khusus. 

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas 

dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran. 

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

Il. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan 

fungsional. 

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PA. 

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada KPA. 

Oo. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan 

kepada PPKD selaku BUD. 

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

g. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat 

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara 

Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

£.
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r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung 

jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, 

dan penjualan jasa, 

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan 

dan/atau penjualan jasa, 

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dan 

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

Bendahara Khusus. 

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub 

kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan APBD. 

v. Dalam hal bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD berhalangan: 
  

Jangka Waktu Ketentuan 

4 s.d 30 hari Bendahara pengeluaran /pengeluaran 

pembantu SKPD memberikan surat kuasa 

kepada pejabat yang ditunjuk untuk 

melakukan pembayaran dan tugas-tugas 

bendahara pengeluaran atas tanggungjawab 

bendahara/bendahara pengeluaran 

pembantu dengan diketahui kepala SKPD 

31 s.d 90 hari | Kepala SKPD menunjuk pejabat bendahara 

pengeluaran/ bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD dan diadakan berita acara 

serah terima 

Lebih dari 90 | Yang bersangkutan dianggap telah 

  

  

  

hari mengundurkan diri atau berhenti dari 

jabatan sebagai bendahara 

pengeluaran/ bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD 

segera mengusulkan penggantinya       
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w. Bendahara Pengeluaran PPKD 

Dalam melaksanakan fungsinya PPKD mengusulkan penetapan 

Bendahara Pengeluaran PPKD untuk melaksanakan tugas dan 

wewenang bendahara pengeluaran pada Belanja dan 

Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan oleh PPKD. 

Bendahara Pengeluaran PPKD ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan  mempertanggungjawabkan uang 

keperluan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, 

Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada SKPKD. 

x. Bendahara Pengeluaran BLUD 

1) Bendahara Pengeluaran BLUD mencatat pengeluaran pada 

buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada 

Direktur RSUD dr. M. Ashari dengan melampirkan bukti- 

bukti pengeluaran yang sah paling lambat pada tanggal 5 

bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Direktur RSUD 

dr. M. Ashari. 

2) Berdasarkan buku kas, Bendahara Pengeluaran BLUD 

menyusun laporan realisasi pendapatan kepada Direktur 

RSUD dr. M. Ashari, selanjutnya Direktur RSUD dr. M. 

Ashari menyampaikan laporan tersebut dengan 

melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Direktur 

RSUD dr. M. Ashari setiap bulan kepada Kepala Dinas 

Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

3) Berdasarkan laporan realisasi pengeluaran dan 

diintegrasikan dengan laporan penerimaan BLUD, Kepala 

Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan 

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dibuat 

Direktur RSUD dr. M. Ashari dengan diketahui Kepala Dinas 

Kesehatan setiap bulan kepada kepala BPKAD untuk 

penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

(SP2B) oleh Kepala BPKAD selaku BUD. SP2B dilampiri 

Laporan Realisasi Pengeluaran BLUD dan Laporan Realisasi 

Penerimaan BLUD yang disusun oleh Direktur RSUD dr. M. 

Ashari dan diketahui Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala 

BPKAD.
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Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan 

BPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas 

pendapatan dan belanja Kepala RSUD dr. M. Ashari SP2B, 

dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

y. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Z. 

1) 

2) 

3) 

1 

Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan 

belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan 

kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti 

pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada 

tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala 

Puskesmas. 

Berdasarkan buku kas, Bendahara Dana Kapitasi JKN 

menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja 

Puskesmas, selanjutnya Kepala Puskesmas menyampaikan 

laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan 

tanggung jawab Kepala Puskesmas setiap bulan kepada 

Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 

bulan berikutnya. 

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja 

Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan 

Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

(SP3B) Puskesmas setiap bulan kepada kepala BPKAD 

untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja (SP2B) Puskesmas oleh Kepala BPKAD selaku BUD. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan 

BPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas 

pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B, dengan 

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bendahara Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) 

1) 

2) 

Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri 

mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada Buku 

Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu Bank, Buku 

Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek 

Belanja pada Bendahara Dana BOS. 

Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri 

menyampaikan realisasi penerimaan dan realisasi belanja 

setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dengan 

melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah, 

t 
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3) 

1) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Sa 

paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk 

pengesahan oleh Kepala Satuan Pendidikan. 

Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas 

Pembantu, Bendahara Dana BOS menyusun Laporan 

Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS masing- 

masing Satuan Pendidikan Negeri setiap semester. 

Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi 

Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana BOS kepada Kepala 

Satuan Pendidikan Negeri, untuk selanjutnya disampaikan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui 

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan 

rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10 

bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan 

berakhir. 

Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi 

Belanja Dana BOS dilampiri Rekening Koran Dana BOS 

Satuan Pendidikan Negeri dari Bank, Surat Pernyataan 

Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS oleh Kepala 

Satuan Pendidikan Negeri, Surat Pernyataan 

Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS oleh Kepala 

Satuan Pendidikan Negeri dan Rekapitulasi Pembelian 

Barang/Aset dari Dana BOS. 

PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi 

pendapatan berdasarkan SPTMH dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dari 

Kepala Satuan Pendidikan Negeri, Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan menyampaikan Surat Permintaan 

Pengesahan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD yang 

dilampiri Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja per 

Satuan Pendidikan Negeri. 

Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan Negeri, PPKD selaku 

BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Satuan 

Pendidikan Negeri. 

Berdasarkan dokumen SPB, PPK Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan melakukan pencatatan atas belanja Dana BOS 

Satuan Pendidikan Negeri, dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan
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J. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) 

1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD 

yang dipi mpin oleh Sekretaris Daerah. 

2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, 

dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. 

3. TAPD mempunyai tugas: 

membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah, 

menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan 

perubahan KUA, 

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 

perubahan PPAS, 

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD, 

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 

rancangan pertanggungjawaban APBD, 

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban APBD, 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan 

perubahan DPA-SKPD, 

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman 

penyusunan RKA, dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi 

sesuai dengan kebutuhan.
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II. ' SISTEM DAN PROSEDUR SURAT PENYEDIAAN DANA 

A. KETENTUAN UMUM 

L, SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai 

dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD. 

Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat 

sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD 

tanpa menunggu DPA disahkan. 

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila 

terdapat kondisi sebagai berikut: 

ak Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan 

penerimaan dalam anggaran kas, atau 

Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak berdasarkan 

pertimbangan dan permohonan perubahan SPD dari PA, 

Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran 

berikutnya. 

Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran 

kas Pemerintah Daerah. 

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku 

BUD untuk disahkan. 

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada 

Kepala SKPD. 

B. PIHAK TERKAIT 

PPKD 

Bidang Anggaran SKPKD 

Bidang Perbendaharaan SKPKD 

SKPD s
a
k
a
 Gu
 

C. ALUR PROSEDUR 

K Kepala SKPD mengisi rencana anggaran kas pada saat penyusunan 

rancangan DPA, 

Kepala Bidang Perbendaharaan menyusun anggaran kas Pemerintah 

Daerah berdasarkan Rencana Anggaran Kas SKPD dan PPKD,
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3. Berdasarkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah, 

Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD menyiapkan 

Rancangan SPD untuk diserahkan dan diotorisasi oleh PPKD, 

PPKD kemudian melakukan pengesahan SPD. 

5. Dokumen SPD yang telah disahkan selanjutnya : 

a. Dokumen pertama diserahkan kepada Pengguna Anggaran 

untuk dijadikan dasar dalam pembuatan SPP, 

b. Dokumen kedua dibuat sebagai arsip oleh PPKD. 

D. BAGAN ALIR PROSEDUR 
  

  

    

Bidan Ns 
Ps Pa Perbendaharaan PPKD SKPD 

28 selaku Kuasa BUD 

-DPA-SKPD - Anggaran Kas Pemda 
-Rencana 
Anggaran Kas 

  “ - Rancangan SPD 

        

  

  
SPD   

SPD -Otorisasi 
-Mengesahkan   

        

    

SPD SPD 
  

SPD 

    

  

SPD 

       

  
Serahkan ke 

SKPD 
  

  

Pelaksanaan 
APBD 
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH 

MOM 

TENTANG 

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 

PPKD SELAKU BUD 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanjasub kegiatan tahun anggaran ....... berdasarkan 

DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kasyangtelah ditetapkan, perlu disiapkan 

nendanaan denovan menerhitkan Surat Penvediaan Nana ISPNI- 

Mengingat : 1 Peraturan Daerah................tentang penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/ 

Kota........Tahun Anggaran.............., 

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor............. Tahun...........tentang Penjabaran APBD 

Provinsi/Kabupaten/Kota......... Tahun Anggaran............, 

3. DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD”) Provinsi/Kabupaten/ Kota.........Tahun .............j 

MEMUTUSKAN: 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota............., Tanggal........... Bulan........... 

Tahun........tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 

me Menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut: 

1 Dasar Penyediaan Dana: 

DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD aa APA PE PA SAI TAS TE Eee UN EP AAN 

2 Ditunjukan kepada SKPD aa Mba Ana an DN anakan nabi kpop aa ERA 

3 Kepala SKPD ai men ein kabuba aee Ink akan ee Oa Sin eka PN Na 

4 Jumlah Penyediaan Dana ui aa Ba an maa Bb Sah Galak 

(Terbilang. en 

5 Untuk Kebutuhan BAN db Ma inna 

6 Ikhtisar Penyediaan Dana: 

a. Jumlah DanaDPA-SKPD/ Perubahan #Rpe seonee sewnve vexxex v0 sean sevune sewnen n00 sevuna ana 

DPA-SKPD (Terbilang. Heal 

b. Akumulasi SPD Sebelumnya MANA AA SEA SEE 

PENA ben SN ea Ba Ot J 

C. SisaDana yang belum di SPD-kan BN ena ana Pe MEME Ma ngk EN an 

Ana nanang Sa Se Tb la ) 

d. Jumlah Danayang di SPD-kan saat ini RP... »oonee oroxee veonex 200 20000 2e0n00 2exn1n 20x nenn1 zen 

(Terbilang se 

e. SisaJumlah Dana DPA- NAN sineas suninik binor Kanaan Kala 

SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang BARA sn nd ena ) 

belum di SPO-kan 

Ketentuan-ketentuan lain 

Ditetapkan di:............. 

Pada Tanggal:............. 

PPKD SELAKU BUD 

E 3 

Tembusan disampaikan kepada: — 

1-Anspektur Nama 

NN Poo orea 

Catatan : formulir dapat diubah/berbeda sepanjang tidak mengurangi 

informasi substansi
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAMPIRAN SPD NOMOR $ ea oom. 

TAHUN ANGGARAN :...... 

    

  

Nomor SPD 

Tanggal 

SKPD 

Periode 

Tahun Anggaran 
Nomor dan Tanggal DP'A- 

SKPD/Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah 

  

Jumlah Penyediaan dana RASA 

LGA beast anna KRU aEPN ) 

| Ditetapkan direaareresan:n 

Pada Tanggal ser... 

PPKDSELAKU BUD 

2 
ama 

NIP Se 
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III. SISTEM DAN PROSEDUR UANG PERSEDIAAN 

A. KETENTUAN UMUM 

Sistem dan Prosedur Pengajuan Uang Persediaan adalah sistem dan 

prosedur dalam rangka mengisi uang Persediaan di Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilaksanakan pada 

saat pertama kali APBD dilaksanakan. Sistem ini terdiri dari : 

L 

ee
, 
e
n
a
 

Sub Sistem Penetapan Besaran UP SKPD 

Sub Sistem Penerbitan SPP-UP 

Sub Sistem Penerbitan SPM-UP 

Sub Sistem Penerbitan SP2D 

Sub Sistem Pencairan SP2D 

Hubungan antar Sub Sistem : 

  

  

    

  

Sub Sub Sistem Sub Sistem Sub Sistem 
Sistem “| Penerbitan w Penerbitan » Penerbitan 

Penetapan SPP-UP SPM-UP SP2D 
Besaran               

  

  

N 

  

Sub 

Sistem 
Pencairan 

SP2D 
    

B. PIHAK TERKAIT 

:. 

2. 

3. 

SKPD 

a. Pengguna Anggaran 

b. Kuasa Pengguna Anggaran 

c. Bendahara Pengeluaran 

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

e. PPK-SKPD 

PPKD/ BPKAD 

a. Bidang Perbendaharaan 

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

PT. Bank Jateng 

C. ALUR PROSEDUR 

t Sub Sistem Penetapan Besaran UP 

  

Jumlah/ besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. BUD menyusun rancangan Keputusan Bupati 

tentang jumlah/ besaran UP dengan mempertimbangkan: 

a. Rencana realisasi anggaran yang akan dilaksanakan dengan 

mekanisme LS yang disampaikan oleh Kepala SKPD. 

 



jdih.pemalangkab.go.id

b. 

. 3g 5 

Analisa BUD atas data realisasi APBD dengan mekanisme GU pada 

tahun sebelumnya dan perkiraan realisasi APBD dengan 

mekanisme LS. 

Dalam menetapkan jumlah/besaran UP, BUD dapat 

menggunakan pendekatan: 

Jumlah anggaran belanja SKPD dikurangi realisasi belanja yg 

direncanakan dengan mekanisme LS dibagi 12 (dua belas) 

Kepala BPKAD mengajukan rancangan Keputusan jumlah/ besaran 

UP kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Keputusan sesuai 

ketentuan. 

2. Sub Sistem Penerbitan SPP-UP 

a. Pada permulaan tahun anggaran setelah Surat Keputusan 

Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD 

ditetapkan, Bendahara Pengeluaran melakukan Input Data 

SPP-UP melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mencetak 

dan menandatangani SPP-UP serta melengkapi lampiran- 

lampiran yang diperlukan sebagai berikut: 

1) Copy SK penunjukkan pengelola keuangan SKPD, 

2) Copy DPA-SKPD, 

3) Copy SPD, 

4) Specimen Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara 

Pengeluaran, 

5) NPWP Bendahara Pengeluaran, 

6) Nomor rekening Bank Bendahara Pengeluaran pada Bank 

Umum Pemerintah, 

7) Ringkasan SPP-UP, 

8) Lampiran-Lampiran lain yang diperlukan. 

Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-UP yang telah 

ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK-SKPD. 

3. Sub Sistem Penerbitan SPM-UP 

EL 

b. 

PPK-SKPD meneliti dan menverifikasi SPP-UP beserta 

kelengkapannya, dan mencatat ke dalam register penerimaan 

SPP. 

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, 

PPK-SKPD menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan 

menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
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Pengeluaran Pembantu beserta dokumen pengajuan SPP-UP 

untuk dilengkapi dan diperbaiki. 

c. PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

register Penolakan Penerbitan SPM. 

d. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 

(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK- 

SKPD melakukan Input Data SPM-UP melalui Aplikasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-UP. 

e. PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-UP dan Surat Pernyataan 

yang menyatakan bahwa uang yang diminta dipergunakan untuk 

uang persediaan kepada Pengguna  Angaran untuk 

ditandatangani. 

f. Pengguna Anggaran menandatangani SPM-UP dan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, serta menyerahkan kembali 

kepada PPK-SKPD. 

g. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP yang diterima ke dalam 

Register Penerbitan SPM. 

h. PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan 

beserta kelengkapan dokumen : 

— Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, 

— Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list Kelengkapan 

dokumen. 

— Copy Nomor Rekening Koran Bendahara yang 

ditandatangai/legalisir oleh PPK SKPD 

4. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan menerima SPM-UP yang diajukan oleh 

Pengguna Anggaran. 

b. Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP. 

1) Apabila berkas tidak lengkap, dokumen SPM-UP dikembalikan 

kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi serta mencatat 

dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D. 

2) Apabila berkas lengkap maka dilakukan Input Data SP2D-UP 

melalui Menu Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

diterbitkan SP2D-UP rangkap 5 (lima) dan mencatat dalam 

Register SP2D.
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Cc. 

«S0 

Pendistribusian SP2D yang telah terbit : 

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga, 

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan, 

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng, 

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. 

5. Sub Sistem Pencairan SP2D 

a. BUD dan Kuasa BUD menandatangani daftar penguji SP2D yang 

telah diterbitkan. 

Berdasarkan SP2D dan daftar penguji yang diterima dari BUD, 

PT. Bank Jateng mentransfer dana dari Rekening Kas Umum 

Daerah ke Rekening Bendahara yang tercantum dalam SP2D. 

Kuasa BUD mencatat SP2D ke dalam Buku Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas (Format 3.16) pada sisi pengeluaran.
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D. BAGAN ALIR PROSEDUR 

  

  

BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (1) 
  

SKPD 
  

BENDAHARA 
PENGELUARAN 

PPK-SKPD 
PENGGUNA 
ANGGARAN 

  

SPD dan 
Keputusan 

besaran UP 

  

  

susun 
SPP-UP 

, 
    

  

  Lampiran 
  

  

Melengkapi 

A 

    

  
  

    

  

Verifikasi 

  

     5 
  &     

  

SP2D, SPM- 

UP, SPP-UP   

    

Dari Bank 
    
  

    

  

Ke PPKD 

       SPM-UP dan        

      Lampiran SPM-UP 

  

Otorisasi 
  

  

  

      

  
Register 
SPM 

  

Register 
Penolakan 

Penerbitan 

| Dikembalikan PPKD 
1 

  

  

  Melengkapi 

  

6 

5 

      SP2D, SPM- 

UP, SPP-UP   

Dari PPKD 

  5.   
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(2) 
L
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PPKD/BPKAD 
B
I
D
A
N
G
 
A
K
U
N
T
A
N
S
I
 

B
A
N
K
 

P
I
H
A
K
 
K
E
T
I
G
A
 

B
I
D
A
N
G
 
P
E
R
B
E
N
D
A
H
A
R
A
A
N
 

D
A
N
 
A
S
E
T
 
D
A
E
R
A
H
 

D
a
r
i
 

2 
S
P
2
D
 

1 SP2D, 
S
P
M
-
U
P
,
 

ceklis, 
Lampiran 

Verifikasi 
: 

- Cetak 
Daftar 

Penguji 

| 
! 

- Catat 
dalam 

Format 
3.15 

ya 
SP2D 

G
a
m
a
 

Terbitkan 
Daftar 

SP2D 
1 

1 
SP2D 

Penguji 

“ 
Laporan 

Tidak 
Posisi 

Kas 

Harian 
isi 

Kembalikan 
nan 

shi. 
Transfer 

   

ke 
S
K
P
D
 

  

Register 

Penolakan 

Ke 
S
K
P
D
 

 
 

             

  

    

S
P
P
-
U
P
 

dan 

    

  
4 

 
 

     

Lampiran 

  
 
 

 
 

Ke 
S
K
P
D
 

 
   

 
 

N 
Pencatatan 

- 

F
3
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

e 
P
u
a
n
 

Re
 
an
 

10. 

3 ti 

1. 

13. 

14. 

15. 

16. 

3 

18. 

SPP-UP (Format 3.1) 

Rincian Rencana Penggunaan UP (Format 3.2) 

Register Penerimaan SPP (Format 3.3) 

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5) 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-UP 

(Format 3.6) 

Surat Perintah Membayar (Format 3.7) 

Register SPM SKPD (Format 3.8) 

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9) 

Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-UP 

(Format 3.10) 

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12) 

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13) 

Register SP2D (Format 3.14) 

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15) 

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16) 

Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17) 

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18) 

Catatan: Format formulir dapat diubah tanpa mengurangi informasi yang bersifat 

substansi.
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Format 3.1 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 

  

sa
 . Nama SKPD/Unit Kerja 

. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran 

. Nama Bendahara Pengeluaran 

NPWP Bendahara Pengeluaran 

. Nama Bank Penerima 

. Nomor Rekening Bank 

N
O
 

Oa 
& 

&» 
N 

Untuk Keperluan 

8. Dasar Pengeluaran 

  

  
Sebesar RP roeroistan 

(NONANG asin 2eei data es ben ba UNGU Ma Kan Pa ) 

  

No Uraian 
  

| SPD 
  

Tanggal : | Nomor : Ip. 
  

Il ISP2D 
    Tanggal : | Nomor : (Rp. 
  

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 

  

Pemalang, nana intea 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 

Salinan 1: Untuk Kuasa BUD 

Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran 

Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 
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Format 3.2 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Uang Persediaan (SPP-UP) 

Nomor na aa Aan aa 

Tahun Anggaran : ...... 
  

RINCIAN RENCANA PENGGUNA 

  

  

  

      
  

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH 
KODE NAMA 

1 

TOTAL RDI ianntinann saka 

Terbilang Ao osek na anatara an Pata 

Mengetahui/Menyetujui: Pemalang: »a.n en 

Pengguna Anggaran BENDAHARA PENGELUARAN 

NAMA NAMA 

NIP ea teangatn bana NIP nan an 
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sn 

  

Format 3.3 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REGISTER PENERIMAAN SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS 

SKPD an annisa 

HAAMAN 3 aras... 

Nomor SPP Jumlah SPP (Rp) 

  

No. Urut | Tanggal Uraian 
UP 

Jumlah 

AN 1 LANGGA ............... 
Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD 

(Tanda tangan) ” (Tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 
NIP, NIP, 

Cara pengisian : 

1. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
2. Kolom 2 diisi dengan Tanggal diterimanya SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran 
3, Kolom 3 diisi dengan Nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)



jdih.pemalangkab.go.id
Sa 

  

      

Format 3.4 

BNN nah 

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM 

Natan aa Manna 

Kepada Yth. 
Denda PPPIN oma aa 

2 KemosabnaamNNn 

An EN 

Lampiran 

Perihal : Pengembalian SPP 

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dan Langsung 

(SPP-UP/GU/TUILS) Saudara NoMor :............................ tanggal aa. Pa" Dikembalikan karena tidak memenuhi syarat 

untuk diproses. 

Adapun kekurangannya sebagai berikut : 

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Pengguna Anggaran! 

Kuasa Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP,
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Format 3.5 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM 

SP 

HALAMAN 3 ai.     
Nomor SPP Jumlah SPP (Rp) 

No. Urut | Tanggal Uraian 

PN aa 1 KANGGAl ah 
Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD 

(Tanda tangan) (Tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 
MP, MP, 

Cara pengisian : 

1, Kolom 1 disi dengan Nomor Urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan s2) yang ditolak diterbitkannya SPM 
2. Kolom 2 diisi dengan Tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SPM 

3. Kolom 3 diisi dengan Nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang ditolak diterbitkannya SPM 
4, Kolom 4 disi dengan uraian SPP yang ditolak diterbitkannya SPM 

5, Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang citolak diterbitkannya SPM
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Ip 

  

Format 3.6 
      

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN SPM UP 

Noor $ Senen al 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 5. axs en Uaka kekanan Khanna an EN 

Jabatan UN Ea Tung beo MA NAN Maa Tenan Mp na 

Selaku : Pengguna Anggaran pada .....coooooooo 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Perintah reegallayat Wu panas an sebagaimana tercantum 

pada SPM-UP Nomor ..........i.... eta Tem Di aka telah 

diteliti dan dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan 

atas pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab 

dan menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

Pengguna Anggaran 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 

NIP    
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K
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R
E
K
E
N
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G
 

U
R
A
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J
U
M
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H
 

(Rp.) 
S
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P
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DE 
Ma 
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SEN 
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R
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R
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In 

KETERANGAN/URAIAN DALAM PENGAJUAN DALAM SPP/SPM 
UP/GU/TU/LS 

      
     
  

  

  

ENIS 
PENGAJUAN Ta . 

1 | UP (Awal Tahun Penyediaan Uang Persediaan SKPD .... Tahun Anggaran ...... 
Anggaran) 

2 | GUP Ganti Uang Persediaan ke-.... SKPD..... 

  

4 | GUP Nihil (Akhir Ganti Uang Persediaan Nihil SKPD ..... Tahun Anggaran ....., dengan Sisa 
Tahun Anggaran) Uang Persediaan sebesar Rp ........ 

  

5 | TUP Tambahan Uang Persediaan Kegiatan ..... Bulan.... Tahun.... 

  

6 | TUP Nihil TU Nihil atas SP2D TU No ...... Tanggal ..... sebesar Rp....... , dengan Sisa 
Uang TU sebesar Rp........ 

  

7 | LS-Pihak Ke Tiga e Pembayaran Pengadaan ........ 

(sumber dana : DAU/DAK/DID/APBD-I") 

e Pembayaran Uang Muka Pekerjaan ....... 

(sumber dana : DAU/DAK/DID/APBD-I") 

e Pembayaran Tahap/Angsuran/Termin/MC ....... Pekerjaan........ A 

(sumber dana : DAU/DAK/DID/APBD-IY) 

e# Pembayaran Retensi Pekerjaan ....... 

(sumber dana : DAU/DAK/DID/APBD-I") 

  

8 | LS-Gaji dan » Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bulan ....... Tahun... 
Tunjangan » Pembayaran Kekurangan/Susulan Gaji dan Tunjangan Pegawai atas 

. nama ....Bulan ... 

# Pembayaran Iuran Pemda dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan 
Bulan ...... Tahun..... 

e Pembayaran Kekurangan/Susulan Iuran Pemda dalam 

Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bulan ..... Tahun ..... 

» Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bulan 
Ae Tata sn       
  

Catatan : Uraian dapat diberikan keterangan tambahan sesuai kebutuhan 
pengelolaan keuanagan
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Nomor SPM 

No. Urut | Tanggal 

UP | Gu | Tu 
Gaji 

Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

(Tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NP, 

Cara pengisian : 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS 

Aan 

1. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 

2. Kolom 2 diisi dengan Tanggal diajukannya SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 

3, Kolom 3 diisi dengan Nomor SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan 

4, Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 

5, Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 

  

  

    
Format 3.8 
  

HALAMAN 8 av, 

Jumlah SPM (Rp) 

UP Gu Tu Gaji 

  

(Tanda tangan) 

(narra lengkap) 

NP,  
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aa 

  

    
Format 3.9 
  

  

    

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI 

KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP...... 

Nomor seat an AN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Oa an Manan 

Jabatan Lea kekanan en NN 

Selaku # Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Telah meneliti kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen SPP 
dasar pengajuan SPM, antara lain: 

a) DPA, memastikan belanja tidak melebihi sisa anggaran DPA: 
b) SPD, memastikan Dana untuk belanja terkait telah disediakan: 
c) Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pendukung serta sesuai 

dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang undangan sebagaimana check list terlampir: dan 

d) Kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPM dengan dokumen 
pendukungnya. 

2. Kelengkapan dokumen kami simpan dan siap disampaikan jika 
dibutuhkan untuk pemeriksaan dan/atau kegiatan lain sesuai 
ketentuan. | 

3. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya 
bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

GAP ba nan naa 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 

NIP
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Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 

Sebagai Dasar Pengajuan SPM UP 

  

  
Format 3.10 

    

  

  

  

  

  

  

Nomor : 

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM UP 

No Dokumen Ada dan Absah 

l. LOrP Ye Oo Ya Oo Tidak 

2. | SK Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan o Ya Oo Tidak 

3. | DPA Oo Ya Oo Tidak 

4. | SPD Oo Ya O Tidak           

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 

NIP 
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9 

  

Format 3.11 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D 

Pemalang, .................. DN 

Kepada Yth. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran 

Nomor | La anna aa ten tali 

KAMPITAN A3 es an iio 

Perihal : Pengembalian SPM 

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan 

Uang dan Langsung.(SPP-UP/GU/TU/LS).Saudara NOMOF Saneein2 22 eni eks nanaree ngan penekan Kenngnannn ge ORn asa aaga Danaan 

tanggal ......... bulan... tahun...... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. 

Adapun kekurangannya sebagai berikut : 

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih 

Pemalang, tanggal ............ 

Kepala Bidang Perbendaharaan   (tanda tangan) 

(Nama Lengkap 
NIP 
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- 56 - 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

  
Format 3.12 

    

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D 
Halaman : 

  

No.Urut Tanggal 
Nomor 

SPM 
Uraian 

Jumlah (Rp) 
  

UP/GU/TU LS 
Keterangan 

  

1 3 4 5 6 1, 
  

            Jumlah       

Catatan pengisian : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan SP2D 

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak 

Pemalang, tanggal ..... 

(tanda tangan) 

(Nama Lengkap 
NIP. 

4. Kolom 4 diisi dengan uraian alasan penerbitan surat penolakan penerbitan SP2D 

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM UP/GU/TU yang ditolak penerbitan SP2D 

6. Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D 

7. Kolom 7 diisi dengan penjelasan yang diperlukan 

Kepala Bidang Perbendaharaan
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Format 3.13 
      

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

TN NOMOR Pen en aan anon ma Aas 

No. SPM Sar kerena Kemang anna ena an ADA Naa Dari : BUD / Kuasa BUD 

Tanggal sarden nano ane Naa an ana en NPWP P Ona kana naan an aan an naAn 

SKPD/Unit Kerja Anni terapan avapana aan na adan Tanggal Kanaan san anon a ben an ea 

Tahun/Anggaran atasan mesaaanang 

Bank Pengirim : Bank Jateng Cabang Pemalang 

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ................ uang sebesar Rp.vicoioooconda edan 
(Tebang Sa ma mn en ena sa nda esa aa ) 

Kepada Ka nnn Kanaan ana La nan e Aan Manna kanak 

NPWP Ae en 

No. Rekening Bank Bea an Kas Go Ta Pan pn 

Bank Penerima Iman Sean Katana en ReNen AT Na aa 

Keperluan Untuk Pa anas sana ena nana PAN an Ken bea aae at 

NO REKENING URAIAN JUMLAH 
1 

JUMLAH 

Potongan-Potongan: 

NO REKENING URAIAN JUMLAH 
1 

JUMLAH 

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) 

NO REKENING URAIAN JUMLAH 
      

SP2D yang Dibayarkan 

  

Jumlah yang diminta KR mesen Ula KORG 

Jumlah Potongan PADA ne anne aesA #aa ar sana 

Jumlah yang Dibayarkan KA an as ead Pu aah an Bean 

Uang Sejumlah Gi saka oninen ta ten conan onen ana en ae agd bea son kaga ) 

Lembar 1  : Bank yang Ditunjuk : Pemalang, ..............:» 
Lembar2  : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran KUASA BUD 

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD 

Lembar 4 : Pihak Ketiga") 

  

    SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

  

Printed By SIMDA-NG | 1/1 
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Format 3.14 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REGISTER SP2D 

Halaman : ..... 

Nomor SP2D Jumlah SP2D (Rp) 

  

No. Urut | Tanggal 

Kuasa Bendahara Umum Daerah 

(Tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NP, 

Cara pengisian : 

L, Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TUJLS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diterbitkan 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D 

3, Kolom 3 diisi dengan Nomor SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diterbitkan 
4, Kolom 4 diisi dengan Uraian SP2D diterbitkan 
5, Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SP2D untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diterbitkan
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Format 3.15 

DAFTAR PENGUJI 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

TANGOAL aa 
HALAMAN : 

SP2D JUMLAH 
NO. TGL T NOMOR URAIAN (Rp3) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH 

JUMLAH HALAMAN ........... Ou D aetarantas : 

JUMLAH HARI INI :       

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN 
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Format 3.16 
      

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

  

  

  

  

  

  

  

BIDANG PERBENDAHARAAN 

Tahun Anggaran .... 

BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS 

Halaman 

NAMA UNIT KERJA/ 
NO. BADAN/DINAS/KANTOR PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.) 

1 2 3 4 

TANGGAL : 

JUMLAH TANGGAL... 

JUMLAH S/D TANGGAL ...... 

JUMLAH S/D TANGGAL ..... 

DEPOSITO 

SALDO 

JUMLAH         

Pada hari ini tanggal 

oleh kami didapat dalam KAS : 

( 
MP3 intan anhannai euh tera salig 

Kepala Bidang Perbendaharaan 

DR penak kan Sianak Raba 
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Halaman 

Hah 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

Tahun Anggaran 

BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS 

  

Format 3.16.A 
      

  

NO. URAIAN PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.) 

  

3 7 
  

TANGGAL : 

  

JUMLAH TANGGAL ..... 

JUMLAH S/D TANGGAL ..... 

JUMLAH S/D TANGGAL ...... 

DEPOSITO 

SALDO 

  

  

      JUMLAH         

Saldo tanggal : 

( 
IRPEA enaerera anna na lean 

a.n. Kepala BPKAD 

Kepala Bidang Perbendaharaan 

MN noona
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Format 3.16.B 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

  

  

    
  

  

TAHUN ANGGARAN .... 
BUKU KAS PENGELUARAN 

PER SKPD 

Tanggal : 

UNIT KERJA/ BADAN/ DINAS : 

No. Urut Kode Rekening Uraian Pengnan 
(Rp) 

Jumlah Anggaran : Jumlah Hari Ini 

Jumlah s/d sebelum hari ini 

Jumlah s/d hari ini       

a.m. Kepala Bidang Perbendaharaan 

Kepala Sub Bidang .......... 
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Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 

Pembantu 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 

shm 

Format 3.17 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REGISTER SPP/SPM/SP2D 

SKPD Anis era una anakan ahadekah Wabah PUN an Eat 

Jenis SPP SPM SP2D 

Nomor | yp /GU/TU URAIAN | Jumlah Ket 

Tanggal Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ine uen tekanan 2 KAERAN ah era 
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Laik 

Cara Pengisian : 

1). 

2). 

3). 

4). 

5). 

6). 

7 

8). 

0). 

10). 

11). 

12). 

Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS 

Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 

Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yang diajukan 

Kolom 5 disi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP 

pada kolom sebelumnya 

Kolom 6 diisi dengan nomor SPM yang diterbitkan 

Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan 

penerbitan SPM pada kolom sebelumnya 

Kolom 8 diisi dengan nomor SP2D yang diterbitkan 

Kolom 9 diisi dengan uraian pengajuan 

Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 

Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan 

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran 

disertai nama jelas
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Format 3.18 
      

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 
SPP-| jenis spp J 

  

Surat Pengantar SPP- fjenis spp) 
  

Ringkasan SPP- fjenis spp) 
  

Rincian SPP- fjenis spp) 
  

Salinan SPD 
  

Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait 
  

ma
 
P
a
 

SSSP disertai faktur pajakalinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait 
  

Surat perjanjian kerjasama kontrak 
  

Berita acara penyelesaian pekerjaan 
  

Berita acara serah terima barang/jasa 
  

Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetuji pengguna anggaran 
  

ng
 
P
a
 
M
a
 
K
n
 
G
g
 
S
a
 

M
i
 

e
a
 
I
a
 

ma
 

ag
 
M
a
 

To
 

Surat jaminan bank atau yang dipersamakan 
  

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
penerusan pinjaman/ hibah luar negeri 
  

Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut 
daftar barang yang diperiksa 
  

Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja 
  

Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan 
  

Foto / Buku / Dokumentasi tingkat kemajuan atau penyelesaian pekerjaan 
  

Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) . Berita acara 
prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran 
      Lampiran Lainnya 
  

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

Tanggal : (tanggal kelengkapan J 

Nama: (namappk) 

NIP : Inip ppk J 

Tanda 
Tangan See 
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IV. SISTEM DAN PROSEDUR GANTI UANG PERSEDIAAN 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Sistem dan Prosedur Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) adalah 

dalam rangka mengisi kembali uang persediaan di Bendahara 

Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK- 

SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP. 

Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan 

oleh Bendahara Pengeluaran. 

SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50Yo 

(lima puluh persen) dari pelimpahan UP bendahara pengeluaran, 

kecuali pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, SPP-GU dapat 

diajukan apabila SPJ sudah memenuhi 3556 (tiga puluh lima persen) 

dari pelimpahan UP bendahara pengeluaran. 

Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang 

disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan: 

a. LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang 

lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait. 

b. Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP GU 

Sistem ini terdiri dari : 

a. Sub Sistem Penerbitan SPP-GU 

b. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU 

c. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

d. Sub Sistem Pencairan SP2D 

Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem : 

  

  

Sub Sistem Sub Sistem Sub Sistem Sub Sistem 

Penerbitan w Penerbitan »| Penerbitan »| Pencairan 

SPP-GU SPM-GU SP2D SP2D 

    

                

B. PIHAK TERKAIT 

SKPD € 

  
a. 

b. 

& 

d. 

. PPKD/BPKAD 

a, 

Pengguna Anggaran 

Bendahara Pengeluaran 

PPK-SKPD 

PPTK 

Bidang Perbendaharaan 

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

3. PT. Bank Jateng
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C. ALUR PROSEDUR 

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-GU 

As Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah mencapai jumlah 

tertentu. Bendahara Pengeluaran melakukan Input Data SPP-GU 

melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mencetak dan 

menandatangani SPP-GU serta melengkapi lampiran-lampiran 

yang diperlukan sebagai berikut: 

1) Surat pengantar SPP-GU, 

2) Ringkasan SPP-GU, 

3) Rincian Penggunaan Dana GU, 

4) Nomor rekening koran Bendahara Pengeluaran, 

5) bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen 

perpajakan terkait, 

6) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang telah 

disahkan. 

Bendahara Pengeluaran ke atapalkaik SPP-GU yang telah 

ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK-SKPD. 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU 

&. PPK-SKPD menerima SPP-GU berserta lampirannya diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam register 

Perkalian SPP. 

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU. 

PPK-SKPD menverifikasi Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran 

SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja. 

PPK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI” pada Bukti yang 

telah diverifikasi. 

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP- 

GU untuk dilengkapi dan diperbaiki,. 

PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

register Penolakan Penerbitan SPM.
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g. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

melakukan Input Data SPM-GU melalui Aplikasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-GU. 

h. PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-GU, Surat Pernyataan 

verifikasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Ganti Uang 

Persediaan kepada Pengguna Anggaran. 

i. Pengguna Anggaran menandatangani SPM-GU dan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak serta menyerahkan kembali 

kepada PPK-SKPD. 

j. Pengguna Anggaran bertanggung jawab mutlak atas semua 

dampak yang ditimbulkan dari penandatanganan SPM dan tidak 

menyertakan BUD/Kuasa BUD untuk turut bertanggung jawab, 

k. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-GU yang diterima ke dalam 

Register Penerbitan SPM, 

1. PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta 

kelengkapan dokumen : 

— Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, 

-— Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan 

dokumen, 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan menerima SPM-GU yang diajukan oleh 

Pengguna Anggaran, 

b. Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-GU. 

1) Apabila berkas tidak lengkap, dokumen SPM-GU dikembalikan 

kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi serta mencatat 

dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D. 

2) Apabila berkas lengkap, dilakukan Input Data SP2D-GU 

melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diterbitkan 

SP2D-GU rangkap 5 (lima) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak 

berkas diterima. 

3) SP2D yang telah diterbitkan dicatat dalam register SP2D. 

c. Pendistribusian SP2D yang telah terbit : 

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga, 

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan, 

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng, 

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

t  
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4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan BPKAD melaksanakan pengujian SP2D 

yang akan dicairkan berdasar daftar penguji yang telah diterbitkan. 

b. Berdasarkan SP2D dan daftar penguji yang diterima dari Bidang 

Perbendaharaan BPKAD, PT. Bank Jateng mentransfer dana dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara yang 

tercantum dalam SP2D. 

c. Bidang Perbendaharaan BPKAD mencatat SP2D ke dalam Buku 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16). 

d. Bidang Perbendaharaan BPKAD mengirimkan Format 3.16 dan 

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD. 
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D. BAGAN ALIR PROSEDUR 

SE 

  

  

BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) (1) 
  

  

  

    
  

    

    

    

  

SP2D, SPM- 

GU & SPP-GU 

  

Dari Bank 
  

  

    

Kembalik 

an ke BP 

« 
Register 
Penolakan 

Penerbitan 

      

  

       

  

   

  

  

  

      

  

      

    
  

    

  

    

Draft 

SPM-GU 
   

  

   

  

      

  

Melengkapi 

| Dikembalikan PPKD 

6 

Dari PPKD 
  

|   3 

  SP2D, SPM-GU 

& SPP-GU   — 5.   

  

/ Register SPM 

    
  

  

  

  

  

  

SKPD 

BENDAHARA PENGGUNA 

PENGELUARAN PPR-SKED ANGGARAN 

Ke PPKD 
Bukti-bukti 

pengeluaran Last H3 

SPTB masa 
| Ah 

j Arsip 3 
G SPTB 

Susun SPP-GU 1 3 
Draft SPTB 2 

SPM-GU & |& 
SPP-GU 1 

ae AA SPM-GU 
v 

Lampiran Tn 

K Otorisasi 
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ga 

E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

23
 a
r
o
 
M
a
 

GG
 SPTB GU/TU (Format 4.1) 

Surat Pengantar SPP-GU (Format 4.2) 

Ringkasan SPP-GU (Format 4.3) 

Rincian Rencana Penggunaan GU (Format 4.4) 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-GU 

(Format 4.5) 

Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara 

Pengeluaran (Format 4.6) 

Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-GU 

(Format 4.7) 

Formulir terkait lainnya 

1 

2 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

9 

10. 

11, 

ka 

13. 

14. 

Register Penerimaan SPP (Format 3.3) 

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5) 

Surat Perintah Membayar (Format 3.7) 

Register SPM SKPD (Format 3.8) 

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9) 

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12) 

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13) 

Register SP2D (Format 3.14) 

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15) 

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16) 

Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17) 

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18) 

 



jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id 

Yang bertandatangan di bawah ini (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)” SKPD 

Kode SKPD 

Nama SKPD 

TENGGA NONOPA aah tenunan Pen Taka 

Nama Program 

AT oa 

  

  

  
Format 4.1 

    

  

  
SPTB — GU/TU 
  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
Nomor : 2 (1) 

(6) menyatakan bahwa saya 

bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh (Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu)" kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhituangan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan 

perincian sebagai berikut: 

  

No Kode Rekening Uraian Penerima 
Bukti 
  

Tanggal Nomor 

Jumlah 

Pajak yang dipungut Bendahara 

Pengeluaran 
  

PPN PPh 
  

h 
  

(? 

  

9 

Belanja Pegawai 

objek belanja Pegawai 

rincian belanja Pegawai 

bukti transaksi ............. 

bukti transaksi ............. 

rincian belanja Pegawai 

bukti transaksi ............. 

bukti transaksi ............. 

dst     

(10) 

  

(1) (12) 

  

(19) (14) (19) 

    Jumlah         
  

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)” 

untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Nama......... (18) 

NP ... (19) ... 

Catatan : 

(Pengguna Anggaran! 

Kuasa Pengguna Anggaran)" 

" coret yang tidak perlu 

(Bendahara Pengeluaran! 

Bendahara Pengeluaran Pembantu)" 

Nama.......... (16) 

NP... (17... 
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PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM GU 

(1) Diisi dengan nomor urut SPTB 

(2) Diisi dengan kode SKPD yang bersangkutan 

(3) Diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan 

(4) Diisi dengan tanggal dan Nomor DPA 

(5) Diisi dengan Nama Program yang Dilaksanakan 

(6) Diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan 

(7) Diisi dengan nomor urut 

(8) Diisi dengan Kode Rekening 

(9) Diisi uraian pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontrak/SPK, berita acara yang diperlukan/ 

dipersyaratkan 

(10) Diisi dengan nama penerima uang/rekanan 

(11) Diisi dengan tanggal bukti/kuitansi 

(12) Diisi dengan nomor bukti/kuitansi 

(13) Diisi dengan Nilai pada kuitansi (bruto) 

(14) Diisi dengan jumlah rupiah PPN yang dikenakan 

(15) Diisi dengan jumlah rupiah PPh yang dikenakan 

(16) Diisi nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(17) Diisi NIP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(18) Diisi nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(19) Diisi NIP Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
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Format 4.2 

SPP GU 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG 

(SPP-GU) 

Nomor aa an ee nan 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth. 
Pengguna Anggaran 

Se asas 
Di Tempat 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ............. Tahun 

samba ena Be tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut : 

Urusan Pemerintahan Maan aa 
SKPD TH Bak Bek Ran 
TahunAnggaran Sen aeta ta 
DasarPengeluaran SPD Nomor PA Dan aan nana an naa 

Jumlah SPD So. MK bal Pena 
(terbilang ' Bosan ln an ) 

Nama Bendahara Pengeluaran an net na 
Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp... 

(terbang 1 nm nunta apn ) 
h. Nama dan Nomor Rekerung Bank. "0 iko ooorroreneni 

0 
RO
 

Op
 

Y
a
 

......c.. 9) socococoococococoaKu 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-UP 
1. Nomor diisi dengan nomor SPP, 
2. SKPD diisi dengan nama SKPD, 
3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD 

pada tahun anggaran yang bersangkutan, 
Urusan Pemerintah diisi dengan kode dan nama urusan pemerintah, 

SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD: 
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan, 
Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP: 
Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang telah diterbitkan. Pengisian disertai dengan 
jumlah terbilang dari dana SPD tersebut: 

Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang 
menerbitkan SPP: 

10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat 
penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk 
dicairkan tersebut, 

11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank 

bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana 
yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP: 

12. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP: 
13. Dibawah tandatangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran 

dan dibawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 

O
A
 

o



jdih.pemalangkab.go.id

  

  

Format 4.3 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 

  

-&
 Nama SKPD/Unit Kerja 

Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran 

Nama Bendahara Pengeluaran 

NPWP Bendahara Pengeluaran 

Nama Bank Penerima 

Nomor Rekening Bank 

A
D
 
K
A
»
 

N 

Untuk Keperluan 

8. Dasar Pengeluaran 
  

  

No Uraian 
  

| SPD 
  

Tanggal : | Nomor : (Rp. 
  

Il ISP2D 
    Tanggal : | Nomor : (Re. 
  

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
  

kemalang Tana, 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 

Salinan 1: Untuk Kuasa BUD 

Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran 

Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 
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Format 4.4 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) 

Nomor en ata benua arena en agan 

Tahun Anggaran : ...... 
  

RINCIAN RENCANA PENGGUNA 

  

  

  

        

  

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH 

KODE P NAMA 

1 

TOTAL RD sa becaner tarian 

TEMbilANG G0. .oei- den s0an is asensanta ea nenen ena Lena tua 

Mengetahui/Menyetujui: Pemalang, aci sen ane enewane 

Pengguna Anggaran BENDAHARA PENGELUARAN 

NAMA NAMA 

NIP ta an BNN ain en Gn an 

  

  

 



jdih.pemalangkab.go.id
  

  

  

Format 4.5 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD 0 0000005005005050500000001000000000000.0.5.0..0.0....cocowuonununa 

  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN SPM GU   

Nomor 3 Mein na ana nan NA KOTA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama endek an ana Tana nan MAGNA 

Jabatan On ia MAN on 

Selaku : Pengguna Anggaran pada.................. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Perintah membayar Ganti Uang Persediaan sebagaimana tercantum 

pada SPMAGU Notogt SL..o.(Woo door kuku TPMNNGAN senin ain dalan telah 

diteliti dan dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan 

atas pembayaran SPM tersebut, kami bertanggungjawab mutlak dan 

bersedia menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

Bermula: “en atannan 
Pengguna Anggaran 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 

NIP 
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Format 4.6 
  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN 

SKPD 
Tahun Anggaran 

KODE REKENING 

Menyetujui 

Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

Nama Jelas 

NIP 

Cara Pengisian : 

  

BENDAHARA PENGELUARAN 

TOTAL 
Uang Persediaan Awal Periode 

Uang Persediaan Akhir Periode 

Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) 

(nama jelas) 

NIP. 

1) Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode 

rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek. 

2) Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai 

dengan rincian obyek. 

3) Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening 

setiap rincian obyek belanja. 

4) Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan Bendahara disertai nama 

jelas.
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Format 4.7 

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM GU 

PMA Hd merana an na 

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM GU 

No Dokumen Ada dan Absah 

IE: 38PP DU Oo Ya Oo Tidak 

». Surat Pengesahan Laporan Au net 
Pertanggungjawaban 

Bukti-bukti transaksi belanja yang lengkap 

3. I|dan sah termasuk dokumen perpajakan Oo Ya Oo Tidak 

terkait 

4. |ID billing pajak Oo Ya Oo Tidak 

5. | Soft Copy laporan pajak bulan sebelumnya Oo Ya Oo Tidak 

6. | STS pengembalian belanja (kontra pos GU) Oo Ya Oo Tidak             

| 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP
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V. SISTEM DAN PROSEDUR TAMBAH UANG PERSEDIAAN 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Sistem dan Prosedur Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU) 

adalah sistem dan prosedur dalam rangka permintaan tambahan 

uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang dalam 

jangka waktu satu bulan yang tidak bisa dicukupi dengan UP. 

2. PA mengajukan nota dinas permohonan TU kepada PPKD. 

3. Jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan PPKD. 

4. Dalam memberikan persetujuan, PPKD memperhatikan: 

a. Rincian rencana penggunaan dana yang disampaikan oleh 

PA/KPA 

b. Rencana jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan 

5. Sistem dan Prosedur Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU) 

terdiri dari : 

Sub Sistem Penerbitan SPP-TU 

Sub Sistem Penerbitan SPM-TU 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

-a 

Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem : 

  

  
    

Sub Sistem Sub Sistem Sub Sistem Sub Sistem 

Penerbitan »w Penerbitan Penerbitan » Pencairan 

SPP-TU SPM-TU SP2D SP2D             
  

B. PIHAK TERKAIT 

1. SKPD 

a. Pengguna Anggaran 

b. Kuasa Pengguna Anggaran 

c. Bendahara Pengeluaran 

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

e. PPK-SKPD 

Li TTA 

2. PPKD/BPKAD 

a. Bidang Perbendaharaan 

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

3. PT. Bank Jateng 
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C. ALUR PROSEDUR 

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-TU 

a. Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak atau 

kegiatan sesuai jadwal harus segera dilaksanakan yang dikelola 

oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan 

untuk kegiatan yang lain, maupun dalam rangka pengisian uang 

Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang, 

maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melakukan Input Data SPP-TU melalui Aplikasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah, mencetak dan menandatangani SPP-TU serta 

melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut : 

1) Surat pengantar SPP-TU, 

2) Ringkasan SPP-TU, 

3) Rincian rencana penggunaan TU, 

4) Nomor rekening Bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu pada Bank Umum Pemerintah, 

5) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian 

tambahan uang persediaan, 

6) Lampiran Lain yang diperlukan. 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyampaikan SPP-TU .yang telah ditandatangani beserta 

lampirannya kepada PPK-SKPD. 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-TU 

ai PPK-SKPD meneliti dan. menverifikasi SPP-TU beserta 

kelengkapannya, dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP. 

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP- 

TU untuk dilengkapi dan diperbaiki. 

PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

register Penolakan Penerbitan SPM. 

Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

melakukan Input Data SPM-TU melalui Aplikasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-TU.
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e. PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-TU dan Surat Pernyataan 

yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan 

untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan kepada 

Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

ditandatangani. 

f. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani 

SPM-TU dan Surat Pernyataan serta menyerahkan kembali kepada 

PPK-SKPD. 

g. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-TU yang diterima ke dalam 

Register Penerbitan SPM, 

h. PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta 

kelengkapan dokumen : 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM-TU, 

Rincian rencana penggunaan TU, 

Rencana jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan 

Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan 

dokumen. 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan menerima SPM-TU yang diajukan oleh 

Pejabat Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran, 

b. Bidang Perbendaharaan men kelengkapan dokumen SPM-TU. 

a. Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-TU 

dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi 

serta mencatat dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D. 

b. Apabila dianggap lengkap maka dilakukan Input Data SP2D-TU 

melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diterbitkan 

SP2D-TU rangkap 5 (lima) dan mencatat dalam Register SP2D. 

c. Pendistribusian SP2D yang telah terbit : 

1) Lembar 1 untuk SKPD/ Pihak Ketiga, 

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan, 

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng, 

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.
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» Bai 

4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan BPKAD melaksanakan pengujian SP2D 

yang akan dicairkan berdasar daftar penguji yang telah diterbitkan. 

b. PT. Bank Jateng berdasarkan SP2D dan daftar penguji yang 

diterima dari BPKAD , mentransfer dana dari Rekening Kas Umum 

Daerah ke Rekening Bendahara yang tercantum dalam SP2D. 

c. Bidang Perbendaharaan BPKAD mencatat SP2D ke dalam Buku 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16). 

d. Bidang Perbendaharaan BPKAD mengirimkan Format 3.16 dan 

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD.
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D. BAGAN ALIR PROSEDUR 

85 - 

  

BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) 
  

  

  

  

  

      
    

    
  

Melengkapi 

| 

  

  

Lampiran 
  

    
Kembalikan 

ke BP 

    SPP-TU e 
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SP2D, SPM- 

TU, SPP-TU 

    

  

  

Dari Bank   

Selesai H
i
   

     

  

          

   

  

       
  

    

  

  

  

  

  

      

  N 

: Register SPM 

  

Register 

Penolakan 

Penerbitan 

Tg 
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6 
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Dikembalikan PPKD 

  

3 

SP2D, SPM-       TU, SPP-TU 

Dari PPKD 

    be ken 
-   
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Susun 
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Draft Otorisasi 
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Susun 
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

Ii 

2 

3. 

4 

Surat Pengantar SPP-TU (Format 5.1) 

Ringkasan SPP-TU (Format 5.2) 

Rincian Rencana Penggunaan TU (Format 5.3) 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPM-TU 

(Format 5.4) 

Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-TU 

(Format 5.5) 

Formulir terkait lainnya 

3 

3 
u
n
 

Sa
 

2
g
 

oo
 
H
n
 nia

 

ti 

12. 

13. 

14. 

15. 

Register Penerimaan SPP (Format 3.3) 

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5) 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM- 

UP/GU/TU/LS (Format 3.6) 

Surat Perintah Membayar (Format 3.7) 

Register SPM. SKPD (Format 3.8) 

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9) 

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12) 

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13) 

Register SP2D (Format 3.14) 

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15) 

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16) 

Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17) 

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18) 
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Format 5.1 
      

SPP TU 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG 

(SPP-TU) 

Nomor san APA ta aan 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth. 
Pengguna Anggaran 

SAR at eni 

Di Tempat 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor ............. Tahun en 

tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran Tambah Uang Persediaan sebagai berikut : 

Urusan Pemerintahan 5 "cek ud ana eiaaag ea bka 
SKPD LI aan kana nana bang 
TahunAnggaran Lan mam en Mena 
DasarPengeluaran SPD Nomor 5d Sek bekas kaan ea ba 
Jumlah SPD Ez MBEi noken an akan 0 

p
o
p
 

Ha
 Nama Bendahara Pengeluaran Esa naa 

Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. ga 

h. Nama dan Nomor Rekening Bank” 4 “erooiserbonreoonebenennn 

sc... y "oo... 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-UP 
1. Nomor diisi dengan nomor SPP, 

2. SKPD diisi dengan nama SKPD, 

3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran 
APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan, 

Urusan Pemerintah diisi dengan kode dan nama urusan pemerintah, 

SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD, 
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan, 
Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP, 
Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang telah diterbitkan. Pengisian disertai 
dengan jumlah terbilang dari dana SPD tersebut, 
Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang 

menerbitkan SPP, 

10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan 
lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang 

diminta untuk dicairkan tersebut, 

11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening 
bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk 
pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP, 

12. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP, 
13. Dibawah tandatangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara 

pengeluaran dan dibawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 

Pe 
M
N
 

9 
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Format 5.2 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) 

  

1. Nama SKPD/Unit Kerja 

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan 

  

Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran SAN aa Dena Da kaa Ma hate e Na Pan AO ana NAN aa nan 

. Nama PPTK Na Maan ab ei kad Rahe e Mera Kane an ant 

Nama Bendahara Pengeluaran Na bean aan Pin saint Kawan AK ARAN AE Ge aan 

NPWP Bendahara Pengeluaran Ke aa el Kere Na aa See canada maan Cha UN Daan Ka eU 

Nama Bank Penerima SA maa Re Kena aU Ren Ka Un SNN As SNaN Ue PN TAA MDS ae 

Nomor Rekening Bank Pan Nae er anna Nan Mera daan a NE NA Kn sratan gara 

aa
 
On
a 

a
n
 
On
 

r
a
 

3 

Untuk Keperluan 

  

10.Dasar Pengeluaran An Pn Na IA AA 
  

(“TOMDNANG “Ie onaworenasas naban aan ana nasanan 4 

  

No Uraian 
  

| SPD 
  

Tanggal : | Nomor : (Rp. 
  

Il |SP2D 
    Tanggal : | Nomor : (Rp. 
  

Pada SPP ini ditetapkan Iampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
  

  
Pemalang, ons 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 

Salinan 1: Untuk Kuasa BUD 

Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 

Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 
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Format 5.3 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) 
Nomor aan anan menaange ia AAN 

Tahun Anggaran : ...... 
  

RINCIAN RENCANA PENGGUNA 

  

  

            

  

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH 

KODE NAMA 
1 

TOTAB ARP ea 

TOrbilAAg ae erie naa nan SN uan 

Mengetahui/Menyetujui: Pemalang anon an ita 

Pengguna Anggaran BENDAHARA PENGELUARAN 

NAMA NAMA 

NPL Setan an ata AN Pe ee na 
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Format 5.4 
    
  

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD c.cc.ococococueoconononon0a.ooouuuuuKuuouanan 

  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN SPM TU 

NOmOt Pn a BA aan yah 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Na aa Pe ae ek anne 

Jabatan G4 ba aergnaeriaatn Kiki mna aenni Kenana 

Selaku : Pengguna Anggaran pada ................. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Perintah membayar Tambah “Uang Persediaan sebagaimana 

tercantum pada SPM-TU NomOFf io. TEA rerata 

telah diteliti dan dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan 

atas pembayaran SPM tersebut, kami bertanggungjawab mutlak dan 

bersedia menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

Peridilang, saban 

Pengguna Anggaran 

DAA Dn kata 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 

NIP
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Format 5.5.A 

    

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU 

  

  

  

  

  

  

  

Nomor : 

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU 

No Dokumen Ada dan Absah 

1. 4SPP Oo Ya Oo Tidak 

2. | Daftar Rincian Rencana Belanja TU Oo Ya Oo Tidak 

3. | Nota Dinas Oo Ya Oo Tidak 

4. | Rencana jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan oYa Oo Tidak 

5 ea koran ditandatangani Pengguna Ha “nda         
  

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP 
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Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen 
Pengajuan SPM TU Pihak Ketiga Lainnya — Belanja Tidak Terduga 

Nomor : 

  

    
Format 5.5.B 
  

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU PIHAK KETIGA LAINNYA 

  

  

  

  

  

  

  

          

BELANJA TIDAK TERDUGA 

No Dokumen Ada dan Absah 

Ll. . ISPPTU Oo Ya Oo Tidak 

SK Bupati tentang Penunjukkan SKPD yang 

». Menangani Fungsi Penanggulangan Bencana/ - Ya 5 Tidak 

Penanganan Tanggap Darurat/ Kejadian Luar 

Biasa il hia 

3. RKB tanggap darurat bencana dan/atau AT D 'Ndsk 

kejadian luar biasa 

SK Bupati tentang Penetapan Tanggap 1 

gi Darurat/Kejadian Luar Biasa Tn 2 in yet 

Surat rekomendasi pencairan Belanja Tidak : 
5. 1 : 

Terduga dari Kepala SKPD yang menangani aa kb 

t & Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 2 - Tidak 

Kepala SKPD yang menangani 
  

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP 
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VI. SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENGESAHAN PENGGUNAAN 

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

A. KETENTUAN UMUM 

1 Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan Tambahan 

Uang Persediaan (TU) adalah sistem dan prosedur dalam rangka 

mengesahkan penggunaan tambahan uang persediaan yang harus 

dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak tambahan uang 

persediaan diterima. 

Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa TU 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana 

penggunaan dana. 

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: 

a. Kegiatan yang jadwal pelaksanaannya lebih dari satu bulan, 

dan/atau 

b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/ KPA 

Pengecualian batas waktu penyetoran sisa TU, dilaksanakan dengan 

pengajuan nota dinas dari PA/KPA yang disetujui PPKD. 

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan Tambahan 

Uang Persediaan (TU) terdiri dari : 

a. Sub Sistem Penerbitan SPP-TU Nihil 

b. Sub Sistem Penerbitan SPM-TU Nihil 

c. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

Bagan Arus Hubungan antar Sub Sistem : 
  

  

  

Sub Sistem Sub Sistem Sub Sistem 

Penerbitan |— Penerbitan » Penerbitan 

SPP-TU SPM-TU SP2D 

Nihil Nihil 

  

            

B. PIHAK TERKAIT 

L, SKPD 

a. Pengguna Anggaran 

b. Kuasa Pengguna Anggaran 

c. Bendahara Pengeluaran 

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

e. PPK-SKPD 

IL PPTK
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2. PPKD/BPKAD 

a. Bidang Perbendaharaan 

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

C. ALUR PROSEDUR 

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-TU Nihil 

a. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang didanai dari 

tambahan uang persediaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu melakukan Input Data SPP-TU Nihil 

melalui Menu Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mencetak, 

dan menandatangani SPP-TU Nihil dan Surat Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja (SPTB) serta melengkapi lampiran- 

lampiran yang diperlukan sebagai berikut : 

1) Surat pengantar SPP-TU Nihil, 

2) Ringkasan SPP-TU Nihil, 

3) Rincian penggunaan SPP-TU Nihil, 

4) Bukti yang lengkap dan sah, 

5) Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan 

yang telah disahkan dilampiri Bukti transaksi yang sah dan 

lengkap, 

6) Bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan. 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyampaikan SPP-TU Nihil dan SPTB yang telah ditandatangani 

beserta lampirannya kepada PPK-SKPD. 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-TU Nihil 

a. PPK-SKPD menerima SPP-TU Nihil berserta lampirannya diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP. 

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU Nihil, 

PPK-SKPD menverifikasi Bukti pengeluran yang menjadi lampiran 

SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja. 

PPK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI” pada Bukti yang 

telah diverifikasi. 

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK- 

SKPD menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan 

menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu beserta dokumen pengajuan SPP-TU Nihil 

untuk dilengkapi dan diperbaiki.
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PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

register Penolakan Penerbitan SPM. 

Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

melakukan Input Data SPM-TU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-Nihil. 

PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-TU Nihil dan SPTB kepada 

Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

ditandatangani. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani 

SPM-TU Nihil dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK- 

SKPD. 

PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-TU Nihil yang diterima ke 

dalam Register Penerbitan SPM, 

PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan 

beserta kelengkapan dokumen : 

— Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, 

— Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan 

dokumen, 

— Fotocopy SP2D TU, 

— Bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan. 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D ' 

2. 

b. 

Bidang Perbendaharaan menerima SPM-TU Nihil yang diajukan 

oleh Pejabat Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran, 

Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-TU 

Nihil. 

1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-TU Nihil 

dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi 

serta mencatat dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D. 

2) Apabila dianggap lengkap maka dilakukan Input Data SP2D- 

TU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

diterbitkan SP2D-TU Nihil rangkap 5 (lima) dan mencatat 

dalam Register SP2D. 

Pendistribusian SP2D yang telah terbit : 

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga, 

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan, 

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng, 

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. 

d. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah menerima SP2D-TU Nihil dan 

melakukan pencatatan.
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D. BAGAN ALIR PROSEDUR 

  

BAGAN ALIR PROSEDUR PENGESAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN UANG 
PERSEDIAAN (TU-NIHIL) (1) 
  

SKPD 
  

BENDAHARA 

PENGELUARAN 
PPK-SKPD 

PENGGUNA 
ANGGARAN 

  

  

Bukti-bukti 

pengeluaran 

| 
Susun SPP-TU 

Nihil 

    
  

      

   

    

  

' SPP-TU Nihil 

gkapi 

Bukti-bukti 
  

   

Lampiran 

SPTB   

    

  
FA 

   
   

    

   
   

1 

SPM-TU & SPP-TU 
(Nihil) 

    

     
1 

SPM-TU Nihil 

| 
  

         

  

Draft 
SPM-TU Nihil    
  

Susun Draft 
H- SPM-TU Nihil 

      

  

  

  

3 

SP2D, SPM- 

  

(Nihil) 

Mu “aa Sg 

      
Tidak 

r 
Kembalikan 

sei Register SPM 

Register 

Penolakan Melengkapi 
Penerbitan 
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

1: Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan 

Bendahara Pengeluaran (Format 6.1) 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan 

SPM-TU Nihil (Format 6.2) 

. Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-TU Nihil 

(Format 6.3) 

Formulir terkait lainnya 

Be
 

Le
 
P
n
g
 
O
S
 

B
D
 
D
n
 

nh 
hn 

hn 
S
a
 

O
N
 

M
n
 

Aa 
2
0
5
 
S
O
P
 
A
N
 

Register Penerimaan SPP (Format 3.3) 

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5) 

Surat Perintah Membayar (Format 3.7) 

Register SPM SKPD (Format 3.8) 

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9) 

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12) 

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13) 

. Register SP2D (Format 3.14) 

. Daftar Penguji SP2D (Format 3.15) 

. Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17) 

. Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18) 

. SPTB GU/TU (Format 4.1) 

. Surat Pengantar SPP-TU (Format 5.1) 

. Ringkasan SPP-TU (Format 5.2) 

. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-TU 

(Format 5.4) -. 

 



jdih.pemalangkab.go.id

  

Format 6.1 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

BENDAHARA PENGELUARAN 

SKPD 
Tahun Anggaran 

Program 

Kegiatan 
Tanggal SP2D TU 

KODE REKENING Uraian 

TOTAL 
Tambahan Uang Persediaan 

Sisa Tambahan Uang Persediaan" 

  

Menyetujui Ie La In KI Mona Tanggal et 

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

Nama Jelas (nama jelas) 

NIP NIP. 

Cara Pengisian : 

1) Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU 

2) Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan 

TU. 

3) Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU. 

4) Kolom kode rekeing diisi dengan kode rekening belanja. 

5) Kolom uraian diisi dengan nama uraian kode rekening belanja. 

6) Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening 

setiap rincian obyek belanja. 

7) Jumlah adalah total belanja dengan uang TU. 

8) Tambahan Uang Persediaan diisi dengan jumlah Tambahan Uang 

Persediaan yang diberikan. 

9) Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan 

dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa 

dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah. 
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Format 6.1.A 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJA WABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

SKPD 
Tahun Anggaran 
Program 

Kegiatan 
Tanggal SP2D TU 

KODE REKENING Uraian Jumlah 

TOTAL 
Tambahan Uang Persediaan 

Sisa Tambahan Uang Persediaan” 

  

Memet is it an SN mao an Panggah ina 

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

Nama Jelas (nama jelas) 

NIP NIP.
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Cara Pengisian : 

1) Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan 

TU 

2) Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan 

TG. 

3) Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU. 

4) Kolom kode rekeing diisi dengan kode rekening belanja. 

5) Kolom uraian diisi dengan nama uraian kode rekening belanja. 

6) Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening 

setiap rincian obyek belanja. 

7) Jumlah adalah total belanja dengan uang TU. 

8) Tambahan Uang Persediaan diisi dengan jumlah Tambahan Uang 

Persediaan yang diberikan. 

9) Sisa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan 

dikurang jumlah total belanja. Apabila hasilnya positif maka ada sisa 

dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah
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Format 6.2 
      

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SKPD 0...ococococecosceon0ovv LL... X&....oooonnnn 

  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN SPM TU NIHIL 

NOmor ee aa un nana 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Pi bt akn am Frenvener can sann ane makes 

Jabatan Ls tenk nan eU ak enan mer ri Oeba RON Sa 

Selaku : Pengguna Anggaran pada ..........i...... 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Perintah membayar Tambah Uang Nihil sebagaimana tercantum pada 

SPM TU Niki Nama kn an TEMBMAN ar 2 eemeentana telah 

diteliti dan dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas 

pembayaran SPM tersebut, kami bertanggungjawab mutlak dan 

bersedia menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

Pemalatig, Hoo oma 

Pengguna Anggaran 

SKI panu abanann 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 

NIP
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Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 

. Kok h 

Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU Nihil 

  

  
Format 6.3 

    

  

  

  

  

  

  

  

Nomor : 

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU NIHIL 

No Dokumen Ada dan Absah 

1, - SPP TU Nihil Oo Ya Oo Tidak 

». Surat Pengesahan Laporan 5 Ya 5 Tidak 
Pertanggungjawaban 

Bukti-bukti transaksi belanja yang lengkap 
3. | dan sah termasuk dokumen perpajakan Oo Ya Oo Tidak 

terkait 

4. | Bukti bayar pajak Oo Ya Oo Tidak 

5. | STS pengembalian sisa TU Oo Ya Oo Tidak           

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP 

seococosesssnssesusssessssasuKasean 
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VII. SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENGESAHAN PENGGUNAAN 

UANG PERSEDIAAN 

A. KETENTUAN UMUM 

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Penggunaan Ganti Uang 

Persediaan (GU) adalah sistem dam prosedur dalam rangka 

mengesahkan penggunaan ganti uang persediaan pada akhir tahun 

anggaran. Sistem ini terdiri dari : 

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-GU Nihil 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU Nihil 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem : 

  

  

Sub Sistem Sub Sistem Sub Sistem 

Penerbitan |» Penerbitan »| Penerbitan 

SPP-GU SPM-GU SP2D 

Nihil Nihil 

  

          
  

B. PIHAK TERKAIT 

1. SKPD 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

ce. 

Pengguna Anggaran 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran Pembantu 

PPK-SKPD 

2. PPKD/BPKAD 

a. 

b. 

Bidang Perbendaharaan 

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

C. ALUR PROSEDUR 

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-GU Nihil 

a. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 

Input Data SPP-GU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah, mencetak, dan menandatangani SPP-GU Nihil dan Surat 

Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) serta melengkapi 

lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut:
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1) Surat pengantar SPP-GU Nihil, 

2) Ringkasan SPP-GU Nihil, 

3) Bukti-bukti yang lengkap dan sah, 

4) Rekening Koran Bendahara Bulan Desember tahun berkenaan, 

5) Bukti Setor (STS) Sisa Uang Persediaan, 

6) Fotocopy SP2D UP tahun berkenaan, 

7) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang telah 

disahkan. 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyampaikan SPP-GU dan SPTB yang telah ditandatangani 

beserta lampirannya kepada PPK-SKPD. 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU Nihil 

a. PPK-SKPD menerima SPP-GU Nihil berserta lampirannya diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP. 

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU Nihil. 

PPK-SKPD menguji saldo Rekening Koran Bendahara per 31 

Desember dengan Bukti Setor (STS) Sisa Uang Persediaan, apabila 

terdapat sisa uang persediaan yang belum disetor maka PPK-SKPD 

memerintah bendahara segera menyetorkan ke Rekening Kas 

Umum Daerah 

PPK-SKPD menverifikasi Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran 

SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja. 

PPK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI” pada Bukti yang 

telah diverifikasi. 

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP- 

GU Nihil untuk dilengkapi dan diperbaiki. 

PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

register Penolakan Penerbitan SPM. 

Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 : 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

melakukan Input Data SPM-GU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-Nihil.
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i. PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-GU Nihil dan SPTB kepada 

Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

ditandatangani. 

j. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani 

SPM-GU dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK-SKPD. 

k. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-GU Nihil yang diterima ke 

dalam Register Penerbitan SPM, 

l. PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta 

kelengkapan dokumen : 

-— Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, 

-— Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan 

dokumen, 

— Fotocopy SP2D UP tahun berkenaan, 

— Bukti Setor (STS) Sisa Uang Persediaan, 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan menerima SPM-GU Nihil yang diajukan 

oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

b. Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-GU 

Nihil. 

1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-GU Nihil 

dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi 

serta mencatat dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D. 

2) Apabila dianggap lengkap-maka dilakukan Input Data SP2D- 

GU Nihil melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

diterbitkan SP2D-GU Nihil rangkap 5 (lima) dan mencatat 

dalam Register SP2D. 

c. Pendistribusian SP2D yang telah terbit : 

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga, 

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan, 

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng, 

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
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D. BAGAN ALIR 
  BAGAN ALIR PROSEDUR PENGESAHAN PENGGUNAAN GANTI UANG 
PERSEDIAAN (GU-NIHIL) (1) 
  

SKPD 
  BENDAHARA PENGGUNA 
PENGELUARAN PPK-SKPD ANGGARAN 
  

Bukti-bukti 

     pengeluaran 

| Je 
Susun SPP-GU 

Nihil 
Draft SPTB 

| 

Lampiran         
  

    

    

      

    
  

  

  

  

         

  

  

  Otorisasi 

      

  

          

  

' SPP-GU Nihil 

   
  

Susun Draft 
H- SPM-GU Nihil 

Bukti-bukti 

Lampiran b 

Lengkap 

      

  

  

Melengkapi 

  

  

    
  

  

  

  

Tidak 

y 
Kembalikan 
ke BP p 

Bukti-bukti 
Register SPM 

3 Register 

SPP-GU Nihil Penolakan Melengkapi 

Penerbitan 

Dikembalikan PPKD 

Dari PPKD 
3 an 

2 SP2D, 

SPM-GU & 

SPP-GU           
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

e
a
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nh. 
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hn 
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e
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Register Penerimaan SPP (Format 3.3) 

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5) 

Surat Perintah Membayar (Format 3.7) 

Register SPM SKPD (Format 3.8) 

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9) 

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12) 

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13) 

Register SP2D (Format 3.14) 

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15) 

Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17) 

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18) 

SPTB GU/TU (Format 4.1) 

Surat Pengantar SPP-GU (Format 4.2) 

Ringkasan SPP-GU (Format 4.3) 

Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara 

Pengeluaran (Format 4.6)
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VII. SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Barang 

dan Jasa adalah sistem dan prosedur dalam rangka melakukan 

pembayaran kepada Pihak Ketiga atas penyerahan barang dan jasa, 

dengan melakukan pembayaran langsung dari Rekening Kas Umum 

Daerah ke Rekening Pihak Ketiga. 

2. Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Barang 

dan Jasa terdiri dari : 

a. 

b. 

& 

d. 

Sub Sistem Penerbitan SPP-LS 

Sub Sistem Penerbitan SPM-LS 

Sub Sistem Penerbitan SP2D 

Sub Sistem Pencairan SP2D 

3. Jumlah Pengajuan permintaan pembayaran LS : 

a. Pengajuan LS  Honorarium  sekurang-kurangnya senilai 

Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan 

. Pengajuan LS Pengadaan Barang Jasa sekurangkurangnya senilai 

Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). 

Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem : 

  

  

Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub 

Penerbitan |—| Penerbitan »| Penerbitan » sistem 

SPP-LS SPM-LS SP2D Pencairan 

SP2D 

    

                

  

B. PIHAK TERKAIT 

1. SKPD 

a. 

b. 

Cc. 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

PPK-SKPD., 

2. PPKD/BPKAD 

a. Bidang Perbendaharaan 

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

3. Bank 

4. Pihak Ketiga
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C. ALUR PROSEDUR 

1. Sub sistem Penerbitan SPP-LS 

a. Setelah menerima pengajuan pembayaran kepada pihak ketiga 

beserta kelengkapannya dari PPTK paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejak diterima permohonan pembayaran dari penyedia 

barang/jasa, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melakukan Input Data SPP-LS melalui Aplikasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja (SPTB) serta melengkapi lampiran- 

lampiran yang diperlukan sebagai berikut : 

a. Surat pengantar SPP-LS, 

b. Ringkasan SPP-LS, 

c. Rincian SPP-LS, 

1) Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa Pembayaran SPP- 

LS Uang Muka dengan bukti perjanjian SPK/Kontrak 

mencakup : 

a) Nomor Pokok Wajib Pajak, 

b) Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada 

Bank Umum: 

c) Surat Setoran Elektronik (SSE), 

d) E-Faktur Pajak, : 

e) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ): 

f) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga 

dengan Pejabat Pembuat Komitmen, 

g) Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen: 

h) Berita acara pembayaran, bermeterai cukup, 

i) Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

j) Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang 

dan Jasa, 

k) Copy Surat Jaminan Uang Muka dari Bank 

Umum/Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh 

pemerintah, dan dilegalisir BP/BPP.
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2) Pembayaran SPP-LS atas prestasi pekerjaan 

(termyn/MC/angsuran) dengan bukti perjanjian 

SPK/Kontrak mencakup : 

a) 

b) 

g) 

h) 

j) 

Nomor Pokok Wajib Pajak, 

Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada 

Bank Umum, 

Surat Setoran Elektronik (SSE), 

E-Faktur Pajak, 

Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), 

Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga 

dengan Pejabat Pembuat Komitmen, 

Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen, 

Berita acara pembayaran, bermeterai cukup, 

Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga, 

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna 

Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran. 

Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang 

dan Jasa, 

Laporan/lampiran besarnya prosentase pekerjaan, 

Berita Acara Pemeriksaan Administrasi: 

Surat pemberitahuan/pendaftaran/bukti setor BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan 

harganya menggunakan biaya personil (billing rate), 

berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri 

dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan untuk 

biaya langsung personil sesuai pentahapan waktu 

pekerjaan, dan bukti-bukti pengeluaran sesungguhnya 

untuk biaya langsung non personil, seperti 

penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti 

pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat 

penawaran. 

Keterangan 

Untuk pengajuan SPP-LS termyn/angsuran yang telah 

dibayarkan Uang Muka tidak perlu melampirkan point f dan g.
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3) Pembayaran SPP-LS Pekerjaan selesai 1000 dengan bukti 

perjanjian SPK/Kontrak mencakup : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

9 

g) 

h) 

1) 

k) 

) 

p) 

Nomor Pokok Wajib Pajak, 

Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada 

Bank Umum, 

Surat Setoran Elektronik (SSE), 

E-Faktur Pajak, 

Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), 

Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga 

dengan Pejabat Pembuat Komitmen, 

Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen, 

Berita acara pembayaran, bermeterai cukup, 

Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna 

Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran. 

Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang 

dan Jasa, 

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang 

ditandatangani . oleh . Penyedia Barang/Jasa dan 

Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, 

Berita Acara Pemeriksaan Administrasi, 

Surat pendaftaran/bukti setor Jamsostek (potongan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat 

pemberitahuan Jamsostek), 

Copy Surat Jaminan pemeliharaan dari Bank 

Umum/Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh 

pemerintah bagi pembayaran yang dilakukan sebesar 

100”6o dari nilai kontrak, dan dilegalisir BP/ BPP, 

Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan 

pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami 

keterlambatan: 

Bukti setor denda keterlambatan. 

Keterangan 

Untuk pengajuan SPP-LS Pekerjaan selesai 1004 yang telah 

dibayarkan Uang Muka tidak perlu melampirkan point f dan g.
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Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa dengan bukti 

perjanjian berupa kwitansi mencakup : 

a) Nomor Pokok Wajib Pajak, 

b) Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa pada Bank 

Umum, 

c) Surat Bukti Pembayaran yang ditandatangani Bendahara 

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

PA/KPA/PPTK atas nama PA/KPA, dan Pejabat Penerima 

Hasil Pekerjaan, 

d) Tanda Bukti Perjanjian berupa Kwitansi yang 

ditandatangani oleh Rekanan dengan disetujui oleh 

PPKom, 

e) Surat Setoran Elektronik (SSE), 

f) E-Faktur Pajak: 

d. Lampiran SPP-LS Pengadaan tanah mencakup : 

1) 

2) 

3) 

1) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Surat Bukti Pembayaran yang ditandatangani Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

PA/KPA/PPTK atas nama PA/KPA, dan Pejabat Penerima 

Hasil Pekerjaan, 

Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia 

Pengadaan tanah, 

Surat Setoran Elektronik (SSE), (untuk pengadaan tanah 

dengan nilai diatas Rp60.000.000,-): 

Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah, 

Foto Copy Bukti Kepemilikan, 

Kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dan PPTK atas nama Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran, 

Pernyataan dari Penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam 

sengketa dan tidak sedang dalam agunan, 

Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli 

dihadapan PPAT. 

2. Sub sistem Penerbitan SPM-LS 

a. PPK-SKPD menerima SPP-LS berserta lampirannya diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam register 

penerimaan SPP.
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b. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS. 

c. PPK-SKPD menverifikasi Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran 

SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan 

Tanggungjawab Belanja. 

d. PPK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI” pada Bukti yang 

telah diverifikasi. 

e. Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP- 

LS untuk dilengkapi dan diperbaiki. 

f. PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

register Penolakan Penerbitan SPM. 

g. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

melakukan Input Data SPM-LS melalui Aplikasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-LS. 

h. PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-LS, Surat Pernyataan yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk 

keperluan selain Pembayaran Langsung (LS) dan SPTB kepada 

Pengguna Angaran untuk ditandatangani. 

i. Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS, Surat Pernyataan 

dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK-SKPD. 

j-. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-LS yang diterima ke dalam 

Register Penerbitan SPM. 

k. PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta 

kelengkapan dokumen : 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, 

Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan 

dokumen, 

— Copy Nomor Rekening Koran Bank rangkap 2 

—  E-Faktur pajak dan Surat Setoran Elektronik (SSE) rangkap 2 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan BPKAD menerima SPM-LS yang diajukan ' 

oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. 

b. Bidang Perbendaharaan BPKAD meneliti kelengkapan dokumen 

SPM-LS.
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1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-LS 

dikembalikan kepada SKPD untuk dilengkapi dan mencatat 

dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D. 

2) Apabila dianggap telah lengkap maka dilakukan Input Data 

SP2D-LS melalui melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dan diterbitkan SP2D-LS rangkap 5 (lima) dan 

mencatat dalam Register SP2D. 

3) SPTB, Ringkasan Kontrak, Surat Setoran Elektronik (SSE), E- 

Faktur Pajak, fotocopy NPWP rekanan, dan Surat Keterangan 

Bank/copy rekening koran disertakan sebagai kelengkapan 

lampiran LS. Sementara kelengkapan lain disimpan oleh SKPD. 

c. Bidang Perbendaharaan BPKAD mendistribusikan SP2D yang telah 

terbit : 

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga, 

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan, 

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng, 

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan BPKAD melaksanakan pengujian SP2D 

yang akan dicairkan berdasar daftar penguji yang telah diterbitkan. 

b. PT. Bank Jateng berdasarkan daftar penguji beserta SP2D yang 

diterima dari Bidang Perbendaharaan BPKAD, secara sistem 

mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening 

Pihak ketiga serta memotong dan menyetorkan PPn dan PPh pihak 

ketiga ke rekening kantor pajak. 

c. Bidang Perbendaharaan BPKAD mencatat SP2D ke dalam Buku 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16). 

d. Bidang Perbendaharaan BPKAD mengirimkan Format 3.16, dan 

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD.
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BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) 
BARANG/JASA (1) 
  

  

  

    
  

  

     

  

  

      

  
   

  

  
Kontrak/SPK & 

Ringkaf 

  

      5 

       

  

   Kembalikan 

ke BP 

  

     
  

  

    

  

  

      

   

   

    

      

  

SKPD 

BENDAHARA PENGGUNA 
PENGELUARAN Ten ANGGARAN 

Kontrak/SPK & | 

Ringkasan Kontrak 

Bukti-bukti 

SPTB 
Susun SPP-LS 3 

Draft SPTB SPM-LS & SPP-LS 2 

1 

| SPM-LS 

Lampiran | 
Kontrak/SPK & 

551 Otorisasi   

  

  

  

      

  r 

Register SPM 

  

  

  

    

  
SP2D, SPM- |” 

LS & SPP-LS 

   
   

  

  

   Selesai     

Register 
Penolakan Melengkapi 
Penerbitan 

Dikembalikan PPKD 

6 

Dari PPKD 
5 

SP2D, SPM- K3 

  
Nan   
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

L, 

2. 

3 

4. 

5 

6 

1 

SPTB LS (Format 8.1) 

Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa (Format 8.2) 

Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa (Format 8.3) 

Rincian Rencana Pengguna SPP-LS Barang dan Jasa (Format 8.4) 

Rincian Belanja dan Potongan SPP-LS Barang dan Jasa (Format 8.5) 

Ringkasan kontrak (Format 8.6) 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-LS 
(Format 8.7) 

Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-LS 
(Format 8.8) 

Penelitian Kelengkapan LS Barang dan Jasa (Format 8.9) 

Formulir terkait lainnya 

O
a
 

S
N
 
e
a
 

a
n
 

B4 
—
 

—
 

£
 

5 
D
K
 

0 

Register Penerimaan SPP (Format 3.3) 

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5) 

Surat Perintah Membayar (Format 3.7) 

Register SPM SKPD (Format 3.8) 

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9) 

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12) 

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13) 

Register SP2D (Format 3.14) 

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15) 

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16) 

Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17) 

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18)
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Format 8.1 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
Nomor :........ (1) 

1 Kode SKPD» ntah Daan man Ka (2 
2 NamaSKPD: Tekanan nan an La (8 
3. TanggAINO. DPA 5 senen enno 4 
4. Nama Program 5 ana co co enno onta 5) 

Yang bertandatangan di bawah ini (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)" SKPD ....................................... (6) menyatakan 
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan 
yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut : 

  

  

  

  

    
      

Pajak yang dipungut Bendahara 
No | Kode Rekening Uraian Penerima Jumlah Pengeluaran 

PPN PPh 
a b d C g h i 

(7) (8) (9) (10) (1) (12) (13) 
Kegiatan ......o.coooo.o... 

Belanja Modal 

objek Belanja Modal 

rincian Belanja Modal 

bukti transaksi ............. 

bukti transaksi ............. 

Jumlah PADI ea tenesaranntrun PO nana           

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran)" untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenamya. 

(Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran)" 
(Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu)" 

Nama.......... (18) anacacacac. Nama.......... NI rana 
NIP ... (17)... NIP ... (15)... 

Catatan : 

" coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM LS 

(1) Diisi dengan nomor urut SPTB 

(0) Diisi dengan kode SKPD yang bersangkutan 

(8) Diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan 

(4) Diisi dengan tanggal dan Nomor DPA 

() Diisi dengan Nama Program yang Dilaksanakan 

(8) Diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan 

(1) Diisi dengan nomor urut 

(8) Diisi dengan Kode Rekening 

(0) Disi aian pembayaran yang meliputi ingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontakISPK, bera acara 
yang diperlukan dipersyaratkan 

(10) Diisi dengan nama penerima uangirekanan 

(11) Disi dengan Niai pada kwitansi (bruto) 

(12) Disi dengan jumlah rupiah PPN yang dikenakan 

(13) Disi dengan jumlah rupiah PPh yang dikenakan 

(14) Dis nama Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(to) Diisi NIP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(19) Disi nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(11) Disi NIP Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
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Format 8.2 
      

SPP LS Barang dan Jasa 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA 

(SPP-LS-BARANG DAN JASA) 
NONNOS “enek sen san anan TEAON ena 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth. 
Pengguna Anggaran 

SAPI neraka uenak 
Di Tempat 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ............. Tahun 
Pa TAMAN tentang Penjabaran APBD, Bersama ini kami mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut : 

a. Urusan pemerintahan Ni Ea gnana Danang nita RB 
b. SKPD LN anta sean anakan yeee 
c. Tahun Anggaran 1 Tanaka erna 
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor 2 na nssnantananunngan aga 
e. Jumlah Sisa Dana SPD SI ARPS sarana 

(CerbilANG | nnetanatee serena nannapan ge anaan ) 
f. Nama Bendahara Pengeluaran TN esa gnts Kena ana Saa pi 
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta: Rp. oo. 

Peer Dilan nan purna Ma ) 
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : oo 

BP/BPP 

(Nama Lengkap) 
NIP.
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Ne 

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa 
1, 

2 

3. 

N
A
S
 

10. 

11. 

re: 

13. 

14. 

Nomor diisi dengan nomor SPP: 

SKPD diisi dengan nama SKPD: 

Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati 
mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan: 

Urusan Pemerintah diisi dengan kode dan nama urusan pemerintah: 
SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD: 

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan: 
Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari 
penerbitan SPP, 

Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari 
SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah 
terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut: 

Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara 
pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP: 

Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta 
untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan 
jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut: 
Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat 
penerbitan SPP, 

Dibawah tanda tangan BPP/BPP diisi dengan nama jelas dan NIP 
BPP/BPP: 

Disamping kiri tanda tangan BP/BPP dibubuhkan pula tanda tangan 
PPTK: 

Dibawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan 
dibawah nama diisi NIP PPTK.
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Format 8.3 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA 

  

  

1. Nama SKPD/Unit Kerja 

. Kode dan Nama Sub Kegiatan 3 

  

. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran 

. Nama PPTK 

Nama Penerima 

NPWP Penerima 

. Nama Bank Penerima 

. Nomor Rekening Bank 

O
o
 

NN 
O
u
 

Aa 
w 

Untuk Keperluan 

10.Dasar Pengeluaran 
  

  No Uraian 
  

| ISPD 

  Tanggal : | Nomor : (Rp. 
  IL ISP2D 

    Tanggal : | Nomor : (Rp. 
  Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
  

Pemalang an atena me nengan 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BENDAHARA PENGELUARAN 

NAMA NAMA 
NIP en Paman NIP 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
Salinan 1: Untuk Kuasa BUD 

Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK   
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Format 8.4 
      

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa 

NO ON aan an ia ne sa Nan aa DA Tan eana an 

Tahun Anggaran : ...... 
  

RINCIAN RENCANA PENGGUNA 

  

  

  

        

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH 

KODE NAMA 

KO BR Menara arena 

IKErDI TANYA Anna aa tan nan aa nnena an evan menang sn an Knaa pegok 

Mengetahui/Menyetujui: Pemalang, .........ioo... 

Pengguna Anggaran BENDAHARA PENGELUARAN 

NAMA NAMA 

Naa AA Maan Men N D NIPIe nan erangan gann 

  

  

 



jdih.pemalangkab.go.id

  

- 127 - 

  

Format 8.5 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa 

NOMON ne na eea nana an angan ana anna mamang 

Tahun Anggaran : ...... 

  

  

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK 

  

  

  

    
  

Total Belanja KAP anna naannaana 

Potongan-Potongan : 
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH 

KODE NAMA 
7 

Total     

Total Belanja Bersih : Rp................... 

Pemalang, .........o. oo. 

BENDAHARA PENGELUARAN 
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Untuk kegiatan dananya berasal dari rupiah murni 

1. Nomor dan Tanggal DPA 

2. Kode Rekening 

3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak 

4. Nama Kontraktor/Perusahaan 

5. Alamat Kontraktor 

6. Nomor Rekening Bank 

7. Nama Bank 

8. NPWP 

9. Nilai SPK/Kontrak 

10. Uraian dan Volume Kerja 

11. Cara Pembayaran 

12. Jangka Waktu Pelaksanaan 

13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 

14. Jangka Waktu Pemeliharaan 

15. Ketentuan Sanksi 

Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

  

Format 8.6 
      

  

  
RINGKASAN KONTRAK 
  

Nomer am Di 

  

18)... ... (19)... 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama.......... (BAM oramernota 

NIP (21). 

«Apabila Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen, maka aikup tanda tangan pada kolom Pejabat Pembuat Komitmen. 
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PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK 

() Disi dengan nama SKPD 

(2) Diisi dengan nomor ringkasan kontak 

(3) Diisi dengan Tgl dan No Dokumen Dasar Pembayaran (DPA, dl 

(4) Disi dengan kode-kode yang sesuai dengan pembebanannya 

(B) Diisi dengan Tgl dan No Kontrak / SPK 

(6) Diisi dengan perusahaan penyedia barang jasa bersangkutan 

(7) Diisi dengan alamat jelas perusahaan penyedia barang | jasa bersangkutan 

(8) Diisi dengan nomor rekening bank perusahaan penyedia barang jasa bersangkutan 

(0) Diisi dengan nama bank perusahaan penyedia barang | jasa bersangkutan 

(10) Disi dengan NPWP perusahaan penyedia barang | jasa bersangkutan 

IM) Disi dengan ni kontek temasuk perubahan nil apebla dilakukan addendum 

(12) Diisi dengan uraian dan youne pekerjaan sesuai dengan kontak 

(18) Disi dengan cara pembayaran yang diatur dalam kontak, misanya sekaligus, bertahap sesuai kemajuan 

bulanan atau uang muka dengan angsuran ) 

(14) Diisi dengan jumlah hari pelaksanaan sesuai tercantum dalam konak, misalnya 17 hari kalender 

(19) Diisi dengan tanggal harus diserahkannya barang | jasa sesuai kontrak 

(Ip) Diisi dengan lamanya pemeliharaan barang jasa apabila diatur dalam kontrak 

(11) Di dengan sanksi yang akan dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak 

(19) Diisi dengan keterangan tempat pembuatan ringkasan kontrak 

(19) Disi dengan keterangan tanggal pembuatan ringkasan kontrak 

(20) Disi nama Pejabat Pembuat Komitmen 

(21) Disi NIP Pejabat Pembuat Komitmen 

(22) Disi nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(23) Dis NIP Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
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Format 8.7 
      

    

    

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN SPM LS 

Yang bertanda tangan di bawah ini: - 

Nama D1 aan enana ara Pa nN ne sen Nan Kan NAN OOA An NN La 

Jabatan TA ena nan sana nana Pan ana Nan ANN 

Selaku : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

pada SKPD an coenesananan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. “Perintah membayar Honor/Tunjangan/Hibah/Bansos/Bantuan 
Keuangan/angsuran/MC.................. Pekerjaan | seoorovownekaroongtnnatnasa 
yang dibayarkan kepada CV/PT/Lembagar................. alamat 
Pena sebagaimana tercantum pada SPM LS Nomor 
Ane Tanggal .............. telah diteliti dan dihitung dengan benar 
sesuai dengan ketentuan. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas 
pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan 
menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

Pernalang, ee 

Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran. 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 

NP neon ai testuawa
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Format 8.8.A 
      

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa 
NOMO " nnoeod tontonan ne tanu N nN AN 

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS BARANG DAN JASA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No Dokumen Ada dan Absah 

1. ISPPLS Oo Ya O Tidak 

2. | Surat permohonan pencairan LS kepada PA Oo Ya Oo Tidak 

3. | Surat permohonan uang muka Oo Ya Oo Tidak 

4. | Rincian permohonan uang muka Oo Ya Oo Tidak 

5. | Dokumen kontrak Oo Ya Oo Tidak 

6. | Surat Perintah Kerja (SPK) Dra Oo Tidak 

7. | Surat permohonan pemeriksaan Oo Ya O Tidak 

8. | Berita acara hasil pemeriksaan Oo Ya Oo Tidak 

9. | Berita acara kemajuan pekerjaan Oo Ya Oo Tidak 

10. | Berita acara penyelesaian pekerjaan Oo Ya Oo Tidak 

11. | Berita acara serah terima barang dan jasa o Ya Oo Tidak 

12. | Berita acara pembayaran Oo Ya Oo Tidak 

13. | Surat jaminan bank Oo Ya Oo Tidak 

14. | Surat referensi/keterangan bank Oo Ya Oo Tidak 

15. Pa dari bank yang sama Na #idak 

surat pernyataan kesanggupan dari pihak 

IG as on 
kontrak 

17. | Foto kegiatan/ pekerjaan Oo Ya Oo Tidak 

18. | Laporan pekerjaan (sesuai kontrak) Oo Ya Oo Tidak 

19. | Rekening koran ditandatangani PPKom" Oo Ya Oo Tidak 

20. | ID billing pajak Oo Ya Oo Tidak 

21. | Faktur Pajak o Ya Oo Tidak             

“ 5 fotocopy lembar yang memuat nama dan nomor rekening 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP 
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Format 8.8.B 
      

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 

Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Pihak Ketiga Lainnya — Hibah 
Nomor : 

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS PIHAK KETIGA LAINNYA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HIBAH 

No Dokumen Ada dan Absah 

l.. ISPPLS O Ya Oo Tidak 

2. | Surat permohonan dari penerima hibah Oo Ya Oo Tidak 

Keputusan Bupati tentang daftar penerima , 
5 Hibah dan Besaran Hibah Na Hn 

4. INPHD Oo Ya O Tidak 

5. (| Kuitansi Oo Ya Oo Tidak 

6. | Rencana Penggunaan Dana Oo Ya Oo Tidak 

7. Surat permohonan pencairan hibah dari UNA Di Tidak 
penerima hibah 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak . 
5 (SPTJM) penerima hibah “na D Tidak 
9. Fotocopy rekening yang telah dilegalisir oleh Ba 5 Tidak 

bank terkait 
  

Surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala 
10. | Desa untuk penerima hibah dalam bentuk Oo Ya Oo Tidak 

badan dan lembaga 
  

11 Surat keterangan/ pengesahan/ penetapan 

- Surat pengesahan berbadan hukum 
Indonesia dari Kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, untuk 

O Ya O Tidak 

- Surat keterangan terdaftar/ pengesahan/ 
penetapan untuk badan dan lembaga 
  

Surat keterangan terdaftar dari instansi 
12. terkait             

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP
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Format 8.8.C 
      

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Honor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

POMAO ena ee han Da 

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS HONOR 

No Dokumen Ada dan Absah 

1. ISPPLS Oo Ya O Tidak 

IN anna benn La Kean ban 0 oa ena 
4. | Daftar Hadir Oo Ya Oo Tidak 

5. | Rekapitulasi Honor/Tunjangan Oo Ya O Tidak 

6. | ID billing pajak Oo Ya Oo Tidak 

7. | Dokumen pendukung lainnya Oo Ya Oo Tidak             

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP
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Format 8.9 
      

PENELITIAN KELENGKAPAN LS BARANG DAN JASA 

  

  

NOMORS Pen enaatanan 

Administrasi 

1|Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 
  

2|Ringkasan Kontrak 

3|Surat Setoran Pajak (SSP) 

4|Faktur Pajak 

5 

6 

U 

  

  

  

Foto copy NPWP rekanan 
  

Surat Referensi/Keterangan Bank 
  

Surat Pernyataan Verifikasi 
  

Kontrak 

SPK/SPMK/Kontrak 

  

  

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 
  

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 
  

  

Pakta Integritas 
  

Kwitansi bermaterai 
  

1 

2 

3 

4|Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 

5 

6 

U Berita Acara Pembayaran 
  

8|Copy Surat Jaminan       
  

Uraian Pekerjaan : 

#e00o000000e0enenesnansesasenanannanannganananooooanoonaresunanansesenanesssnnnnabasanan anna nanooosoneonananoonsevosanannnsananananosonoooanan   #e0oosonensesenasensanesannsunusssosonnonnnooocococoncesenecooonoococononecocococococoooooococ oom sasassssosanangeonaoe 

Asli kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

Demikian daftar kelengkapan ini dibuat dengan sebenarnya. 

PPK SKPD 
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IX. SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA TIDAK LANGSUNG GAJI 

A. KETENTUAN UMUM 

C. 

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai 

adalah sistem dan prosedur dalam rangka melakukan Gaji Induk, Gaji 

Susulan, Kekurangan Gaji, 

Terusan, 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD, serta upah pungut pajak dan 

retribusi melalui Bendahara Pengeluaran. Sistem ini terdiri dari : 

1. Sub sistem Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai 

2. Sub sistem Penerbitan SPM-LS Belanja Pegawai 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

Bagan Arus Hubungan antar Sub Sistem : 

  

Kekurangan Tunjangan Jabatan, Gaji 

luran BPJS, JKK, JKM, Tambahan Penghasilan PNS, 

  
    

                  

  

Sub Sistem Sub Sistem Sub Sub 
Penerbitan | Penerbitan Sistem |. Sistem 
SPP-LS SPM-LS | Penerbitan | "| Pencairan 
Belanja Belanja SP2D SP2D 
Pegawai Pegawai 

PIHAK TERKAIT 

1. SKPD 

a. Pengguna Anggaran 

b. Bendahara Pengeluaran 

c. PPK-SKPD 

2. PPKD/BPKAD 

a. Bidang Perbendaharaan 

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

3. PT. Bank Jateng 

ALUR PROSEDUR 

1. Sub sistem Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai 

a. Untuk melakukan pembayaran Gaji Induk, Gaji 

Kekurangan Gaji, Kekurangan Tunjangan Jabatan, Gaji Terusan, 

Turan BPJS, JKK, JKM, Tambahan Penghasilan PNS, Penghasilan 

Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Operasional 

Susulan,
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Pimpinan (BPOP) DPRD, serta upah pungut pajak dan retribusi 

Bendahara Pengeluaran melakukan Input Data SPP-LS Gaji 

melalui Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah, mencetak, dan 

menandatangani SPP-LS Gaji serta melengkapi Lampiran- 

Lampiran sesuai jenisnya sebagai berikut: 

1) Gaji Induk dilampiri dokumen: 

2) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

9 

g) 

Surat Pengantar SPP: 

Ringkasan SPP: 

Rincian SPP: 

Daftar Rekapitulasi Pegawai beserta Keluarganya, 

Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai: 

Rekap Daftar Gaji untuk bulan yang bersangkutan per 

golongan/ ruang. 

Surat Setoran Elektronik PPH 21 

Gaji Susulan, dilampiri dokumen: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

) 

2) 

h) 

Surat Pengantar SPP: 

Ringkasan SPP: 

Rincian SPP: 

Daftar penerima gaji susulan. 

Copy SK Capeg (dilegalisir): 

Copy SK Mutasi (dilegalisir): 

Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (dilegalisir): 

Tembusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran 

(SKPP), 

Tembusan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan 

Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUM-PTK). 

Gaji Susulan karena dijatuhi hukuman disiplin dilampiri: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

) 

g) 

Surat Pengantar SPP: 

Ringkasan SPP: 

Rincian SPP: 

Daftar Penerima Gaji Susulan. 

Copy SK Pangkat terakhir kallegalisi, 

Copy SK Badan Pertimbangan Pegawai (dilegalisir): 

Copy SK hukuman disiplin dari Bupati (dilegalisir).
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4) Kekurangan Gaji dilampiri: 

5) 

6) 

7) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

? 

g) 

Surat Pengantar SPP, 

Ringkasan SPP, 

Rincian SPP: 

Daftar Penerima Kekurangan Gaji, 

Copy SK kenaikan pangkat (dilegalisir): 

Copy SK Berkala (dilegalisir): 

Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum naik dan 

daftar gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD. 

Kekurangan Tunjangan Jabatan dilampiri: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

i) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Surat Pengantar SPP, 

Ringkasan SPP: 

Rincian SPP, 

Daftar Penerima Kekurangan Tunjangan Jabatan: 

Copy SK Jabatan Struktural (dilegalisir): 

Copy SK Jabatan Fungsional (dilegalisir): 

Copy Surat Pernyataan Pelantikan (dilegalisir): 

Copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan (dilegalisir): 

Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan 

(dilegalisir): 

Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum naik dan 

daftar gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD. 

Gaji Terusan dilampiri: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

9 

g) 

h) 

Surat Pengantar SPP, 

Ringkasan SPP: 

Rincian SPP: 

Daftar Penerima Gaji Terusan, 

Copy | Surat Keterangan Kematian dari Kepala 

Kelurahan/Kepala Desa dan Camat (dilegalisir): 

Copy SK Pangkat Terakhir (dilegalisir): 

Copy Surat Nikah (dilegalisir): 

Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar 2 Y6. 

Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Kematian (JKM) dilampiri:
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Surat Pengantar SPP, 

Ringkasan SPP: 

Rincian SPP: 

Rekapitulasi Daftar Iuran BPJS Kesehatan, JKK dan JKM. 

8) Tambahan Penghasilan PNS dilampiri: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Surat Pengantar SPP, 

Ringkasan SPP, 

Rincian SPP: 

Daftar Rekapitulasi Tambahan Penghasilan PNS: 

Surat Setoran Elektronik PPH 21. 

9) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dilampiri: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

9 

Surat Pengantar SPP-LS: 

Ringkasan SPP: 

Rincian SPP: 

Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga, 

Daftar nominatif penghasilan tetap pimpinan dan anggota 

DPRD: 

Foto copy e-billing bulan lalu, 

10) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD 

dilampiri: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

9 

Surat Pengantar SPP: 

Ringkasan SPP: 

Rincian SPP: 

Rencana Penggunaan BPOP: 

Kwitansi bermaterai: 

Pakta Integritas. 

11) Upah Pungut Pajak dan Retribusi dilampiri: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Surat Pengantar SPP, 

Ringkasan SPP, 

Rincian SPP: 

Formulir verifikasi realisasi pendapatan daerah yang telah 

divalidasi oleh  Bapenda dan BPKAD Bidang 

Perbendaharaan. 

Kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran 

dan diketahui PA.



jdih.pemalangkab.go.id

b. 

- 139 - 

Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-LS yang telah 

ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK-SKPD. 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-LS 

a. PPK-SKPD menerima SPP-LS berserta lampirannya diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran, 

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS, 

Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP- 

LS untuk dilengkapi dan diperbaiki. 

PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

register Penolakan Penerbitan SPM. 

Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPD 

melakukan Input Data SPM-LS melalui Aplikasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-LS Gaji. 

PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-LS Gaji kepada Pengguna 

Angaran untuk ditandatangani. 

Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS Gaji dan 

menyerahkan kembali kepada PPK-SKPD. 

PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-LS Gaji yang diterima ke 

dalam Register Penerbitan SPM: 

PPK-SKPD menyampaikan SPM.ke Bidang Perbendaharaan beserta 

kelengkapan dokumen: 

— Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, 

- Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan 

dokumen: 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan menerima SPM-LS Gaji yang diajukan oleh 

Pejabat Pengguna Anggaran, 

Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS 

Gaji. 

1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-LS 

dikembalikan kepada SKPD dan mencatat dalam Register 

Penolakan Penerbitan SP2D.
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2) Apabila dianggap lengkap maka dilakukan Input Data SP2D-LS 

Gaji melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

diterbitkan SP2D-LS Gaji rangkap 5 dan mencatat dalam 

Register SP2D. 

Bidang Perbendaharaan BPKAD mendistribusikan SP2D yang telah 

terbit : 

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga, 

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan, 

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng, 

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

a. Bidang Perbendaharaan BPKAD melaksanakan pengujian SP2D 

yang akan dicairkan berdasar daftar penguji yang telah diterbitkan. 

PT. Bank Jateng berdasarkan daftar penguji beserta SP2D yang 

diterima dari Bidang Perbendaharaan BPKAD, secara sistem 

mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening 

Pihak ketiga serta memotong dan menyetorkan PPn dan PPh pihak 

ketiga ke rekening kantor pajak. 

Bidang Perbendaharaan BPKAD mencatat SP2D ke dalam Buku 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16). 

. Bidang Perbendaharaan BPKAD mengirimkan Format 3.16 dan 

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD. 
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PEGAWAI (1) 
BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA 

  

  

  

  

Susun SPP-LS 

      

       

     

  

Lampiran 

  
  

SPP-Gaji 
(Rangkap 3) 

Melengkapi 

  

      

   

  

LAMPIRAN 

LAMPIRAN 

3 

1 

SPM-LS & # SPP-LS 

  

      
  

SKPD 

BENDAHARA PENGGUNA 
PENGELUARAN PPK-SKPD ANGGARAN 

Ke PPKD 

Bukti-bukti 

    

      

  

  Ur 
Draft SPM-LS 

  

Susun 

- Draft SPM- 
LS 

Lv SPM 

      

  

  

        
Kembalikan 

» ke BP 
Lampiran 

SPP-Gaji « 
(Rangkap 3) Register 

Penolakan 

Penerbitan 

Arsip 

Digital Y 

SP2D Digital 

SP2D Digital 

  

  ud
 

      
Dari Bank 
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aman | 
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Dikembalikan PPKD 
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

Ah 
n
h
 

O
N
 

Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan (Format 9. 1) 

Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan (Format 9.2) 

Rincian Rencana Pengguna SPP-LS Gaji dan Tunjangan (Format 9.3) 

Rincian Belanja dan Potongan SPP-LS Gaji dan Tunjangan (Format 9.4) 

Laporan Pemotongan IWP/TAPERUM/PPh 21 (Format 9.5) 

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengajuan SPM-LS Gaji 
dan Tunjangan (Format 9.6) 

Ceklist kelengkapan Verifikasi Dokumen Pengajuan SPM-LS Gaji 
dan Tunjangan (Format 9.7) 

Formulir terkait lainnya 

1 

2, 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

9 

10. 

Et. 

12. 

13. 

14. 

Register Penerimaan SPP (Format 3.3) 

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5) 

Surat Perintah Membayar (Format 3.7) 

Register SPM SKPD (Format 3.8) 

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 3.9) 

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.1 1) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.12) 

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3. 13)" 

Register SP2D (Format 3.14) 

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15) 

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16) 

Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3. 17) 

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3. 18) 
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Format 9.1 
      

SPP LS Gaji dan Tunjangan 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG PEGAWAI 
(SPP-LS BELANJA PEGAWAI) 

INORO 8 onoovonednusaonoovang TADUA Meremas esnndnnaga 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth. 
Pengguna Anggaran 
SKPD anonvenervenernnnnnasananen 
Di Tempat 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ............. TAMUN no reeonana asn 
tentang Penjabaran APBD, Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai 
berikut : 

a. Urusan pemerintahan NA Menanam nan ana bana 
b. SKPD TN Pan an Nan Aan 

c. Tahun Anggaran IN nata ranaana nan tenan an 

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor SNN AT Sta 
e. Jumlah SPD SIR PN Senar aman aanenaman 

(terba e sn pesan N en en ten en an nana ) 
f. Nama Bendahara Pengeluaran DANA Pan ana o Dane PA 
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta 1 RP amen ena Nan un 

(SENANG FA ente nne te Ia ai Padu naa en san ) 
h. Nama dan Nomor Rekening Bank TO Se aan nas man Pan 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS BELANJA PEGAWAI 
1. Nomor diisi dengan nomor SPP: 
2. SKPD diisi dengan nama SKPD: 
3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun 

anggaran yang bersangkutan: 

Urusan Pemerintah diisi dengan kode dan nama urusan pemerintah: 
SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD: 
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan: 

Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP: 
dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. 
Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut: 
Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP: 

0. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 
Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut: 

11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara 
pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk 
dicairkan lewat penerbitan SPP: 

12. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP: 
13. Dibawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan 

dibawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 

SE
 
A
O
N
 

Sa 
ha 

—
 
N
O
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Format 9.2 
      

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

NOMOM anna etn Nang ego Kanan ana NN 

1. Nama SKPD/Unit Kerja TI nenen Here NAN AB an RAN Nan mango ma namamu 

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan SAN Ne A EPATA NN ana RaN an sanga BEN NN ane PENA NN ana NN AN na NA Ta SN AN UAS 

3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran DN east Nan PN aRN aninan ay Nae eNglaan Pun aan an 

ON 

Pane Pena an aan ma ea an ea 

6. NPWP Penerima AN Tata en Oa RaN AAN NUN Sanu en N ang anna NN Ny Nela 

7. Nama Bank Penerima NN MAAN YA nan Tenan an ena Naa NN nana A NAN 

8. Nomor Rekening Bank LA Ken EN Naa ena Una M aan NN NE KA NUN SAR U PA D3 93 

9. Untuk Keperluan 

10.Dasar Pengeluaran TN engan ena Usa ama ana UNA EN aa Enynleralana TON 9 Nuno SA 
Sebesar Rp...............i.... 

(TONONANG nan an pen onnan men ameneman gn ganann an ) 

No Uraian 

| ISPD 

Tanggal : | Nomor : (Rp. 

Il ISP2D 

Tanggal : | Nomor : (Rp.   
  Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
  

    
Pemalang pesan den ass anawann 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BENDAHARA PENGELUARAN 

NAMA NAMA 
AN ena Pra NIP ngan sasantansng tenan 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 
Salinan 1: Untuk Kuasa BUD 

Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 
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Format 9.3 
      

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan 

Nomor nara sean aan ane an ANN nga na anna 

Tahun Anggaran : ...... 
  

RINCIAN RENCANA PENGGUNA 

  

  

  

        

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH 
KODE NAMA 

TOTAL ara an nan sannana, 

IKOTDNNANGnnnan ne menten aenenan mena nenann nan ONa NEan Na Daan Na 

Mengetahui/Menyetujui: PEmalAng anne na mennenan tara 

Pengguna Anggaran BENDAHARA PENGELUARAN 

NAMA NAMA 

NIP en anne NIP ena eanen en anatara 
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SAT - 

  

  
Format 9.4 

    

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan 

Nomor : 

Tahun Anggaran : ...... 

  

  

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK 

  

  

  

    
  

Total Belanja PRP senen santan 

Potongan-Potongan : 
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH 

KODE NAMA 
1 

Total     

Total Belanja Bersih : Rp................... 

Pemalang, ................ 

BENDAHARA PENGELUARAN 
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Format 9.6 
      

  

  

    

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN SPM LS 

Ie laj an Son NA AP PN TAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama DANA an mem asn ve Kes Ben OaN AO ANE Sng Ve mean mn Dean 

Jabatan SI ne anon men Ra Ona an una Rao 

Selaku : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

pada SKPD eni not 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Perintah membayar Gaji/Tunjangan sebagaimana tercantum pada SPM 
LS NOIMOT sae nternetan Tanggal ant. telah diteliti dan dihitung dengan 
benar sesuai dengan ketentuan. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas 
pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan 
menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

Pemalang, (oeoeran rasa 

Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran. 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 

NN anter an nana 
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Format 9.7 
      

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Gaji dan Tunjangan 
Nomor : 

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS GAJI DAN TUNJANGAN 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No Dokumen Ada dan Absah 

SPP LS pn Ya O Tidak 

2. | Daftar Gaji dan Tunjangan Oo Ya Oo Tidak 

3. aitenamtengani leh peebarganepa enno es 
Salinan dokumen pendukung perubahan data 

4. | pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat 
yang berwenang” 

Gaji induk Oo Ya Oo Tidak 

Gaji susulan Oo Ya Oo Tidak 

Kekurangan gaji Oo Ya Oo Tidak 

Gaji terusan Oo Ya Oo Tidak 

SK CPNS nu Ya Oo Tidak 

SK PNS n Ya O Tidak 

SK Kenaikan Pangkat Oo Ya Oo Tidak 

SK Jabatan Oo Ya Oo Tidak 

Kenaikan gaji berkala Oo Ya Oo Tidak 

Surat Pernyataan Pelantikan . : DYa Oo Tidak 

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Oo Ya Oo Tidak 

Daftar keluarga (KP4) Oo Ya Oo Tidak 

Fotokopi Surat Nikah Oo Ya Oo Tidak 

Fotokopi Akte Kelahiran Oo Ya Oo Tidak 

Na Haa Pemberhentian Pembayaran aa 5 Tidak 

Surat keterangan masih sekolah/kuliah Oo Ya Oo Tidak 

Surat pindah Oo Ya Oo Tidak 

Surat Kematian Oo Ya O Tidak             

“ — dapat ditambahkan sesuai kebutuhan 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 
NIP
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X. SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA TIDAK LANGSUNG PPKD 

A. KETENTUAN UMUM 

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Belanja di 

SKPKD adalah sistem dan prosedur dalam rangka melakukan 

pembayaran kepada Pihak Ketiga atas belanja Bagi Hasil Kepada 

Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Bantuan 

kepada Partai Politik, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga, 

dengan melakukan pembayaran langsung dari Rekening Kas Umum 

Daerah ke Rekening Pihak Ketiga. Sistem ini terdiri dari : 

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-LS 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-LS 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

Bagan Alur Hubungan antar Sub Sistem : 
  

    

    

Sub sistem Sub sistem Sub sistem Sub 

Penerbitan | ,| Penerbitan »| Penerbitan »| sistem 
SPP-LS SPM-LS SP2D Pencairan 

SP2D                     

B. PIHAK TERKAIT 

1. SKPD 

a. Pengguna Anggaran 

b. PPK SKPD 

2. SKPKD/ BPKAD 

a. Bendahara Pengeluaran SKPKD 

b. Bidang Perbendaharaan 

c. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

3. Bank 

4. Pihak Ketiga 

C. ALUR PROSEDUR 

1. Sub Sistem Penerbitan SPP-LS 

a. Bendahara Pengeluaran SKPKD meneliti dokumen pengajuan 

pencairan sesuai dengan jenis belanja sebagai berikut: 

1) Bagi hasil Kepada Pemerintah Desa
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2) 

3) 

a) 

b) 

- 152 - 

Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Belanja Bagi Hasil 

Kepada Pemerintah Desa, 

Keputusan Bupati tentang Bagi Hasil Kepada Pemerintah 

Desa, 

Surat rekomendasi pencairan dari Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk pencairan 

dana bagi hasil bulanan berdasarkan realisasi pendapatan 

yang telah masuk rekening Kas Umum Daerah Kabupaten 

Pemalang kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

dengan tembusan Bupati, 

d) Nomor rekening Kas Umum Desa, 

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 

a) 

d) 

e) 

Surat rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan kepada 

pemerintah desa dari Kepala SKPD/Unit Kerja Pengampu 

kepada Bupati Pemalang Cg. Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah: 

Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih 

berlaku, 

Kwitansi rangkap 3 (tiga) dengan tanda tangan Kepala Desa 

dan Bendahara Desa berstempel basah terdiri dari 1 (satu) 

kwitansi asli bermaterai cukup dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa 

bermaterai: 

Fotocopy buku rekening kas desa yang masih berlaku dan 

dilegalisasi oleh Bank Jateng setempat, 

Surat Pernyataan Verifikasi dari SKPD/ Unit Kerja Pengampu. 

Bantuan Partai Politik 

a) 

b) 

d) 

Surat rekomendasi pencairan dana dari SKPD/Unit Kerja 

Pengampu dilampiri dengan rekapitulasi nama dan nomor 

rekening Partai Politik: 

Kwitansi rangkap 3 (tiga) lembar, satu bermaterai cukup, 

Kelengkapan dokumen pengajuan pencairan yang diajukan 

melalui SKPD/ Unit Kerja Pengampu: 

Surat Pernyataan Verifikasi dari SKPD/ Unit kerja pengampu
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4) Hibah 

a) Surat Rekomendasi pencairan dari SKPD/Unit Kerja 

Pengampu yang memuat, 

(1) Nomor urut DPA Penerima Hibah 

(2) Nama dan Alamat Penerima Hibah 

(3) Nama dan Nomor Rekening Penerima Hibah (fotocopy 

buku rekening yang masih aktif dilampirkan) 

(4) Nomor dan Tanggal NPHD 

(5) Nomor dan Tanggal Keputusan Bupati tentang Penerima 

Hibah 

(6) Nilai Bantuan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi dari SKPD/ Unit Kerja Pengampu, 

c) Surat Keterangan/Pernyataan dari SKPD/Unit Kerja 

Pengampu apabila terdapat perbedaan nomenklatur antar 

dokumen: 

d) Untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri Laporan 

Penyerapan Keuangan tahap sebelumnya, 

e) Tatacara penatausahaan pencairan belanja hibah dalam 

bentuk uang berpedoman pada Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pemalang. 

5) Bantuan Sosial 

a) Surat Rekomendasi pencairan dari SKPD/Unit Kerja 

Pengampu yang memuat: 

(1) Nomor urut DPA Penerima Bansos 

(2) Nama dan Alamat Penerima Bansos 

(3) Nama dan Nomor Rekening Penerima Bansos (fotocopy 

buku rekening yang masih aktif dilampirkan) 

(4) Nomor dan Tanggal Keputusan Bupati tentang Penerima 

Bansos 

(5) Nilai Bantuan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi dari SKPD/ Unit Kerja Pengampu: 

c) Surat Keterangan/Pernyataan dari SKPD/Unit Kerja 

Pengampu apabila terdapat perbedaan nomenklatur antar 

dokumen:
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d) Untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri Laporan 

Penyerapan Keuangan tahap sebelumnya, 

e) Tatacara penatausahaan pencairan belanja Bantuan Sosial 

dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Bupati 

tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pemalang. 

6) Belanja Tidak Terduga 

a) Persetujuan Bupati atas penggunaan Belanja Tidak terduga, 

b) Surat Permohonan dari Kepala SKPD, 

c) Nomor rekening SKPD, 

d) Kwitansi rangkap 3 (tiga) lembar, satu bermaterai cukup, 

b. Apabila dokumen tersebut belum lengkap maka Bendahara 

Pengeluaran SKPKD mengembalikan kepada SKPD 

Pengampu/pengaju pencairan sesuai jenis belanja sebagaimana 

poin 1, untuk dilengkapi. 

c. Apabila dokumen tersebut telah lengkap maka Bendahara 

Pengeluaran SKPKD melakukan Input Data SPP-LS melalui 

Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah, mencetak, dan 

menandatangani SPP-LS serta melengkapi lampiran-lampiran yang 

diperlukan sebagai berikut : 

1) Surat pengantar SPP-LS, 

2) Ringkasan SPP-LS, 

3) Rincian SPP-LS, 

4) Lampiran-lampiran dokumen pengajuan pencairan sesuai jenis 

belanja pada poin 1. 

d. Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan SPP-LS yang telah 

ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK-SKPKD. 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-LS 

a. PPK-SKPKD menerima SPP-LS berserta lampirannya diajukan oleh ' 

Bendahara Pengeluaran SKPKD, ) 

b. PPK-SKPKD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS,
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Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 1 (satu) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPKD 

menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD beserta dokumen 

pengajuan SPP-LS untuk dilengkapi dan diperbaiki. 

PPK-SKPKD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

register Penolakan Penerbitan SPM. 

Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 

(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK- 

SKPKD melakukan I1put Data SPM-LS melalui Aplikasi Pengelola 

Keuangan Daerah dan menyusun draft SPM-LS. 

PPK-SKPKD menyaripaikan Draft SPM-LS kepada PPKD untuk 

ditandatangani. 

PPKD menandatangani SPM-LS serta menyerahkan kembali kepada 

PPK-SKPKD. 

PPK-SKPKD mencatat penerbitan SPM-LS yang diterima ke dalam 

Register Penerbitan SPM, 

PPK-SKPD menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan beserta 

kelengkapan dokumen : 

— Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, 

—- Surat Pernyataan Verifikasi dilampiri cek list kelengkapan 

dokumen, 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

a. 

b. 

Bidang Perbendaharaan BPKAD menerima SPM-LS yang diajukan 

oleh PPKD: 
Bidang Perbendaharaan BPKAD meneliti kelengkapan dokumen 

SPM-LS. 

1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-LS 

dikembalikan kepada PPKD untuk dilengkapi dan mencatat 

dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D. 

2) Apabila dianggap telah lengkap maka diterbitkan SP2D-LS 

melalui Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diterbitkan 

SP2D-LS rangkap 5 dan mencatat dalam Register SP2D. 

. Bidang Perbendaharaan BPKAD mendistribusi SP2D yang telah 

terbit : 

1) Lembar 1 untuk SKPD/Pihak Ketiga, 

2) Lembar 2 dan 4 untuk Bidang Perbendaharaan: 

3) Lembar 3 untuk PT Bank Jateng, 

4) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
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4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

Cc 

b. 

Bidang Perbendaharaan BPKAD melaksanakan pengujian SP2D 

yang akan dicairkan berdasar daftar penguji yang telah diterbitkan. 

PT. Bank Jateng berdasarkan daftar penguji beserta SP2D yang 

diterima dari Bidang Perbendaharaan BPKAD, secara sistem 

mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening 

Pihak ketiga. 

Bidang Perbendaharaan BPKAD mencatat SP2D ke dalam Buku 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3.16). 

. Bidang Perbendaharaan BPKAD mengirimkan Format 3.16 dan 

SP2D Lembar 5 ke Bidang Akuntansi BPKAD.
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D. BAGAN ALIR 

  BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA 
PPKD (1)        
   

    

   

Lampiran-lampiran       
Ke Bid. Perbend 
dan Kasda. 

— Rekomendasi 

Pengampu. 

  

     
  

— Pengajuan pencairan 

N 7 N Z '“d—b 
Verifikas Kembalikan 

1 

SPM-LS & SPP- 2 

LS 3 

1 
La Tidak SPM-LS 

l Ya h 

  

      

    

  

  

      
  

  

  

    

    

      

  

  

     

    
    
      

      
      

   

     

  

    
  

  

    

  

       

  

  
       
   

    

   

Lengkap 

3 

Susun SPP-LS 2 Sae 
| Otorisasi 

Draft v 
SPM-LS 

L ——— 

SPP-LS 
(Rangkap 3) 

Susun 
! Lengkap Draft SPM-LS 

Tidak 

: Melengkapi ' 

y 
& Kembalikan 

sn Register SPM 

SPP-LS |” 
(Rangkap 3) 

Register 

Penolakan Melengkapi 
Penerbitan 

" Dikembalikan Bag. Perben 

Bebi Download 
wnloa : 

Dari Bag. P 
SP2D, SPM- Ik SP2D 29. Perben     

  

LS & SPP-LS   
  
  

SPM-LS & 

SPP-LS 

    
Selesai          
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

2 
en
 

Pa
 

Surat Pengantar SPP-LS PPKD (Format 10.1) 

Ringkasan SPP-LS PPKD (Format 10.2) 

Rincian SPP-LS PPKD (Format 10.3) 

Register SPP/ SPM/SP2D PPKD (Format 10.4) 

Surat Pernyataan Verifikasi (Format 10.5) 

Formulir terkait lainnya 

1, 

2 

3 

4 

o. 

6 

7 

8 

9 

10. 

LI 

12, 

13. 

Register Penerimaan SPP (Format 3.3) 

Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.4) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format 3.5) 

Surat Perintah Membayar (Format 3.7) 

Register SPM SKPD (Format 3.8) 

Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3.11) 

Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D (Format 3. 12) 

Surat Perintah Pencairan Dana (Format 3.13) 

Register SP2D (Format 3.14) 

Daftar Penguji SP2D (Format 3.15) 

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 3. 16) 

Register SPP/SPM/SP2D SKPD (Format 3.17) 

Penelitian Kelengkapan SPP (Format 3.18)
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Format 10.1 
  

SPP LS Belanja PPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN 

PPKD 

NOMOrI na enccengaekasnan SAR et ennes ane cowok 

SURAT PENGANTAR 

Kepada Yth. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
Di Tempat 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ............. MOBUN heater 
tentang Penjabaran APBD, Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung 
sebagai berikut : 

a. Jenis Belanja Sa Pa Aa an oo 
b. Tahun Anggaran NE antam ane SANA NANN Sa 
c. Dasar Pengeluaran SPD Nomor NAN anna tenan 
d. Jumlah Sisa Dana SPD MA pn en ra 

KERODIRA Denata pendanaan Abon ) 
e. Untuk Keperluan Bulan Pan aN Aa uan Maa Nan an 
f. Nama Bendahara Pengeluaran SN En an naa ana Nee ana 
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta Ti MKD onertanerkk ena 

Me ag Ha ank ) 
h. Nama dan Nomor Rekening Bank Nana nan ten menananna 

Bendahara Pengeluaran 

(Nama Lengkap) 
NIP. 

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD 
1. Nomor diisi dengan nomor SPP: 
2. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun 

anggaran yang bersangkutan: 

Jenis Belanja diisi dengan nama jenis belanja: 
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan: 
Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP, 
Jumlah sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang telah diterbitkan. Pengisian disertai dengan 
jumlah terbilang dari dana SPD tersebut: 
Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP: 
Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 
Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut: 

9. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank pihak ketiga yang 
menerima dana dari belanja LS-PPKD: 

10. Diatas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP: 
11. Dibawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan 

dibawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 

D
I
 

2
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Format 10.2 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) 

NO Oa er SN ata BA no AN Daan 

  

  

1. Nama SKPD/Unit Kerja 

Kode dan Nama Sub Kegiatan N 

Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran 

Nama PPTK 

Nama Penerima 

NPWP Penerima 

Nama Bank Penerima 

Nomor Rekening Bank 

O
N
 

D
K
 

A 
& 

Untuk Keperluan 

10.Dasar Pengeluaran 
  

Seo Aa Nan esa aan Oa ) 

  

No Uraian 
  

| ISPD 
  

Tanggal : | Nomor : (Re. 
  

Il ISP2D 
    Tanggal : | Nomor : (Rp. 
  

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
  

Pemalang And en ne tnn tanu 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BENDAHARA PENGELUARAN 

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD 

Salinan 1: Untuk Kuasa BUD 

Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 

Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK   
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Format 10.3 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) 

NOMOR ena eann sena na aan nan Ona da en MEN NN 

Tahun Anggaran : ...... 

RINCIAN RENCANA PENGGUNA 

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH 

KODE NAMA 

TOTAL ARP arer ri eaentenaraan 

Pen EN ban no ba na In aa Nun 

Mengetahui/Menyetujui: bemalangg Ka etenaarann ren 

Pengguna Anggaran BENDAHARA PENGELUARAN 

NAMA NAMA 
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Format 10.4 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REGISTER SPP/SPM/SP2D 

BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 

Jenis SPP SPM SP2D 

Nomor Ls URAIAN Jumlah Ket 

Tanggal Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal Nomor 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 

ananda tanggal “must 

Bendahara Pengeluaran PPKD 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 
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Cara Pengisian : 

1). 

2). 

3). 

4). 

5). 

6). 

7). 

8). 

o). 

10). 

14, 

12). 

Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan LS 

Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 

Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yang diajukan 

Kolom 5 disi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada 

kolom sebelumnya 

Kolom 6 diisi dengan nomor SPM yang diterbitkan 

Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan 

SPM pada kolom sebelumnya 

Kolom 8 diisi dengan nomor SP2D yang diterbitkan 

Kolom 9 diisi dengan uraian pengajuan 

Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 

Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan 

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai 

nama jelas 
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Format 10.5 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI 

Sehubungan dengan pengajuan Surat rekomendasi pencairan .................. Nomor......... 
Kang ga na ne2 nine , dengan alokasi dana sebesar Rp .................. Una F, 
bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan 
JOKUMEN ane andeconras telah lengkap, sah dan telah diverifikasi, sesuai persyaratan yang 
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya apabila ternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap dan atau tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami 
akan bertanggungjawab sepenuhnya. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, guna melengkapi 
persyaratan pengajuan permintaaan penerbitan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum 
Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang 

PPK SKPD Pengampu Bantuan 

(Nama Lengkap) 
NIP...
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X1. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN 

A. KETENTUAN UMUM 

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang 

mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah 

wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan 

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang 

tanggungjawabnya. Selaan hal tersebut, bendahara wajib 

mempertanggungjawabkan. Bendahara penerimaan menyiapkan 2 jenis 

pertanggungjawaban, yaitu Pertanggungjawaban Administratif dan 

Fungsional. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

1. Bendahara Penerimaan/Pembantu 

PPK-SKPD 

Pengguna Anggaran 

BUD (Bidang Perbendaharaan) 

BUD (Bidang Akuntansi dan Aset Daerah) 

N
a
 e
r
 
3 

Bank Jateng 

C. ALUR PROSEDUR 

1. Bendahara Penerimaan SKPD 

a. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan 

1) Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi dan/atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR atas 

Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang jatuh tempo 
menggunakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2) Bendahara Penerimaan SKPD menerima sejumlah uang yang 
tertera pada SKP dan/atau SKR dan/atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau 

wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam 

pengurusannya.
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3) Bendahara Penerimaan SKPD melakukan pemeriksaan 

kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah 

ditetapkan. 

4) Bendahara Penerimaan SKPD kemudian membuat Surat 

Tanda Bukti Pembayaran/ bukti lain yang sah melalui aplikasi 

pengelolaan keuangan daerah untuk diberikan kepada wajib 

pajak/wajib retribusi. 

5) Setiap penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan 

SKPD harus disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah 

pada PT. Bank Jateng paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung 

sejak uang kas diterima, dengan menggunakan formulir Surat 

Tanda Setoran (STS) dicetak melalui aplikasi pengelolaan 

keuangan daerah yang didalamnya telah mengandung kode 

pembayaran (Id Billing) yang terhubung dengan PT. Bank 

Jateng. 

b. Pembukuan Penerimaan Pendapatan 

1) Prosedur Pembukuan Atas Pendapatan yang Dibayar Tunai 

a) Proses Penginputan penerimaan pada aplikasi pengelolaan 

keuangan dimulai dari saat Bendahara Penerimaan 

menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib 

retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, 

maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan 

bukan pada saat cek tersebut diterima. Selanjutnya input 

penyetoran pada aplikasi dilakukan pada saat bendahara 

penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke 

rekening kas umum daerah. 

b) Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan 

Penyetoran melalui aplikasi pengelolaan keuangan daerah 

oleh Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan 

pada saat penyetoran secara otomatis. 

c) Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai 

adalah sebagai berikut : 

(1) Berdasarkan SKPD/SKRD dan/atau yang 

dipersamakan bendahara menerima uang dari Wajib 

Pajak/retribusi.
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(2) Berdasarkan uang yang diterimanya bendahara 

penerimaan membuat bukti penerimaan melalui 

aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan 

mencantumkan kode rekening penerimaan sesuai 

dengan penerimaan yang dimaksud, tanggal 

diterimanya uang dan jumlah nominal uang yang 

diterima. 

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran tunai 

sebagai berikut : 

(1) Berdasarkan uang tunai dan bukti penerimaan, 

bendahara menginput modul setoran pada aplikasi 

pengelolaan keuangan daerah dengan mengisikan 

tanggal penyetoran, kode rekening pendapatan dan 

nominal yang akan disetorkan. 

(2) Bendahara Penerimaan mencetak STS yang telah di 

input melalui aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan 

melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke 

Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng. 

(3) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap 

laporan-laporan yang ada kaitannya dengan proses 

penerimaan dan penyetoran yang dilakukan 

daiantaranya buku penerimaan dan penyetoran, register 

STS dan buku pembantu rincian objek pada aplikasi 

pengelolaan keuangan daerah. 

2) Prosedur Pembukuan Atas Pendapatan Melalui Rekening Bank 

Bendahara Penerimaan 

a) 

b) 

Pembayaran/penyetoran pendapatan melalui transfer 

rekening bank Bendahara Penerimaan dapat dilakukan 

melalui rekening bank bendahara penerimaan /penerimaan 

pembantu untuk semua jenis pendapatan. 

Dalam kondisi tersebut, pencatatan dilakukan saat 

Bendahara Penerimaan menerima informasi/nota kredit 

dari Bank mengenai adanya penerimaan pendapatan pada 

rekening bendahara penerimaan/penerimaan pembantu. 

Verifikasi dilakukan pada Buku Penerimaan dan 

Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan
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dan pada saat penyetorannya ke rekening Kas Umum 

Daerah menggunakan STS yang dicetak menggunakan 

aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Rekening Kas 

Umum Daerah yang berada di PT. Bank Jateng. 

d). Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang 

diterima di rekening bank bendahara 

penerimaan / penerimaan pembantu adalah sebagai berikut: 

(1) Bendahara Penerimaan/penerimaan pembantu 

menerima informasi/nota kredit dari PT. Bank Jateng 

mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara 

penerimaan, 

(2) Berdasarkan informasi/nota kredit dari PT. Bank Jateng 

Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi 

terhadap rekeningnya atas penerimaan tersebut: 

e) Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke 

rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan 

melalui rekening bank Bendahara Penerimaan adalah 

sebagai berikut : 

(1) Berdasarkan atas rekonsiliasi bendahara penerimaan 

/penerimaan pembantu membuat STS 

(2) Bendahara Penerimaan membuat STS dan melakukan 

penyetoran pendapatan yang diterimanya dengan cara 

transfer melalui rekening bank bendahara penerimaan 

ke rekening kas umum daerah pada PT. Bank Jateng: 

(3) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap 

laporan-laporan yang ada kaitannya dengan proses 

penerimaan dan penyetoran yang dilakukan 

daiantaranya buku penerimaan dan penyetoran, register 

STS dan buku pembantu rincian objek pada aplikasi 

pengelolaan keuangan daerah. 

3) Pembukuan Atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum 

Daerah 

a) Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran 

secara langsung melalui rekening kas umum daerah pada 

PT. Bank Jateng.
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Pencatatan dilakukan saat Bendahara Penerimaan 

menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib 

pajak/wajib retribusi. 

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan 

Penyetoran Bendahara Penerimaan. 

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang 

disetor langsung keRekening Kas Umum Daerah adalah 

sebagai berikut: 

(1) Bendahara Penerimaan berdasarkan SKPD/SKRD 

membuat STS melalui aplikasi pengelolaan keuangan 

daerah dan mengirimkannya ke Wajib Pajak/ 

Retribusi/pihak ke-3 

(2) Bendahara Penerimaan menerima slip setoran/bukti 

lain yang sah dari wajib pajak/retribusi atas 

pembayaran yang mereka lakukan ke kas umum 

daerah, 

(3) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap 

laporan-laporan yang ada kaitannya dengan proses 

penerimaan dan penyetoran yang dilakukan 

daiantaranya buku penerimaan dan penyetoran, 

register STS dan buku pembantu rincian objek pada 

aplikasi pengelolaan keuangan daerah. 

Pertanggungjawaban Dan Penyampaiannya 

1) Pertanggungjawaban Administratif 

a) 

b) 

Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggung- 

jawabkan pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna 

Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat pada tanggal 

10 bulan berikutnya. 

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan 

merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara 

Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang 

rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang 

ada di bendahara. 

LPJ tersebut dilampiri dengan : 

(1) Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup 

pada akhir bulan berkenaan,
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(2) Register STS, 

(3) Bukti penerimaan yang sah dan lengkap, 

(4) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

Pembantu, dan 

(5) Khusus untuk Bendahara Penerimaan yang menerima 

penyetoran dari pihak ketiga lewat rekening Bendahara 

Penerimaan maka LPJ dilampiri dengan rekening koran 

Bendahara Penerimaan. 

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian 

pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan SKPD adalah 

sebagai berikut: 

(1) Bendahara Penerimaan pada akhir bulan menutup 

buku penerimaan dan penyetoran serta buku 

pembantu lainnya, 

(2) Bendahara Penerimaan menyiapkan realisasi 

penerimaan pendapatan yang diterima dan disetor oleh 

Bendahara Penerimaan disertai bukti-bukti yang sah, 

(3) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban 

yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu, 

(4) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi 

dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang 

disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu, 

(5) Bendahara Penerimaan menggunakan data penerimaan 

dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara 

Penerimaan dan data pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi, 

(6) Bendahara Penerimaan memberikan Laporan 

Pertanggungjawaban kepada Pejabat Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, 

(7) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas kebenaran 

Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 

Bendahara Penerimaan, 

(8) Pengguna — Anggaran menandatangani Laporan , 

Pertanggungjawaban — (administratif) yang telah 

diverifikasi oleh PPK-SKPD sebagai bentuk pengesahan, 

dan
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(9) Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir 

tahun anggaran disampaikan paling lambat pada hari 

kerja terakhir bulan tersebut. 

2) Pertanggungjawaban Fungsional 

a) 

b) 

Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan 

pertanggungjawaban secara fungsional kepada BPKAD 

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah paling lambat pada 

tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format LPJ 

yang sama dengan pertanggungjawaban administratif. 

LPJ fungsional ini dilampiri dengan: 

(1) Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup 

pada akhir bulan berkenaan, 

(2) Register STS, dan 

(3) Khusus untuk Bendahara Penerimaan yang menerima 

penyetoran dari pihak ketiga lewat rekening Bendahara 

Penerimaan maka LPJ dilampiri dengan rekening koran 

Bendahara Penerimaan. 

(4) Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan (Format 11.22) 

selama 1 Triwulan. (Untuk Laporan bulan Maret, Juni, 

September, dan Desember) 

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian 

pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan SKPD adalah 

sebagai berikut: 

(1) Bendahara Penerimaan membuat pertanggungjawaban 

fungsional berdasar data  pertanggungjawaban 

administratif yang telah disampaikan dan disahkan 

oleh Pejabat Pengguna Anggaran, 

(2) Bendahara Penerimaan menyampaikan 1 (satu) lembar 

laporan pertanggungjawaban kepada BPKAD Bidang 

Akuntansi dan Aset Daerah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya, 

(3) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir 

tahun anggaran disampaikan paling lambat pada hari 

kerja terakhir bulan tersebut, dan
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(4) Setiap Triwulanan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

melaksanakan rekonsiliasi terhadap 

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

bersamaan dengan rekonsiliasi pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

2. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD 

a. Pertanggungjawaban Dan Penyampaiannya 

1) Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling 

lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini 

dilampiri dengan : 

a) Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan 

penutupan pada akhir bulan, 

b) Register STS, dan 

c) Bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 

2) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu pada 

bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 

pada hari kerja terakhir bulan tersebut. 

3) Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan 

pertanggung-jjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

adalah sebagai berikut : 

a) Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan 

Buku Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan 

total penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang 

dipegang olehnya, 

b) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS 

dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap, dan 

c) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban  (LPJ) beserta lampiran Buku 

Penerimaan dan Penyetoran, Register STS dan bukti-bukti 

penerimaan dan penyetoran untuk disampaikan kepada 

Bendahara Penerimaan SKPD paling lambat tanggal 5 bulan : 

berikutnya.
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3. Bendahara Penerimaan PPKD 

a. Penatausahaan Penerimaan PPKD 

1) 

4 

3) 

4) 

Penerimaan yang dikelola SKPKD dapat berupa pendapatan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dana 

perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan pembiayaan 

penerimaan. 

Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung 

dari Pemerintah Pusat, BUMD dan Pihak Ketiga ke rekening 

Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng. 

Berdasarkan penerimaan tersebut, PT. Bank Jateng membuat 

Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan 

tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah 

maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan 

PPKD wajib mendapatkan Nota Kredit tersebut melalui 

mekanisme yang telah ditetapkan. 

Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan 

wewenang bendahara penerimaan PPKD dilaksanakan oleh 

BPKAD Bidang Perbendaharaan. 

b. Pembukuan Penerimaan PPKD 

1) 

2) 

3) 

1 

Pembukuan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan PPKD 

menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD. 

Dalam melakukan pembukuan tersebut, Bendahara 

Penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu 

sebagai dasar pencatatan antara lain : 

a) Nota Kredit, dan 

b) Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah. 

Pembukuan pendapatan PPKD dimulai dari saat Bendahara 

Penerimaan PPKD menerima nota kredit dari PT. Bank Jateng 

mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. 

Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut : 

a) Berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lain yang 

sah, Bendahara Penerimaan PPKD menginput aplikasi : 

pengelolaan keuangan daerah pada modul setoran 

b) Bendahara Penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan 

kode rekening pendapatan, dan
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c) Bendahara Penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi 

pada kolom jumlah. 

c. Pertanggungjawaban Dan Penyampaiannya 

1) 

2) 

3) 

Bendahara Penerimaan PPKD wajib 

mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada BPKAD Bidang Akuntansi dan Aset 

Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKD 

yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan dilampiri 

dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap. 

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian 

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD adalah 

sebagai berikut : 

a) Bendahara Penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku 

Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi 

perhitungan, dan 

b) Bendahara Penerimaan PPKD menyusun bukti-bukti 

penerimaan yang sah dan lengkap. 

Bendahara Penerimaan PPKD menyampaikan Buku 

Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri 

dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada 

BPKAD Bidang Akuntansi dan Aset Daerah paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

4. Bidang Perbendaharaan Pembukuan 

a. Menerima dokumen penerimaan daerah berupa tembusan Surat 

Tanda Setoran dan Nota Kredit atau bukti lain yang disamakan 

dari PT. Bank Jateng, untuk diadakan rekonsiliasi, dan 

b. Mencatat STS/bukti lain yang disamakan atau Nota Kredit ke 

dalam buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran, buku kas 

pembantu penerimaan dan pengeluaran, buku kas penerimaan 

per SKPD, buku rekapitulasi penerimaan daerah pada sisi 

penerimaan.
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D. BAGAN ALIR PROSEDUR 

1. Penerimaan Pendapatan Secara Tunai 
  

  

  

  

  

     

  

    

      

  

    

    

    
  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

  

BEND 
WP/RETRIBUSI | 'PENERIMAAN/ es BANK JATENG 

PEMBANTU 

| SKP 

| | DAERAH/SKR 

SKP SKP 

DAERAH/SKR DAERAH /SKR 

Uan 
Pembayaran Ten 3 

v 

Verifikasi 

N 

STBP/Bukti 
STBP/ Bukti Lain Yg Sah Penyetoran 

Lain Yg Sah 
—A sss Ba! 
Ka an 

Uang 

Verifikasi 
Laporan BPKAD 

Penatu     
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2. Penerimaan Pendapatan Melalui Rekening Bendahara 

Penerimaan / Pembantu 

BEND 

WP/RETRIBUSI PENERIMAAN/ Maa ta BANK JATENG 

PEMBANTU 

SKP 

| | DAERAH /SKR 

    

    
  

SKP SKP 
DAERAH /SKR DAERAH/SKR 

  

  

Rekenin 

Nota Kredit |x x Nota Kredit 

Nota Kredit 
ai | 

  

  Hy
 

  

  

    
Verifikasi       

  

    
    

  

  
       
  

  

STS 

" SP 
STBP/Bukti Penyetoran Ma Uvaga 
Lain Yg Sah 

STBP/Bukti aa    
      

  
Lain Yg Sah 

        

  
  

  

  
NotefKredit 

AN 

Verifikasi 

Laporan 

Penatu y 

BPKAD , 
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3. Penerimaan Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah 
  

  

  

  

  

    

  

    

       
  

   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

BEND 

WP/RETRIBUSI | BANK JATENG | PENERIMAAN/ Nana Sab A) 

PEMBANTU 

SKP 

| DAERAH/SKR 

Bea Ta 

SKP SKP 

DAERAH/SKR DAERAH/SKR 

Input 

Aplikasi 

Penatu 

STS STS 

STS 

Pembayaran : Tang 

| Nota 

| Nota Kredit 

Kredit 

Nota 

Nota Kredit 

Kredit La 
na Nela ai Ga DN     

  Verifikasi 

Penatu 

Penerimaan 
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4. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan / Pembantu 
  

BEND 

  

    

        

    

BEND PENGGUNA BUD 
PENERIMAAN PPK-SKPD 
PEMBANTU PENERIMAAN ANGGARAN (AKUNTANSI) 

BPK, SKR, STS BPK, SKR, STS SPJ 
& STBP/ Bukti & STBP/ Bukti   

  
Penerimaan 

Lain Yg Sah Lain Yg Sah 

   

    
    
   

      
    
   

Buku 

Penerimaan 

& Penyetoran 

   Buku 
Penerimaan 

& Penyetoran 

    

  

   

    

Buku 

Pembantu 

   

  

Buku 

Pembantu 

Register 
STS 

h 

SPJ Verifikasi 

Penerimaan | 

SPJ 

Penerimaan 

       

  

  

Register 
STS   SPJ 

Penerimaan 
  

  

  
  

          

       

   "PI Verifikas 
          
SPJ 

  
Penerimaan 
-. 
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E. FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

l: 

2, 

3 

4 

3. 

6 

7 

8 

9 

10. 

1. 

12. 

13. 

14. 

1s. 

16. 

ra 

18. 

19. 

20. 

21 

22. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (Format 11.1) 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Format 11.2) 

Surat Tanda Setoran (Format 11.3) 

. Tanda Bukti Pembayaran (Format 11.4) 

Buku Penerimaan dan Penyetoran (Format 11.5) 

Register STS (Format 11.6) 

Buku Pembantu Per Rincian Objek (Format 11.7) 

Buku Penerimaan PPKD (Format 11.8) 

SPJ Pendapatan Administratif (Format 11.9) 

SPJ Pendapatan Fungsional (Format 11.10) 

Register Pengiriman dan Pengesahan  Pertanggungjawaban 

Penerimaan (Format 11.11) 

Register Penerimaan Pertanggungjawaban Penerimaan (Format 

13.12) 

Register Pengesahan Pertanggungjawaban Penerimaan (Format 

11.13) 

Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan (Format 

11.14) 

Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan 

(Format 11.15) 

Berita Acara Pemeriksanaan Kas (Format 11.16) 

Buku Bantu Kas Penerimaan Murni (Format 11.17) 

Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah (Format 11.18) 

Laporan Realisasi Penerimaan Daerah (Format 11.19) 

Berita Acara Rekonsiliasi (Format 11.20) 

.Formulir Verifikasi Pencairan Insentif Retribusi Daerah (Format 

11.21) 

Rekap Pengembalian Pendapatan (Format 11.22)
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Format 11.1 
      

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                    
      
  

Pen SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH K 
KABUPATEN (SKP-DAERAH) NO URUT Sa 

PEMALANG 

MASA 

TAHUN 

NAMA 

ALAMAT 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 

TANGGAL JATUH TEMPO 

NO KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH (Rp) 

1 

2 

3 
4 

5 

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak 

Jumlah Sanksi: a. Bunga 

b. Kenaikan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan unair n ara ankannenanan Kane em aa agan ana BNN Bag AN AGAN ASN APA Ne DN NATA Danar sa me R Nm ana 

PERHATIAN : 
1: Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan ................. 

2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima 

(tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 Yo perbulan 
  

a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(Tanda tangan) 

  

TANDA TERIMA 

NAMA anna Ma Tn NN na Sae abi aaatasenntana TANGGA Peer er iron ratan 

ALAMAT arang sanantarna 

NPWPD NN Na Yang menerima, 

(Tanda tangan) 

(nama lengkap)     
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- 182 - 

Format 11.2 

PEMERINTAH 

KABUPATEN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI NO. URUT :........ 

PEMALANG (SKR) 

NAMA 

ALAMAT 

NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) 

TANGGAL JATUH TEMPO 

NO KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI JUMLAH (Rp) 

1 

2 

3 
4 

5 

Jumlah Ketetapan Retribusi 

Jumlah Sanksi: a. Bunga 

b. Kenaikan 

Jumlah Keseluruhan: 

DENGAN NUKUI nenen earannen nana Na en na H ane An Nam ENAN AS AEpaansa Oam WAN DAN ANTAR KEREN NKENFANEN ASET NP NELNBINO KARBON OT 

1, Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan ............... 

25 Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima 

(tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 Yo perbulan 

PA otong TANGGA ee haman 

Pengguna Anngaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

(Tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

Man Meta bek SERA AN NS UUT KAMAR neon MRI: POTONG KOS IN Mae On Tae ata taat MN It aa TAg aa Nia ega TA Ne Sat 

TANDA TERIMA NO URUT Semanan 

” NAMA Au ON aan ben en ta NN Aa MAAN ira ena ena MN oli TU ani ae MAU Nanga an era an 

ALAMAT 

NPWR : AN OKA NONA PSA BN SNN TENSNEKAENYeTA PAS NAS NA saNaNN Yang menerima, 

(Tanda tangan) 

(nama lengkap)      
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Format 11.4 

    

  
KABUPATEN PEMALANG 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

NOMOR BUKTI..... 
  

  
te 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ..................oooWoo.o 

Telah menerima uang sebesar RP ...........oocooooooooo 

(denga MUA ea ea aa PSA en meme EN Ma NAN ARA eU ren ANK KKN PETA MPN VA TAN Ge A Tn en Kan era Tempa AB Ia 

  

  

  

  

  

                      
  

Dari Nama 

Alamat 

Sebagai pembayaran 

Kode Rekening Jumlah (Rp.) 

Tanggal diterima uang SN AN etninenausatunaa 

Mengetahui, 

Penerima Pembayar/Penyetor 

(Tanda tangan) (Tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

NIP. 

Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga 

Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu 

Salinan 2 : Arsip 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

BENDAHARA PENERIMAAN 

  

  
Format 11.5 
  

  

  

  

  

                
  

  

        

  

        

SKPD 

Periode 

Nora Penerimaan Penyetoran 

or Tg| No. aa ar sn Uraia | Jumla | Tg | No. | Jumla Pe 

1 | Buk Na y 5 n h 1lsr| nh 
ti 8 S 

1 2 3 4 5 6 Ih 8 9 10 1 

Jumlah bulan ini 

Jumlah s.d bulan lalu 

Jumlah s.d bulan ini 

Juna Penenmaan Et aa tani Nada anna nana nuaae neo anon ana 

Jumlahyane Disetorkan an Re pen den menata n Saman pat na nann nanas 

Saldo'Kas'di Bendahara Penerimaan | 5 otetatesa vena nesanat naas Pawan 

Terdiri atas : 

psrunat sebesar aa ana san sannanunanan anne 

bABanksebesan NN nanang anna anunngananegn 

EsLainnyan MMA Ken ennaeno nana ana Dahan 

Mengetahw/Menyveryu Ya en , tanggal 
Penuaa bekantan NE an aan 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 

Cara Pengisian : 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 

" 1) 
2) 
3) 
9 

5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan 

Bendahara Penerimaan 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 

Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara penerimaan, bank, / melalui kas umum 
daerah. 

Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah. 
Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekeing 
Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah 
Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran 
Kolom 9 diisi dengan Nomor STS 

10) Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor 
11) Kolom 11 diisi dengan keterangan jika diperlukan 
12) Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan dan berdasarkan laporan 

fungsional BPP" 
13) Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan dan berdasarkan 

laporan fungsional BPP “ 
14) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara 

penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupun lainnya. 
15) Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai 

x 

nama jelas“ 
Diisi hanya pada saat penutupan akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

1 
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P
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P
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11.6 
 
 

 
 

No. 
| 

No. 
ST S 

Tanggal 
Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah 
Penyetor 

K
e
t
e
r
a
n
g
a
n
 

 
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

 
 

 
 

  
  

  
  
 
 

 
 

  
  

  
  

  
 
   

  
  

  
 
 

Mengetahui/Menyetujui 
P
e
n
g
g
u
n
a
 
A
n
g
g
a
r
a
n
 

N
a
m
a
 

M
P
a
 

mrarana 

B
e
n
d
a
h
a
r
a
 
P
e
n
e
r
i
m
a
a
n
/
P
e
n
e
r
i
m
a
a
n
 
p
e
m
b
a
n
t
u
 

N
a
m
a
 

NIP. 
....... 

"
o
.
.
o
o
o
o
o
o
.
c
c
o
o
o
.
c
c
o
c
o
o
.
.
.
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Format 11.7 
      

KABUPATEN PEMALANG 

BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN 

SKPD 

Kode Rekening 
Nama Rekening : 

Jumlah Anggaran SEP see tan fana 

Tahun Anggaran : 

  

  

Nomor Nenen Ba Nomor STS & Bukti Iaalaa 
Penerimaan dan Tanggal Setor . 2 

Urut Penerimaan Lainnya (Rp) 
Penyetoran 

1 2 3 4 5 
  

  

        
  

Jumlah Bulan ini 

Jumlah s.d. Bulan Lalu 

Jumlah s.d. Bulan Ini       

Mengetahui, ea EA s tanggal... ce 

Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 
NIP. NIP. 

Cara Pengisian : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
2. Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan. 

3. Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya. 

- 4. Kolom 4 diisi dengan Nomor TS/Bukti Penerimaan Lainnya. 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Setoran STS/ Bukti Penerimaan 
Lainnya.
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Format 11.8 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
BUKU PENERIMAAN PPKD 

. BENDAHARA PENERIMAAN PPKD 

  

  

No Tangga Nota Bukti Kode Uraian Jumlah Keterangan 
1 Kredit Lain Rekeni 

ng 

Il 2 3 4 5 6 T 8 
  

                
  

Jumlah Bulan ini 

Jumlah s/d Bulan Lalu 
Jumlah s/d Bulan ini 

  

        

Mengetanu/Menyenyw se ar AN en tata tanggal 2 eeraraeann 

PPKD Bendahara Penerimaan PPKD 

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) (Nama Jelas) 

GP aer enesenuseaan NIP: Tenngnessansnan 

Cara Pengisian : 

1) Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

2) Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 

3) Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan 

4) Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apabila tidak menggunakan nota kredit. 

5) Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan. 

6) Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekeing 

Z7) Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan 

8) Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan 

9) Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama atu bulan“ 

10)Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan lalu“ 

11)Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan PPKD disertai 

nama jelas 

x Diisi hanya pada saat penutupan akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.
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Pengguna 

Anggaran 

Bendahara 
Penerimaan 
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P
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SKPD 

(SPJ 
P
E
N
D
A
P
A
T
A
N
 

- A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
S
I
)
 

 
 

F
o
r
m
a
t
 

11.9 
  

  
 
 

(dalam 
rupiah) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

  
  

 
 

sampai 
dengan 

Bulan 
Lalu 

Bulan 
ini 

Sampai 
dengan Bulan 

ini 

Kode 
, 

Jumlah 
Jumlah 

Jumlah 
Sisa 

. 
: 

Uraian 
yang 

Sisa 
Anggaran 

yang 

Rekening 
Anggaran 

Penerimaan 
Penyetoran 

Sisa 
Penerimaan 

Penyetoran 
Sisa 

Anggaran 
Anggaran 

Belum 
Belum 

Terealisasi 
/ 

Lean 
yang 

Teah 
Disetor 

Pelampauan 
Anggaran 

Terealisasi 
Disetor 

Za 
9 

-(8- 
NN 

. 
12 

— 
(11- 

ra. 
It 

2 
3 

4 
5 

(5-4) 
7 

8 
7 

10 
— 

(447) 
11 

— 
(548) 

10) 
13 

— 
(3-10) 

Jumlah 

Nagan gO SIN YAEePU 
, tanggal 

M
e
n
y
e
t
u
j
u
 a
a
 

Se 
Anh 

SA 
T
a
b
a
n
a
n
 

AN 
Na 

aa 
aa T

n
 

Ke 
n
a
a
 

laa 
S
a
 

n
a
a
 

Pengguna 
Anggaran 

Bendahara 
Penerimaan 

(Tanda 
tangan) 

(Tanda 
tangan) 

(nama lengkap) 
(nama 

lengkap) 

Catatan: 

Format 
ini 

digunakan 
oleh 

Bendahara 
Penerimaan 

dalam 
rangka 

melakukan 
pertanggungjawaban 

secara 
Administratif 

ke 
Pengguna 

Anggaran 
melalui 

PPK-SKPD 
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Cara Pengisian : 

L 

2 

3 

10. 

10. 

Y. 

Ie. 

13: 

Kolom 1 diisi dengan kode rekening 

Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening 

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 

atas masing-masing kode rekening 

Kolom 4 diisi dengan Jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing 

kode rekening sampai dengan bulan lalu 

Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat 

Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan bulan lalu 

Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan 

lalu yang belum disetor (Kolom 5 dikurangi Kolom 4) 

Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini 

Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi telah disetor 

berdasarkan STS/dokumen lainnya bulan ini 

Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum 

disetor (Kolom 8 dikurangi kolom 7) 

Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan 
lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (Kolom 4 ditambah kolom 

7) 
Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor s/d bulan lalu ditambah 

dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/dokumen lainnya 

(Kolom 5 ditambah Kolom 8) 

Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi s/d bulan ini belum 

disetor (Bulan lalu ditambah bulan ini) (Kolom 11 dikurangi kolom 10) 

Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi 

(jumlah anggaran setahun dikurangi dengan jumlah pendapatan yang telah 

terealisasi) Kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah dalam kolom 13 

bernilai negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan
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P
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(dalam 
rupiah) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 

sampai 
dengan 

Bulan 
Lalu 

Bulan 
ini 

Sampai 
dengan 

Bulan 
ini 

Kode 
, 

Jumlah 
Jumlah 

Jumlah 
cysn 

vs 
Sisa 

Anggaran 
yang 

Uraian 
K
a
 

yang 
Belum 

Terealisasi 
/ 

Rekeni 
A 

ran 
: 

: 
: 

5 
A
n
g
g
a
r
a
n
 

ggaran 
um 

Terealisasi 
ng 

ngga 
Penerimaan 

Penyetoran 
Sisa 

P
e
n
e
r
i
m
a
a
n
 

Penyetoran 
Sisa 

yang 
yang 

Telah 
A
a
 

Pelampauan 

Terealisasi 
Disetor 

Anggaran 

1 
2 

3 
4 

5 
z 

7 
8 

9 518-7) | 
1051447 | 

5497 | 
R
A
I
 

13 - (3-10) 
(5-4) 

10) 

Jumlah 

Pan Maa M
a
a
 

, tanggal 
......... 

Mengetahui, 

Pengguna 
anggaran 

Bendahara 
Penerimaan 

(Tanda 
tangan) 

(Tanda 
tangan) 

(nama lengkap) 
(nama lengkap) 

NIP. 
NIP. 

Catatan: 
Format 

ini 
digunakan 

oleh 
Bendahara 

Penerimaan 
dalam 

rangka 
melakukan 

pertanggungjawaban 
secara 

Fungsional 
ke 

BPKAD 
Bidang 

Akuntansi 
dan 

Aset 
Daerah 
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Cara Pengisian : 

1, 

. 

3 

10. 

10. 

11. 

12 

13 

Kolom 1 diisi dengan kode rekening 

Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening 

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 

atas masing-masing kode rekening 

Kolom 4 diisi dengan Jumlah pendapatan yang terealisasi atas masing-masing 

kode rekening sampai dengan bulan lalu 

Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor berdasarkan Surat 

Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan bulan lalu 

Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu 

yang belum disetor (Kolom 5 dikurangi Kolom 4) 

Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada bulan ini 

Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi telah disetor berdasarkan 

STS/dokumen lainnya bulan ini 

Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini yang belum 

disetor (Kolom 8 dikurangi kolom 7) 

Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan 

lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (Kolom 4 ditambah kolom 7) 

Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor s/d bulan lalu ditambah 

dengan pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan STS/dokumen lainnya 

(Kolom 5 ditambah Kolom 8) 

Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi s/d bulan ini belum 

disetor (Bulan lalu ditambah bulan ini) (Kolom 11 dikurangi kolom 10) 

Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi 

(jumlah anggaran setahun dikurangi dengan jumlah pendapatan yang telah 

terealisasi) Kolom 3 dikurangi kolom 10, jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai 

negatif berarti terjadi pelampauan pendapatan
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Format 
11.11 
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(SPJ). 

No. 
- 

Jumlah 
SPJ 

a33 
U
r
 

Tanggal 
Uraian 

(Rp) 
Uraian 

1 
2 

3 
4 

5 

a
n
 

Tan ppa 
s
n
 

tatanan 
Mengetahui 

Pengguna 
Anggaran 

Bendahara 
Penerimaan 

(tanda 
tangan) 

(tanda 
tangan) 

(nama 
lengkap) 

(nama 
lengkap) 

NIP. 
NIP. 
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(SPJ). 

No. 
: 

Jumlah 
SPJ 

n 
Urut 

Tanggal 
Uraian 

(Rp) 
Uraian 

4 
2 

3 
4 

5 

Anas nsangaataN 
»tanggak 

S
k
 

anga 

Mengetahui, 

Pengguna 
Anggaran/Kuasa 

Pengguna 
Anggaran 

P
P
K
D
 

(tanda 
tangan) 

(tanda 
tangan) 

(nama 
lengkap) 

(nama 
lengkap) 

NIP. 
NIP. 
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(SPJ). 

No. 
5 

Jumlah 
SPJ 

: 
Urut 

Tanggal 
Uraian 

(Rp) 
Uraian 

1 
9 

3 
4 

5 

PN 
anar apa 

M
A
N
G
G
A
 

P
e
 

eteraan 

Mengetahui, 

Pengguna 
Anggaran/Kuasa 

Pengguna 
Anggaran 

P
P
K
D
 

(tanda 
tangan) 

(tanda 
tangan) 

(nama 
lengkap) 

(nama 
lengkap) 

NIP. 
NIP. 

   



jdih.pemalangkab.go.ididih.pemalangkab.go.id J p g g Pe 

  

Format 11.14 
      

KABUPATEN PEMALANG 

  

SURAT PENOLAKAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN (SPJ) 

Nomor Na meat Kepada Yth. 

Lampiran SA nanas Bendahara Penerimaan 
Perihal : renclakan:SP3 ii ea TON Pan engan Riana nia eaant ta : 

Berdasarkan hasil pemeriksaaan terhadap SPJ Saudara pada periode........... tanggal.......... 

bulan... tahunan , ditemukan kesalahan sebagai berikut: 

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggunjawaban Saudara sebesar Rp...................... 

pada tanggal ......oooo.o.i bulanan CANUN cmn (bulan SPJ) tidak dapat disahkan untuk 
dicatat sebagai saldo tanggal ......................... DUA Na aer aa nee ANU naa 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 

as Kepala PPKD. 

2. Kepala Badan Pengawasan Daerah. 

3. Arsip.
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Format 11.15 

KABUPATEN PEMALANG 

REGISTER PENOLAKAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN (SPJ) 

Halaman...... 

Jumlah 

No.Urut Tanggal & Nomor Uraian SPJ Keterangan 

(Rp) 
1 2 3 4 5 

Jumlah 

Mengetahui“ ea Beban Una an ea ma ena ,tanggal............. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD 

NIP. 

Cara Pengisian: 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan SPJ. 

Kolom 3 diisi dengan uraian alasan penolakan SPJ. 

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang ditolak. 

Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan. 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
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Format 11.16 

KABUPATEN PEMALANG 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

Pada hari ini..................... CANGGAI....donxo..co- esa” Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap Apaan ena alan 
Jabatan EN nona tem Pasta 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun ...., kami melakukan pemeriksaan setempat 
pada : 

Nama Lengkap NN An ANE. MIN 
Jabatan SAN aan na kd An 

berdasarkan Keputusan Bupati Nomor.......... Tanggal.............. ditugaskan mengurus uang berdasarkan 
hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan 
sebagai berikut: 

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut 
adalah: 
a. Uang kertas z2 Rp. 

b. Uang logam 2 Rp. 
€ SP2D & alat pembayaran lainnya yang belum - Rp. 

dicairkan 
d. Saldo Bank 2. Rp. 
e.  Surat/barang/benda berharga yang diizinkan - Rp. 

Jumlah z2 Rp. 

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register z2 Rp. 
dan lain sebagainya berjumlah 

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU dan z2 Rp. 
saldo kas tunai 
Penjelasan perbedaapasiannegatt Ed rnmernet ana eka ea kala Dn NADA Tama mana man KE Nenas ae Pane kas 

Net urnsanss yeah (UANG Hat itenraa 

Yang diperiksa, Yang memeriksa, 
Pengguna Anggaran/ 

Bendahara Kuasa Pengguna Anggaran 
Penerimaan/Penerimaan 

Pembantu 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 
NIP. NIP.
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Format 11.17 
  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 

BUKU BANTU KAS PENERIMAAN MURNI 

PER UNIT KERJA 

  

Tanggal : 

UNIT KERJA/ BADAN/ DINAS : 

- Kode Rekening Uraian Penerimaan 
Urut 

(Ro) 

  

      
Jumlah penerimaan tanggal 
  

Jumlah s/d yang lalu 
      Jumlah s/d Tanggal   
  

A.n. Kepala Bidang Perbendaharaan 
IKAN DONG Kenos ee nsennoten
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TAHUN ANGGARAN . 

  

Format 11.18 
      

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN DAERAH 

REKENING KAS 0 .oco.coccoceusunuusunssassauusuuaua 

  

    

Kode Rekening 

  

Uraian 

Tanggal 

  

Penerimaan 

  

  

PT. Bank Jateng 
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P
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BERITA ACARA REKONSILIASI 

Pada Hari ini Tanggal.......... , Yang Bertandatangan dibawah ini kami : 

Nama 

NIP 

Pangkat 

Jabatan 

Nama 

NIP 

Pangkat 

Jabatan 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan Rekonsiliasi data Realisasi 

Pendapatan yang khusus 

dikelola Dinas ......... Panen , dengan rincian sebagai berikut : 

  

NO URAIAN PENDAPATAN 
HASIL REKONSILIASI 
  

DINAS....... KASDA Te ti 
  

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

1 PAJAK DAERAH 

a 

b 

c 

2 Retribusi Daerah 

a 

b 

G 

3 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 

a 

b 

Cc 

4 PENERIMAAN LAIN-LAIN 

a 

b 

c             

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan oleh pihak yang 
berkepentingan seperlunya. 

An. Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 

Kepala Bidang Perbendaharaan 

.ocococococorua 

a/n Kepala Dinas 
oo... 

Kabupaten Pemalang 

Kepala Bidang.......... 

so.ocorccococarunan 
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Format 11.21 
      

Pemerintah Kabupaten Pemalang 

FORMULIR VERIFIKASI PENCAIRAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH 

Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 

PON nee Mn red Tahun Anggaran .............. 

  

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

          

  

  

  

  

          
  

  

  

  

                

na Lebih/ 
, Anggaran Realisasi 

R Kode Uraian 28 (kurang) Yo 
ekening 

Rp Rp Rp 

JUMLAH 

Mendasarkan hal tersebut maka SKPD ..................... Berhak mendapatkan insentif 
Sebesar RP L...o.oWico. dengan perhitungan |»... dAri Rp. Le. revenneeoaner 

Pemalang maan eta Dra 

SKPD 
No Nama NIP Jabatan TTD/Stempel 

Kepala SKPD 
Sekretaris SKPD 
Kasubag Keuangan 

BPKAD 
No Nama NIP Jabatan TTD/ Stempel 

Kabid Perbend 
Kasubbid 
Staf Bid Perbend 

DPPAD 
No Nama NIP Jabatan TTD/Stempel 

Kabid Retribusi 
Kasi Retribusi 
Staf Bagian Retribusi 

Keterangan : 

Formulir dibuat rangkap 4 (empat) untuk SKPD, Bapenda, BPKAD Bidang Perbendaharaan dan 

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REKAPITULASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN 

PERIODE cengai 

TAHUN ANGGARAN .......... 

SKPD INN anne nona unonasggatp 

  

NOMOR 
NO SP2D TANGGAL SP2D KETERANGAN JUMLAH (RP.) 
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

JUMLAH TRIWULAN INI 
  

JUMLAH SD. TRIWULAN LALU 
  

JUMLAH SD. TRIWULAN INI        



jdih.pemalangkab.go.id
- 205 - 

XII. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

KETENTUAN UMUM 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang "nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening 

Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana 

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja 

daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan 

wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam 

mempertanggung-jawabkan pelaksanaan belanja tersebut, PPTK harus 

melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran 

dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen penggunaan 

anggaran diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar bagi 

Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggungjawaban 

(SPJ). Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari setiap transaksi yang 

telah dilakukan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan 

kedalam buku bendahara 

Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. 

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 

tersebut terdiri atas: 

» Pertanggungjawaban Penggunaan UP 

» Pertanggungjawaban Penggunaan TU 

« Pertanggungjawaban Administratif 

“« Pertanggungjawaban Fungsional 

Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja 

adalah sebagai berikut: 

1. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit 

SKPD.
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2. Dalam proses belanja menggunakan ut, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan 

pembayaran secara langsung kepada penyedia barang/jasa atau 

melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK. 

3. Pembayaran belanja secara langsung kepada penyedia barang/jasa 

atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih 

dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota 

Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK. 

4. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai 

melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK. 

5. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, 

PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui 

transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 

belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening 

PPTK. 

6. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan 

uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

1. SKPD 

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

b. Bendahara Pengeluaran/Pembantu 

c. PPK-SKPD 

ce PPTK 

2. BPKAD 

a. Bidang Perbendaharaan BPKAD 

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD 

3. Bank Jateng 

C. KETENTUAN PELAKSANAAN 

1. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar 

a. Pengajuan Uang Panjar 
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PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan 

rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD. 

PPTK menyiapkan NPD. 

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk 

mendapatkan persetujuan. 

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran / 

Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non 

tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening 

PPTK. 

b. Pelaksanaan Belanja 

1) 

2) 

3) 

1) 

Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan 

belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. 

Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk 

mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat 

keabsahan belanja secara materiil. 

Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau 

pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun 

rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri 

dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan 

kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai 

bahan pertanggungjawaban belanja. 

Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat 

kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan 

pembayaran tersebut secara non tunai melalui 

pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke 

rekening PPTK. 

Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat 

kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian 

kelebihan uang panjar secara non tunai melalui 

pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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2. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar 

a. PPTK mengajukan NPD berisi rencana belanja kepada PA/KPA 

melalui bendahara  pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu. 

b. Berdasarkan NPD yang telah disetujui PA/KPA, bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan 

pembayaran/transaksi belanja langsung kepada pihak ketiga. 

c. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

/PPTK mendapatkan bukti transaksi. 

d. Bukti transaksi disusun dalam tanda bukti pengeluaran dan 

rekapitulasi belanja per sub kegiatan. 

3. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran 

a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: 

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran. 

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan. 

3) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan 

atas pencatatan/pendaftaran BMD. 

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 

dalam bukti transaksi. 

b. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, 

Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan 

perbaikan atau penyempurnaan. 

c. Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ 

Penggunaan UP. 

D. ALUR PROSEDUR 

1. Bendahara Pengeluaran SKPD 

a. Pembukuan Bendahara 

Pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan : 

1) Buku Kas Umum (BKU) 

2) Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti : 

a) Buku Pembantu Kas Tunai, 

b) Buku Pembantu Simpanan/Bank: 
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c) Buku Pembantu Pajak, dan 

d) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. 

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan pembukuan adalah: 

1) SP2D UP/GU/TU/LS, dan 

2) Bukti transaksi yang sah dan lengkap dan Dokumen-dokumen 

pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

yang berlaku. 

a) Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU 

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan 

proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU/TU 

ke dalam BKU dan Buku Pembantu yang terkait. Proses 

pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran 

menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD. 

Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di 

SP2D sebagai “Penerimaan SP2D” di: 

(1) BKU pada kolom penerimaan, dan 

(2) Buku pembantu Simpanan/Bank pada kolom 

penerimaan 

b) Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan 

(1) Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan 

uang yang ada di kas tunai maka berdasarkan bukti- 

bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, Bendahara 

melakukan pembayaran dan pembukuan sebesar nilai 

belanja bruto sebagai “belanja” di: 

(a) BKU kolom pengeluaran, 

(bb Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom 

pengeluaran, dan 

(c) Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom 

UP/GU/TUu, 

(2) Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari 

rekening bank, Bendahara Pengeluaran melakukan 

pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai 

“belanja” di : 

(a) BKU kolom pengeluaran, 

 



jdih.pemalangkab.go.id

  

- 210 - 

(b) Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom 

pengeluaran, dan 

(c) Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom 

UP/GU/TU. 

(3) Apabila Bendahara Pengeluaran/ melakukan pungutan 

pajak atas transaksi belanja di atas, Bendahara 

Pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah 

pajak yang dipotong sebagai “pemotongan PPh/PPN” di: 

(a) BKU kolom penerimaan, dan 

(b) Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan. 

(4) Ketika Bendahara Pengeluaran menyetorkan atas 

pungutan pajak, bendahara Pengeluaran melakukan 

pembukuan sebesar pajak yang disetorkan sebagai 

“setoran PPh/PPN” di : 

(a) BKU pada kolom pengeluaran: dan 

(b) Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran. 

c) Transaksi Non Tunai 

Transaksi belanja APBD dilaksanakan secara non tunai. 

Namun demikian terdapat pengeluaran yang dikecualikan dari 

ketentuan non tunai antara lain: 

(1) pengeluaran vakasi/jasa administrasi peserta mengikuti 

rapat-rapat, 

(2) pengeluaran belanja bantuan yang bersifat santunan, 

(3) pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan: 

(4) pengeluaran belanja rumah tangga dan makan minum di 

luar kantor: 

(S5) pengeluaran belanja perjalanan dinas: 

(6) pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat 

terjadi bencana alam, 

(7) pengeluaran untuk pembelian cek dan benda pos: dan 

(8) pengeluaran belanja barang/jasa sampai dengan 

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
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d) Bentuk Kontrak dan Bukti Pertanggungjawaban Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, 

kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat 

  

  

  

  

  

  

  

pesanan: 

Nilai Bukti 

Bukti 

pembelian/ 

s.d. Rp.10.000.000,- perabayatan, 
seperti nota, 

struk 

pembelian 

Diatas Rp.10.000.000,- s.d. Rp.50.000.000,- | Kuitansi 

Pengadaan Barang 

Diatas Rp.50.000.000,- s.d. Rp.200.000.000,- su 

Pengadaan Jasa 

Diatas Rp.50.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,- 

Pengadaan Barang Diatas Rp.200.000.000,- Surat 

Pengadaan Jasa Diatas Rp.100.000.000,- Perjanjian         

  

  

  

e) Bukti-Bukti Belanja 

(1) Perjalanan Dinas 

Dinas Luar Daerah Dinas Dalam Daerah 

1 Surat Perintah Tugas Surat Perintah 

2 Surat Perintah Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas 

(SPPD) ditandatangani oleh (SPPD) ditandatangani 

PA/ KPA oleh PA/KPA 

3 Rincian dan Tanda terima Rincian dan Tanda 

pembayaran kepada pelaksana terima pembayaran 

perjalanan dinas 1 kepada pelaksana 

4 Bukti pembayaran transportasi perjalanan dinas 

(Tiket/ Karcis, Kwitansi, Boarding Bukti Transfer (jika 

Pass, AirPort Tax, Retribusi, Biaya transaksi non tunai) 

tol, biaya taksi, BBM) Laporan Perjalanan 

5 Bukti pembayaran Dinas, termasuk 

hotel/ penginapan/ akomodasi waktu (kurang/lebih 

6 Bukti Transfer (jika transaksi non dari 8 jam) 

tunai) 

7 Laporan Perjalanan Dinas.        
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(2) Makanan dan Minuman 

  

Makanan dan Minuman Rapat 
Makanan dan Minuman 

Tamu 
  

  

ND
 

2»
 

Bukti pembayaran: 

- Kwitansi/Nota/Struk Pembelian 

(bermaterai untuk transaksi 

diatas Rp.5.000.000,-) 

- Bukti transfer (jika transaksi 

non tunai) 

Undangan 

Daftar hadir atau tanda terima 

undangan 

Surat Setoran Pajak 

Jika belanja diatas 

Rp.10.000.000,- dilengkapi 

dengan HPS   

1 Bukti pembayaran: 

- Kwitansi/Nota/ Struk 

Pembelian (bermaterai 

untuk transaksi diatas 

Rp.5.000.000,-) 

- Bukti transfer (jika 

transaksi non tunai) 

2 Surat Setoran Pajak 

3 Jika belanja diatas 

Rp.10.000.000,- 

dilengkapi dengan HPS 

  

(3) Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Cetak 

(a) Bukti pembayaran: 

- Kwitansi/Nota/Faktur/Struk Pembelian (bermaterai 

untuk transaksi diatas Rp.5.000.000,-) 

- Bukti transfer (jika transaksi non tunai) 

(b) Surat Setoran Pajak 

(c) Jika belanja di atas Rp.10.000.000,- dilengkapi dengan 

HPS. 

(4) Belanja Sewa 

(a) Bukti pembayaran: 

- Kwitansi/ Nota/ Faktur/ Struk sewa (bermaterai untuk 

transaksi diatas Rp.5.000.000,-) 

- Bukti transfer (jika transaksi non tunai) 

(b) Surat Setoran Pajak 

(5) Belanja Surat Kabar 

Bukti pembayaran: 

- Kwitansi/Nota/Faktur/Struk — Pembelian (bermaterai 

untuk transaksi diatas Rp.5.000.000,-) 

- Bukti transfer (jika transaksi non tunai) 

(6) Belanja Surat Kabar dan Dokumentasi/ Publikasi 

Bukti pembayaran: 

- Kwitansi/Nota/Faktur/Struk Pembelian (bermaterai 

untuk transaksi diatas Rp.5.000.000,-) 

- Bukti transfer (jika transaksi non tunai) 
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(7) SPJ Honor & SPJ Uang Saku (Non ASN) 
  

Honor Uang Saku 
  

  

1 Tanda Terima Honor 

SK untuk Pemberian 

Honorarium Tim 

3 Bukti Transfer (jika 
transaksi non tunai) 

4 Surat Setoran Pajak.   

Tanda Terima Uang 

saku/Transpport 

Undangan 

Bukti Transfer (jika transaksi non 

tunai) 

Surat Setoran Pajak 
  

(8) SPJ Upah Tukang/ Kuli dan Upah Tenaga 

Pendamping/ Penyuluh 
  

Upah Tukang/ Kuli Upah Pendamping/ Penyuluh 
  

  

a. Tanda Terima Honor 

Roolstart disertai tanda 

tangan harian 

c. Bukti Transfer (jika 

transaksi non tunai) 

21 

  

. Tanda Terima Uang saku/ 

Transpport 

. SK dan dasar pengikatan sebagai 

tenaga pendamping/ penyuluh 

. Bukti Transfer (jika transaksi non 

tunai) 
  

f) Pembukuan Belanja Melalui LS 

(1) Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa 

(a) Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan 

barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran 

menerima SP2D LS barang dan jasa dari BUD atau 

Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan 

dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum 

  

  

  dikurangi potongan) sebagai “belanja pengadaan 

barang danjasa “ di : 

» BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada 

tanggal yang sama, dan 

» Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait 

pada kolom belanja LS. 

(b) Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja 

pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran 

melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang 

dipotong sebagai “pemotongan PPh /PPN” di: 

» BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada 

tanggal yang sama: dan 
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e Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan 

kolom pengeluaran pada tanggal yang sama. 

(2) Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan 

Tunjangan 

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan 

Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran 

menerima SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui 

Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar 

jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) 

sebagai “belanja gaji dan tunjangan” di : 

(a) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran, dan 

(b) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom LS, 

untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan 

yang terdapat di SP2D. 

b. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya 

Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam 

kewenangannya. Pertanggung-jawaban tersebut terdiri atas : 

1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan 

a) Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban 

penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU. 

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen 

yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban 

Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja 

yang sah. 

b) Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban 

uang persediaan adalah sebagai berikut : 

(1) Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang 

menggunakan uang persediaan. 

(2) Berdasarkan bukti-bukti tersebut Bendahara 

Pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam 

Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan 

program dan kegiatan masing-masing. 

f LA.
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(3) Laporan  Pertanggungjawaban Uang Persediaan 

tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU. 

2) Pertanggungjawaban Penggunaan TU 

a) Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban 

penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah 

habis/ selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan 

atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU 

diterima. 

b) Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen 

yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban 

Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampiri 

dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap. 

c) Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban 

TU adalah sebagai berikut : 

(1) Bendahara Pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti 

belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang 

persediaan, 

(2) Apabila terdapat TU yang tidak digunakan Bendahara 

Pengeluaran melakukan setoran ke kas umum daerah. 

STS atas penyetoran dilampirkan sebagai lampiran 

laporan pertanggungjawaban TU: 

(3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap 

tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang 

persediaan (apabila tambahan uang persediaan 

melebihi belanja yang dilakukan) Bendahara 

Pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam laporan 

pertanggungjawaban tambahan uang persediaan 

sesuai dengan program dan kegiatannya yang 

dicantumkan pada awal pengajuan TU: 

(4) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian 

diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK- 

SKPD: 

(S)PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas 

pertanggungjawaban yang Mak kan oleh bendahara 

pengeluaran, dan 
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(6) Pengguna Anggaran kemudian menadatangani laporan 

pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan. 

3) Pertanggungjawaban Administratif 

a) Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh Bendahara 

' Pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna 

Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah 

anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara 

kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan 

penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

b) Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri 

dengan : 

(1) Buku Kas Umum, 

(2) Laporan Penutupan Kas, 

(3) Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Obyek yang 

disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas 

pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum 

dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang 

dimaksud, 

(4) Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara, dan 

(5) SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c) Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan 

SPJ Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut : 

(1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan laporan 

penutupan kas, 

(2) Bendahara Pengeluaran melakukan rekapitulasi 

jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya 

berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya 

serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek 

untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek, 

(3) Bendahara Pengeluaran menggabungkan rekapitulasi 

tersebut dengan hasil yang ada di SPJ bendahara 

pengeluaran pembantu: 
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(4) Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, 

Bendahara Pengeluaran membuat SPJ atas 

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya, 

(5) Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas 

dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian 

diserahkankan ke PPK-SKPD untuk dilakukan 

verifikasi, dan 

(6) Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran 

menandatangani sebagai bentuk pengesahan. 

4) Pertanggungjawaban Fungsional 

a) Pertanggungjawaban Fungsional dibuat oleh bendahara 

pengeluaran dan disampaikan kepada BPKAD Bidang 

Akuntansi dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut 

berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan 

penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan laporan 

penutupan kas. 

b) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir 

tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja 

terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut 

harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. 

c) Setiap Triwulanan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

melaksanakan rekonsiliasi terhadap pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran bersamaan dengan rekonsiliasi 

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. 

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD 

a. Pembukuan 

Pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran pembantu 

menggunakan: 

1) Buku Kas Umum (BKU) 

2) Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti : 

a) Buku Pembantu Kas Tunai, 

b) Buku Pembantu Simpanan/Bank,
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c) Buku Pembantu Pajak, dan 

d) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. 

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan pembukuan adalah: 

e# SP2D UP/TU/LS, dan 

» Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi 

kelengkapan masing-masing SP2D sebagaimana yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

1) Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan 

a) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 

pembayaran. Atas pembayaran tersebut, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu melakukan pembukuan sebesar 

nilai belanja bruto sebagai “belanja” di : 

(1) BKU kolom pengeluaran, 

(2) Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran: dan 

(3) Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU/TU. 

b) Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari bank, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembukuan 

sebesar nilai belanja bruto sebagai “belanja” di : 

(1) BKU kolom pengeluaran, 

(2) Buku Pembantu Simpanan/ Bank pada kolom 

pengeluaran, dan 

(3) Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran. 

c) Apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 

pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu melakukan pembukuan sebesar 

jumlah pajak yang dipotong sebagai “pemotongan PPh / PPN” 

di: 

(1) BKU pada kolom penerimaan, dan 

(2) Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan. 

d) Ketika penyetoran atas pungutan pajak, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu melakukan pembukuan sebesar 

jumlah pajak yang disetorkan sebagai “setoran PPh/PPN” di 
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(1) BKU pada kolom pengeluaran, dan 

(2) Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran. 

2) Pembukuan Penerimaan SP2D TU 

Pembukuan penerimaan SP2D TU merupakan proses 

pencatatan transaksi penerimaan SP2D TU ke dalam BKU dan 

Buku Pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan 

ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D TU 

dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah 

yang tercantum di SP2D sebagai “penerimaan SP2D” di : 

a) BKU pada kolom penerimaan, dan 

b) Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan. 

3) Pembukuan SP2D LS Barang dan Jasa. 

a) Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan 

barang dan jasa dimulai ketika Bendahara Pengeluaran 

Pembantu menerima SP2D LS barang dan jasa dari BUD 

atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan 

dilakukan sebesar jumlah bruto (sebelum dikurangi 

potongan) sebagai “belanja pengadaan barang dan jasa” di: 

(1) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada 

tanggal yang sama, dan 

(2) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait 

pada kolom belanja LS. 

b) Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja 

pengadaan barang dan jasa, Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak 

yang dipotong sebagai “pemotongan PPh/PPN” di: 

(1) BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran 

pada tanggal yang sama, dan 

(2) Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan 

kolom pengeluaran pada tanggal yang sama. 

b. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya 

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses 

pertanggungjawaban seluruh belanja yang dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pelaksanaan 

APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses
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pembukuaan pengeluaran. Pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran Pembantu terdiri dari : 

1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan 

a) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 

pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan setiap 

akan mengajukan GU. Dalam melakukan 

pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan 

adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan 

dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah. 

b) Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban 

uang persediaan adalah sebagai berikut : 

(1) Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang 

menggunakan uang persediaan. 

(2) Berdasarkan bukti-bukti tersebut Bendahara 

Pengeluaran Pembantu merekapitulasi belanja ke 

dalam Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai 

dengan program dan kegiatan masing-masing. 

(3) Laporan  Pertanggungjawaban Uang Persediaan 

tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU. 

2) Pertanggungjawaban Penggunaan TU 

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan 

pertanggung-jawaban penggunaan TU apabila TU yang 

dikelolanya telah habis/ selesai digunakan untuk 

membiayai suatu kegiatan atau telah selesai sampai pada 

waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 

b. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen 

yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban 

Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan 

dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap. 

c. Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban 

TU adalah sebagai berikut : 

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengumpulkan 

bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan 

tambahan uang persediaan.
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(2) Apabila terdapat TU yang tidak digunakan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu melakukan setoran ke Kas 

Umum Daerah. STS atas penyetoran itu dilampirkan 

sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU. 

(3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap 

tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang 

persediaan (apabila tambahan uang persdiaan melebihi 

belanja yang dilakukan) Bendahara Pengeluaran 

Pembantu merekapitulasi belanja ke dalam Laporan 

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan 

sesuai dengan program dan kegiatannya yang 

dicantumkan pada awal pengajuan TU. 

(4) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian 

diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui 

PPK-SKPD. 

(5) PPK-SKPD kemudian melakukan verifikasi atas 

pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

(6) Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menandatangani 

laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk 

pengesahan. 

3) Pertanggungjawaban Fungsional 

a) Pertanggungjawaban Fungsional dibuat oleh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan disampaikan kepada 

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut 

berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilampiri dengan: 

(1) Buku Kas Umum: dan 

(2) Laporan Penutupan Kas. 

b) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir 

tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja 

terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut 

harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan



jdih.pemalangkab.go.id
- 222 - 

3. Bendahara Pengeluaran PPKD 

a. Pembukuan 

1) 

2) 

3) 

Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD merupakan proses 

pencatatan SP2D-LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan 

Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika 

Bendahara Pengeluaran PPKD meneriman SP2D-LS PPKD dari 

BUD/ Kuasa BUD. 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembukuan 

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah : 

a) BKU Bendahara Pengeluaran PPKD: dan 

b) Buku Pembantu BKU per Rincian Obyek. 

Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang 

diterima adalah sebagai berikut : 

a) Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD menggunakan 

BKU Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Rekapitulasi 

Pengeluaran per Obyek, 

b) Terhadap SP2D LS PPKD yang diterima oleh Bendahara 

Pengeluaran PPKD, transaksi tersebut dicatat di BKU 

Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. 

Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor. Kemudian 

bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU Bendahara 

Pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar 

jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan: 

c) Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU Bendahara 

Pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga dicatat di 

Buku Pembantu per Rincian Obyek. 

b. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya 

1) Bendahara pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban 

atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam 

tanggungjawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pertanggungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam 

melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang 

disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
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2) Dokumen SPJ tersebut dilampirkan dengan : 

a) BKU Bendahara Pengeluaran PPKD, 

b) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek-bendahara 

pengeluaran PPKD yang disertai dengan bukti-bukti 

pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian 

obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per 

rincian obyek dimaksud. 

3) Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ 

bendahara PPKD adalah sebagai berikut : 

a) Berdasarkan buku bendahara pengeluaran PPKD dan 

buku pembantu lainnya, Bendahara Pengeluaran PPKD 

membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya, 

b) Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD dan 

kelengkapannya tersebut kemudian diberikan ke PPK- 

SKPKD untuk dilakukan verifikasi, 

c) Setelah mendapatkan verifikasi, dokumen SPJ Bendahara 

Pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut 

kemudian diberikan kepada PPKD untuk kemudian 

mendapatkan pengesahan, 

d) Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SPJ Bendahara 

Pengeluaran PPKD dan kemudian memberikan dokumen 

SPJ yang sudah ditandatangani kepada Bendahara 

Pengeluaran PPKD. 

4. Bidang Perbendaharaan 

a. Pembukuan Pengeluaran 

1) Mengarsipkan daftar penguji SP2D UP/GU/TU, Gaji dan LS 

Barang/Jasa dilampiri Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan 

Negara Lainnya (khusus gaji) dan Surat Setoran Elektronik 

(SSE) PPN/PPh. 

2) Mencatat SP2D ke dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas dan Buku Pembantu Kas pengeluaran per SKPD. 

b. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 
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Menerima rekening koran dari PT. Bank Jateng setiap hari 

untuk transaksi satu hari sebelumnya sebagai dasar 

penyusunan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH). 

Menyusun Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran setiap hari 

berdasarkan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah dan 

SP2D yang telah dicocokan dengan rekening koran dari PT. 

Bank Jateng. 

Menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

bulanan berdasarkan buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

harian. 

Mengirimkan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran dan 

Buku Kas Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran dengan 

dilampiri STS/bukti lain yang disamakan atau Nota Kredit 

setiap hari ke Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD, 

Mengirim Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bulanan 

dan Laporan Bulanan Atas Realisasi Penerimaan Daerah dan 

Realisasi Pengeluaran Daerah ke Bidang Akuntansi dan Aset 

Daerah BPKAD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, 

Melakukan rekonsiliasi bank setiap bulan dengan cara 

membandingkan posisi saldo kas di bank dengan posisi saldo 

kas menurut LPKH.
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E. BAGAN ALIR PROSEDUR 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN / PEMBANTU 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

    

  

    

  

  

      

    

  

  

  

       

  

      

    
  

    

    

  

   

  

  

     

      

     
  

      

BEND BEND PPK-SKPD PENGGUNA BUD 
PENGELUARAN | PENGELUARAN ANGGARAN 
PEMBANTU 

Bukti Bukti 
Transaksi UP, Transaksi UP, 
GU & TU GU & TU Buku 

(TT Pembantu 
BKU 

| BKU 

| Buku | Buku 

Pembantu Pembantu 
BKU BKU 

BKU BKU 

| SPJ | SPJ 
Pengeluaran Pengeluaran La , 

mbantu Pembantu BKU 

La Verifikasi Peak 

| & Analisis 

SPJ »| Verifikasi 
Pengeluaran 

Lampiran | 

SPJ | 
Pengeluaran 

Lampiran               
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F. FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

L, 

S
T
A
D
 

A
F
 

5
.
 

HA 
A.A 

.
 

DW 
NN
 
-
 0
 

14. 

15. 

16. 

UT 

18. 

19. 

20. 

21, 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

2 

28, 

29 

Nota Pencairan Dana (Format 12.1) 

Buku Kas Umum (Format 12.2) 

Buku Pembantu Kas Tunai (Format 12.3) 

Buku Pembantu Simpanan Bank (Format 12.4) 

Buku Pembantu Pajak (Format 12.5) 

Buku Rincian Objek Belanja (Format 12.6) 

Register SPP/SPM/SP2D (Format 12.7) 

Buku Kas Umum PPKD (Format 12.8) 

Buku Rincian Objek Belanja (Format 12.9) 

. Kartu Kendali Kegiatan (Format 12.10) 

.Surat Bukti Pengeluaran (Format 12.11) 

. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (Format 12.12) 

.Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan (Format 

12.13) 

Laporan Penutupan Kas Bulanan (Format 12.14) 

Berita Acara Pemeriksanaan Kas (Format 12.15) 

SPJ Belanja Administratif (Format 12.16) 

SPJ Belanja Fungsional (Format 12.17) 

LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (Format 12.18) 

Laporan Pertanggungjawaban PPKD (Format 12.19) 

Register Pengiriman/Pengesahan SPJ (Format 12.20) 

Register Penerimaan/Pengesahan SPJ (Format 12.21) 

Surat Penolakan SPJ (Format 12.22) 

Register Penolakan SPJ (Format 12.23) 

Rekapitulasi Pengembalian Belanja (Format 12.24) 

Buku Kas Pembantu Pengeluaran (Format 12.25) 

Laporan Rekonsiliasi Bank (Format 12.26) 

Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 12.27) 

Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format 12.28) 

. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bulanan (Format 12.29)
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HA 

Format 12.1 

SIA DN nan 

NOTA PENCAIRAN DANA 

NOL Lernormenamennsan TANGGA semasa co cco0n 

Jenis NPD :O Panjar O Tanpa Panjar 

PPTK Bika Li 

Program Dombbesisikaaea — 

Kegiatan  enyaneenkesansanan: 

Sub Kegiatan Pes Obb 

No. DPA Beban aan 

Tahun Anggaran nncooooooo sisa 

  

  
  

      
    

  

Jumlah 

Disetujui oleh, Disiapkan oleh, 

Pa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

3 

2g 2 | 

Pa Nama 
ERP PIP na      
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Format 12.2 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

SKPD ensnsnsen 

TAHUN ANGGARAN...... 

BUKU KAS UMUM 

PEriOdet sana secereeratan 

  

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

  

    
      

terdiri dari: 

3. Tunai NI: namanya 

b. Bank Be rebana nbatas ses 

Disetujui oleh, Disiapkan oleh, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Bendahara Pengeluaran/ 

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

2 ) (& 
Nama Nama 

NAP3 eooooooma NIP5 moooconco   
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Format 12.3 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

  
    

Disetujui oleh, Disiapkan oleh, 
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ 

Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran 

2 5 2 
Nama. Nama. 
PUMA MANA inna 
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Format 12.4 

    

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK 
BENDAHARA PENGELUARAN/ 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

SKPD: 

Uraian Penerimaan Saldo 

3 4 6 

  

Mengetahui amanah Tanggal sisa 

Pengguna Anggaran/ Bendahara 
Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu 

(tanda tangan) 

(nama jelas) (tanda tangan) 
NIP (nama jelas) 

NIP. 

Cara Pengisian : 

1). Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening 

bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

2). Kolom No BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank 

pada BKU. 

3). Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank. 

4). Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui bank. 

5). Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank. 

6). Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank. 

7). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

disertai nama jelas“ 

“ diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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Format 12.5 
    

  

  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

BUKU PEMBANTU PAJAK 

Periode: m..»#—.. 

  

  

Disetujui oleh, Disiapkan oleh, 

Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ 

Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran 

5 53 oa a 

Nama Nama 
NP sebisa MN satukan     
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Format 12.6 
    

  

  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

SKPD como... 

S TAHUN ANGGARAN...... 

Kode Rekening e & massage 

Nama Rekening £ Keno 

Jumlah Anggaran (DPA) DAN peta 

Jumlah Anggaran (DPPA) Dua ren re 

BUKU PEMBANTU SUB RINGAN OBYEK BELANJA 

PEN Lennon yang 

    

  

Disetujui oleh, Disiapkan oleh, 
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ 

Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran 

2 2 a a 

Nama Nama 
NEPS oo MEP 
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Format 12.7 
  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

  

  

REGISTER SPP/SPM/SP2D 

SA ae mn aan na ba 

Jenis SPP SPM SP2D 
No UP/GU/TU URAIAN | Jmlh Ket 

Tanggal No Tgl No Tgl No 

1 2 3 4 5 6 YA 8 9 10 11 
  

  

  

  

  

  

                        
  

dangan ena » NgGAI einansurenea 

Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu 

(Tanda Tangan) 

(Nama Jelas) 

Cara Pengsian : 
1). Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

2). Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU/TU/LS 

3). Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 

4). Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yang diajukan 

5). Kolom 5 disi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom 

sebelumnya 

6). Kolom 6 diisi dengan nomor SPM yang diterbitkan 

7). Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom 

sebelumnya 

8). Kolom 8 diisi dengan nomor SP2D yang diterbitkan 

9). Kolom 9 diisi dengan uraian pengajuan 

10). Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan 

11). Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan 

12). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai nama jelas 
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Format 12.8 
    

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
BUKU KAS UMUM 

BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 

SKPD : 

Uraian Kode Reken Penerimaan 

3 5 

  

Terdiri dari : 

Tunai PAP a aa eneera mena na abag 
Saldo Bank RO eren 
Surat Berharga RP ANA ema Tes 

Mengetahuija nga sig ea Pa na TA Bana Na MR LE Tanggal .............. 
Penggua Anggaran Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 
(nama jelas) (nama jelas) 

NIP. NIP. 

Cara Pengisian : 

1). Kolom No diisi dengan nomor urut transaksi BKU. (dimulai dari nomor 1 dan 

seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan 

per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih 

pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup 

menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat. 

2). Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi 

3). Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi 

4). Kolom kode rekening diisi dengan nomor rekening. Kolom ini diisi hanya untuk 

transaksi belanja. 

5). Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan 

6). Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran 

7). Kolom saldo diisi dengan jumlah saldo akumulasi. 

8). Kas di bendahara pengeluaran diisi nilaia yang tercantum pada kolom saldo pada 

saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai 

atau simpan di Bank“ 

9). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna 

Anggaran disertai nama jelas“ 

“ diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
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Format 12.9 
  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA 
BENDAHARA PENGELUARAN 

Nomor Rekening 

Nama Rekening : 

Jumlah Anggaran (DPA) : IR Pena menta aan asn pan ET A 

Jumlah Anggaran (DPPA) NP na mnnn yannnsgah yan epngangn 

Tahun Anggaran : 

Tanggal No. Uraian Belanja LS 
BKU 

1 2 3 4 

  

Mengetanu man an aa PT Tanggal kersassanaenn 

Penggua Anggaran Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

(nama jelas) (nama jelas) 

NIP. NIP. 

Cara Pengisian : 

1). Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran. 

2). Kolom No BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran. 

3). Kolom uraian diisi dengan uraian belanja. 

4). Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS. 

5). Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna 

Anggaran disertai nama jelas“ 

“ diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN UANG PERSEDIAAN 

Periode:........ 

Besaran UP berdasarkan SK KD'H: 

  

  
Format 12.12 
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SE ANN 

Sa 
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AS. PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

  
Format 12.13 
  

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

Program Pisan 

Sub Kegiatan din bi 

Tanggal SP20 TU #arosesosses 

Periode raracro1, 

  

  

  

  

  

  

  

        
  

        

TOTAL 

Tambahan Uang Persediaan (TU) 

Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU) 

Menyetujui, Disiapkan oleh, 

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

Nama Nama 

MA bamnin Mama 
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Format 12.14 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

  

LAPORAN PENUTUPAN KAS 

Bulan: 

Di Tempat 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubemur/Bupati/Walikota—. 

No-——.. Tahun... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Deerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas 

Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD...oo.ooooooo adalah 

sejumlah Rp...............dengan perindan sebagai berikut: 

  

A. Kas di Bendahara Pengeluaran 

A1 Saldo awal bulan tanggal Rp. 

A2 Jumlah Penerimaan Rp. 

A3 Jumalah Pengeluaran Rp. 

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp. 

Saldo Akhir bulan tanggal..........terdiri dari saldo di kas tunai sebesar 

ANN bini Marsma dan saldo di bank sebesat Rp... 

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 

A1 Saldo awal bulan tanggal Rp. 

A2 Jumlah Pencrimaan Rp. 

A3 Jumalah Pengeluaran Rp. 

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp. 

Saldo Akhir bulan tanggal........... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar 

Ne” dan saldo di bank sebesar Ap................ 

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 

C.1 Saldo Kas Tunai Rp. 

C.2 Saldo Bank Rp. 

C.3 Saldo Total Rp. 

Bendahara Pengeluaran 

Nama 

PAP mess
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OAT. 

  

      
Format 12.15 

KABUPATEN PEMALANG 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

Pada hari ini..................... tanggal................... Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap NP Plh ate na Aan 

Jabatan 3 anang ay hunaya Ken an api 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun ...., kami melakukan pemeriksaan setempat 

Nama Lengkap SEN An PEN PA Si UN APA 

Jabatan Na tan rana LN 

berdasarkan Keputusan ' Bupati Nomor.......... TANGGA kenivesino22 ditugaskan mengurus uang berdasarkan 

Jumlah uang yang kami hitung dihadapkan pejabat tersebut adalah: 

  

a. Uang kertas - Rp. 

b Uang logam z Rp. 

C. SP2D & alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan - Rp. 

d. Saldo Bank - Rp. 

e Surat/barang/benda berharga yang diizinkan z Rp. 

Jumlah 2 Rp. 

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain z Rp. 

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas pada BKU dan saldo  - Rp. 

penjelasan perbedaan positifnegath 5 aan amanat 

lan tanggal 

Yang diperiksa, Yang memeriksa, 

Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

NIP. NIP.
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SKPD 

Pengguna 
Anggaran 

Bendahara 
Pengeluaran 

Tahun 
Anggaran 

Bulan 

(dalam 
rupiah) 

SPJ 
- 

LS 
Gaji 

SPJ 
- 
LS 

Barang 
& 

Jasa” 
SPJ 

UP/ 
GU/ 

TU 
Jumlah 

SPJ 
-
 

Rekening 
Hala 

n
g
a
n
 

Stan 
-
 

ae 
B
a
n
 

B
l
n
 

Bulan 
ini 

N
i
 

s.d. 
Bulan 

Lalu 
Bulan 

ini 
s.d. 

Bulan 
ini 

T
e
 
N
a
 

a
a
n
 

Lalu 
Lalu 

1 
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3 
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5 
6 

5 
(4-5) 

7 
8 

. 18 
10 

talk 
12-(10--11) 

13-(64#9-4-12) 
14 

— 
(3-13) 

J
U
M
L
A
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Penerimaan 

- 
SP2D 

- 
Potongan 

Pajak 

a. 
PPN 

b. 
PPh-21 

c. 
PPh-22 

d. 
PPh-23 

- 
Lain-lain 

Jumlah 
Penerimaan 
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SPJ 
- 

LS 
Gaji 

SPJ 
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Barang 
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Jasa” 

SPJ 
UP/ 

GU/ 
TU 

Kode 
Uraian 

Jumlah 
s.d. 

s.d. 
u
a
n
 

Sisa 
Pagu 

Rekening 
Anggaran 

Bulan 
Bulan 

|
 
s.d. Bulan 

| 
yan 

Bulan 
|
 
s.d. Bulan 

| 
s4 

putan 
Lalu 

Bulan 
ini 

s.d. 
Bulan 

ini 
ini 

Anggaran 
ini 

ini 
ini 

ini 
s.d. 

Bulan 
ini 

Lalu 
Lalu 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

5 
(445) 

7 
8 

9 
— 

(748) 
10 

11 
12-(10--11) 

13—(6#9-4-12) 
14 

— 
(3-13) 
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Pajak 
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Cc. 
PPh-22 
 
 

d. 
PPh-23 
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Saldo 
Kas 
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Menyetujui 
: 

Pengguna 
Anggaran 

(Tanda 
Tangan) 

(Nama 
Jelas) 

NIP. 

Bendahara 
Pengeluaran 

(Tanda 
tangan) 

(nama 
jelas) 

NIP. 
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Cara Pengisian: 

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening 

10. 

Jd, 

12. 

13. 

14, 

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing- 

masing kode rekening 

Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang 

telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 

Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang 

telah diterbitkan/SPJ bulan ini 

Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang 

telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 

Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah 

diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 

Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah 

diterbitkan/SPJ bulan ini 

Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah 

diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 

Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan 

bulan lalu 

Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU bulan ini 

Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan 

bulan ini 

Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS#UP/GU/TU sampai 

dengan bulan ini 

Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah 

anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS-UP/GU/TU sampai 

dengan bulan ini.
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SKPD 

Pengguna 
Anggaran 

Bendahara 
Pengeluaran 

Tahun 
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Bulan 

(dalam 
rupiah) 

Kode 
Uraian 

Jumlah 
s.d. 

Bi 
s H

5
 

a
n
g
 
a
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a
.
 

s.d. 
Pa 

UP 
SU 

d
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ed 
: 

Rekening 
Anggaran 

Bulan 
Bulan 

|
 s.d. Bulan |

 
Aan 

Bulan 
| 

sd. Bulan 
| 

Aan 
Bulan 

| 
s.d. Bulan 

N
a
 
T
h
 

Sisa 
Pagu 

Anggaran 
Lalu 

ini 
ini 

Laju 
ini 

ini 
Eu 

ini 
ini 

-G. 
1 

2 
3 

4 
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6 
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(445) 
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(748) 
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12-(10-11) 

13-(6#9--12) 
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Penerimaan 

- 
SP2D 

- 
Potongan 

Pajak 

a. 
PPN 

b. 
PPh-21 

-C. 
PPh-22 

d. 
PPh-23 

- 
Lain-lain 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Jumlah 
Penerimaan   
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SPJ 
- 
LS 

Gaji 
SPJ 

- 
LS 

Barang 
& 

Jasa” 
SPJ 

UP/ 
GU/ 

TU 
Jumlah 

SPJ 
Kode 

. 
Jumlah 

. 
Rekening 

Uraian 
Anggaran 

-
5
 

Bulan 
| s.d. Bulan 

aa 
Bulan 

| s.d. Bulan 
ne 

Bulan 
s.d. 

Bulan 
N
a
 

Sisa 
Pagu 

Anggaran 
tau 

ini 
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tau 
ini 

ini 
bata 

ini 
ini 

-G. 

1 
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5 
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5 
(445) 

7 
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9-5(748) 
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12-(10--11) 

13-(6#9--12) 
14 
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Pengeluaran 

- 
SPJ 

(LS 
# 

UP/GU/TU) 

- 
Peyetoran 

Pajak 

a. 
PPN 

b. 
PPh-21 

Cc. 
PPh-22 

d. 
PPh-23 

- 
Lain-lain 

Jumlah 
Pengeluaran 

Saldo 
Kas 

Mengetahui 
: 

Pengguna 
Anggaran 

(Tanda 
Tangan) 

(Nama 
jelas) 

NIP. 

 
 

, tanggal 
Bendahara 

Pengeluaran 

(Tanda 
tangan) 

(Nama 
Jelas) 

NIP. 
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Cara Pengisian: 

10. 

LL: 

12. 

13. 

14. 

Kolom 1 diisi dengan kode rekening 

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD 

atas masing-masing kode rekening 

Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan 

tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan lalu 

Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan 

tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 

Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan 

tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 

Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak 

Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 

Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak 

Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 

Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak 

Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 

Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu 

Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU/TU bulan ini 

Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 

Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

LStUP/GU/TU sampai dengan bulan ini 

Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh 

dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas 

penggunaan dana LS - UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 
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14 
— 

(3-13) 

Pengeluaran 

- 
SPJ 

(LS 
4 

UP/GU/TU) 

- 
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(Tanda 
tangan) 

(Nama 
Jelas) 

NIP. 

Bendahara 
Pengeluaran 

Pembantu 

(Tanda 
tangan) 

(Nama 
Jelas) 

NIP. 
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Cara Pengisian: 

3 

10. 

Ng 

12. 

13. 

14. 

15. 

Kolom 1 diisi dengan kode rekening 

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD 

atas masing-masing kode rekening 

Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan 

tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 

Kolom S diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan 

tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 

Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan 

tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 

Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak 

Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu 

Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak 

Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 

Kolom “9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak 

Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 

Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu 

Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU/TU bulan ini 

Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU/TU sampai dengan bulan ini 

Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

LS#tUP/GU/TU sampai dengan bulan ini 

Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh 

dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas 

penggunaan dana LS-UP/GU/TU sampai dengan bulan ini. 

Pengisian atas kolom-kolom pada format diatas dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan.
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Format 12.19 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJA WABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 

Bendahara Pengeluaran PPKD 

Tahun Anggaran 

Bulan 

SPJ LS PPKD 

s/d BI Bln. Sisa Pagu 
Lalu ini 

4 5 3-6 

Penerimaan 

- SP2D 

a. PPN 

b. PPh-21 

c. PPh-22 

d. PPh-23 

- Lain-lain 

Jumlah Penerimaan 

  
- SP UP/GU 

a. PPN 

b. PPh-21 

c. PPh-22 

d. PPh-23 

- Lain-lain 

Jumlah 

Saldo Kas 

Menvetuj Sean an ne Ea na Tanggal............... 

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

Nama Jelas (nama jelas) 
NIP NIP.
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Cara Pengisian : 

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening 

2. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening 

3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD 

atas masing-masing kode rekening 

4. Kolom 4 diisi SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah 

diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan yang lalu. 

5. Kolom 5 diisi SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah 

diterbitkan/SPJ dengan bulan ini. 

6. Kolom 6 diisi SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah 

diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini. 

7. Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari 

jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan 

dana LS sampai dengan bulan ini.
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Format 12.22 
      

KABUPATEN PEMALANG 

SKPD... oo. oi... 

  

SURAT PENOLAKAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) 

aa AN Dias ,tanggal.................. 

Nomor Utan asn Kepada Yth. 

kambian Bendahara Pengeluaran 

Perihal : Penolakan SPJ Dana naran tameunn nana uraasagan na Tenenaaa 

Di 

Berdasarkan hasil pemeriksaaan terhadap SPJ Saudara pada periode...........tanggal.......... 

bulan..........tahun............., ditemukan kesalahan sebagai berikut: 

1 

2. 

3. 
4 

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggunjawaban Saudara sebesar Rp...............i... 

pada tanggal... !DUlaN................. tahun................(bulan SPJ) tidak dapat disahkan 

untuk dicatat sebagai saldo tanggal sacoo.com#o.o. DUA Lema rscmscann CAMUN serasatanwn oa narnenneRn 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP, 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 

1. Kepala PPKD. 

2. Kepala Badan Pengawasan Daerah. 

3. Arsip.
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Format 12.23 
      

KABUPATEN PEMALANG 

REGISTER PENOLAKAN 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) 

  

  

  

                

Halaman...... 

, Jumlah SPJ 
No.Urut Tanggal & Nomor Uraian ” (Rp) Keterangan 

1 2 3 & 5 

Jumlah 

KEENAM as Ina tangga. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 

NIP. NIP. 

Cara Pengisian: 

Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan SPJ. 
Kolom 3 diisi dengan uraian alasan penolakan SPJ. 

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang ditolak. 
Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan. 

D
U
A
 
U
N
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Format 12.24 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REKAPITULASI PENGEMBALIAN BELANJA 

PERIODE we... 

TAHUN ANGGARAN .......... 

SKPD TN anta pan ga nnnun naga 

NO | NOMOR STS TANGGAL STS KETERANGAN JUMLAH (RP.) 

JUMLAH TRIWULAN INI 

JUMLAH SD. TRIWULAN LALU 

JUMLAH SD. TRIWULAN INI 

Mengetahui PT tanggal ana 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

(nama lengkap) (nama lengkap) 
NIP. NIP. 

« Belanja tidak langsung (LS Gaji dan Tunjangan) dan langsung (LS Barang dan Jasa) 
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Format 12.25 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 

BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN 

PER UNIT KERJA 

  

  

        

Tanggal : 

UNIT KERJA/ BADAN/ DINAS : 

No. : Jumlah Lirut No. SP2D Uraian (Rp) 

Anggaran Jumlah Hari Ini 

Sisa Anggaran 

  

Jumlah s.d Hari Lalu 
    Jumlah s.d Hari Ini 
  

A.n. Kepala Bidang Perbendaharaan 
KaSubid ....ooooWo##W#.# 

(tanda tangan) 

(nama jelas) 

NIP. 
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Format 12.27 
      

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

TAHUN ANGGARAN....... 

BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS 

  

No. Urut Uraian 
Penerimaan Pengeluaran 

  

3 
(Rp) 

24 
(Rp) 

5 
  

  

Jumlah Tanggal... 

Jumlah s/d tanggal 
  

Jumlah s/d Tanggal... 

Deposito 

Saldo 
    JUMLAH       

Pemalang, “ensnera 

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH 

Kepala Bidang Perbendaharaan 

(tanda tangan) 

(Nama jelas) 

NIP 
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LAPORAN 
REALISASI 

PENERIMAAN 
DAN 

PENGELUARAN 
KAS 

BULAN 
...... TAHUN 

...... 

 
 

Realisasi 
Penerimaan 

Penerimaan 
Lain-Lain 

(tdk dianggarkan) 
a 

Realisasi 
Pengeluaran 

. 
/o 

 
 
 
 

 
 

SKPD | 
Anggaran 

Penerimaan 
Anggaran 

Belanja 
Bin Lalu 

BinLap 
| 

S/dBinLap| 
Sisa Angg 

 
 

Bin 
Lalu 

BinLap 
.| 

S/d 
Bin Lap| 

Sisa Angg 
Bin Lalu 

BinLap 
| 

S/dBin 
Lap 

 
 

      
  

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 

A.n. 
Kepala 

B
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Kab. 
Pemalang 

Kepala 
Bidang 

Perbendaharaan    
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Format 12.29 
      

  

BADAN PENGELOLA KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS 
BULAN ... TAHUN ..... 

    

  

  

  

PENGELUARAN 
TIDAK LANGSUNG 
  SALDO 

  

   

  

LANGSUNG           
S.Awl Bin 

Deposito 

S. Kas Riil 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bln ini 
  

s/d bin lalu 
  

s/d bin ini 
  

Pe t Dep 
  

Saldo Awal 
  

Deposito 
  

JUMLAH                 

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 

Kepala Bidang Perbendaharaan 

(Tanda tangan) 

(nama Lengkap) 

NIP
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XIII. SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

A. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS DAERAH 

Pembukaan RKUD 1. 

a. Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk dan 

menetapkan bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. 

Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang 

aman/ sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas 

Umum Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) 

2) 

3) 

Reputasi Bank 

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. 

Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah 

atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah. 

Pelayanan Bank 

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan 

memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan 

dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk 

Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan 

pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran 

pajak, dan lain-lain. 

Manfaat 

Memberikan manfaat ekonomi, -sosial, peningkatan pendapatan 

daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan 

masyarakat. 

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti 

dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan 

pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat: 

1) 

2) 

3) 

1 

5) 

6) 

7) 

8) 

f 

jenis pelayanan yang diterima, 

mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana, 

pelimpahan penerimaan dan saldo rekening: 

penerimaan bunga/jasa giro/ bagi hasil, 

pembayaran imbalan atas jasa pelayanan: 

sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian: 

kewajiban menyampaikan laporan, dan 

tata cara penyelesaian perselisihan.
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Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum 

Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. 

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa 

giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan 

pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang 

berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang 

sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan 

dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada 

ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya 

tersebut dibebankan pada belanja daerah. 

2. Pembukaan Rekening Operasional 

a. Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan 

rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang 

sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati. 

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan 

sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme 

penerimaan pendapatan daerah. 

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran. 

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening 

Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka 

rekening penerimaan daerah.pada Bank dimaksud setelah mendapat 

persetujuan Bupati. 

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening 

pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau 

sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. 

Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud 

dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan 

pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait. 

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional 

penerimaan adalah sebagai berikut: 

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima 

setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui" 

bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan 

yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
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2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening 

bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke 

Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari 

pada akhir hari/ jam yang ditentukan sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan 

Bank Umum bersangkutan. 

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional 

adalah sebagai berikut: 

1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah 

sesuai rencana pengeluaran. 

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk 

pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada 

pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian 

UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara 

pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran 

dan bendahara pengeluaran pembantu. 

3. Pembukaan Rekening SKPD 

a. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank 

atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan 

kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan 

pendapatan daerah dan belanja daerah. 

Kepala SKPD mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada 

BUD, 

BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD/rekening 

pengeluaran SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah 

mekanisme penerimaan pendapatan/ belanja daerah. 

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening 

Bank Umum tertentu, BUD dapat membuka rekening Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank 

dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Rekening penerimaan SKPD- digunakan untuk menampung 

penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. 

Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD 

f
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tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah 

oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas 

nama bendahara penerimaan SKPD. 

f. Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang 

yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang 

persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh 

bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka 

atas nama bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD dan/atau PPTK. 

4. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek 

a. Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat 

dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. 

b. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera 

diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas 

dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) 

bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito 

berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan 

yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang 

Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

c. Investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu 

melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. 

1) Deposito 

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan 

oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki 

persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu 

tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. 

Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito 

yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah 

Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk 

deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD 

yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. 

Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito « 

Pemerintah Daerah harus dapat dilamk sebagian atau seluruhnya 

ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.
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Surat Utang Negara 

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa 

surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan 

pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN 

digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk membiayai 

defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek 

dalam satu tahun anggaran. 

Surat Utang Negara terdiri atas: 

a) Surat Perbendaharaan Negara 

b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai 

dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 

Obligasi Negara 

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara 

diskonto. 

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka 

pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara 

karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi 

dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-undangan 

tentang SUN. 

Sertifikat Bank Indonesia 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan 

dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang 

berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme 

pasar berdasarkan sistem lelang. 

d. Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1) 

2) 

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek 

sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas 

daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi 

jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang 

digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan | 

dalam waktu dekat (idle cash).
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BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi 

jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah 

dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta 

alasan dan hasil analisa pemilihan investasi. 

Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas 

rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenis 

investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat 

Keputusan Bupati. 

Dalam hal investasi jangka pendek berupa deposito pada bank 

yang ditetapkan sebagai RKUD, BUD dapat memutuskan untuk 

melakukan penempatan dan penarikan deposito berdasarkan 

pertimbangan penyediaan kas tanpa melalui prosedur pada 

nomor 3 dan 4 di atas. Dalam hal ini BUD melaporkan posisi kas 

daerah secara periodik kepada Bupati. 

Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat 

Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan 

pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang 

dipilih. 

Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum 

Daerah paling lambat per 31 Desember. 

5. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah 

a. PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan 

daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan 

oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

Penerimaan RKUD 

1) 

2) 

3) 

Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, 

BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada 

kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. 

BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas 

Umum. 

Pengeluaran RKUD 

1) 

2) 

Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran 

uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen, 

surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA. i 

Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas 

Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom 

nomor bukti. 

t
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d. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 

1) 

2) 

3) 

4) 

Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah dilaksanakan 

oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. 

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum 

daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum 

Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh 

penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum 

daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD. 

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: 

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH), dan 

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian. 

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari 

kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat 

diserahkan sesuai kebutuhan. 

Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah 

membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D 

secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan 

keuangan daerah yang terintegrasi. 

6. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain 

sebagai berikut: 

a. Buku Kas Umum BUD 
  

  

(&88| BENDAHARA UMUM DAERAH 

  

No. | Tanggal | No. Bukti Uraian Pengeluaran 

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

TAHUN ANGGARAN...... 
PN NA MAA 

PEROIB 3 san sn can en 205 

Disiapkan oleh, 

BUD/Kuasa BUD 

  

C3 
- 
a     
  

Nama 

NIP3 xn0 s00 2000    
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b. Laporan Posisi Kas Harian 

  

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN POSISI KAS HARIAN   

  

Tahun Anggaran ..... 

Hari 3 mega 

Tanggal 3 Be 

Periode 3 mn 

     Jumlah 

Perubairan Posisi Kos hari ini 

Posisi Kas (M-1) 

Posisi Kas (H) 
Rekapitulasi Posisi Kas di BUDr 

SaidoBank1 Rp 

Saldodank2 :Rp Disiapkan oleh, 
dst. :Rp. BUD/Kuasa BUD 
Total Saldo Kas" : Rp 

Nama 
NN senam 

“Tora Sadaa Kas terus same dengan Pesisi Kas (Fi) 
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c. Rekonsiliasi Bank 

  

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

REKONSILIASI BANK 

Tahun Anggaran ..... 
    

  

Maa Rar Pe eN ee Pena 

  

1. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku Magna abi 
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank Banana aa 

Selisih Banana mega 

Keterangan Selisih 
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku, 

belum dicatat oleh Bank 
& 515 Nou. MAAN naas ba : 

b. Bukt lain yang sah Pi eooooe penamaan 

Cost... Rpanssoesnnaa—— Rent 
Bebe 

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku, 
belum dicatat oleh Bank 

2. SP2D No... PENA ANA 

b. Bukti Lain yang sah Mpiesoenptoru sn 

c Ost... BE mw 
naa 

C. Penerimaan yang telah dicatat ole h Barik, 
belum dicatat dleh Buku 

a. Nota Kredit No..... Re armanpe 
b. Pendapatan Bunga KN sinemninya sim 
c. Pendapatan Jasa Giro BN paksa 
d. Bukti lain yang sah Mba mba akk 

€. Dst..... NN ai ae NN an 

ANN nana a an 

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank, 

  

belum dicatat oleh Buku 
3, Nota Debit No..... Pages 

b. Biaya Administrasi Bank PA seen eeegansenan 
£ Bukti Lain yang sah Png an 

d. Ost... Ma " 

Penata 

Bendahara Umum Daerah 

  

  

NIP: pevanjanan      
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B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS 

1. Ketentuan Umum 

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran 

yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak 

ketiga yang telah ditentukan. 

Beberapa ketentuan terkait penatausahaan kas transitoris adalah 

sebagai berikut: 

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain: 

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 

bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap 

transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN: 

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah 

antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan 

Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, 

juran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan 

jaminan kematian, 

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh 

pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu 

pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya 

atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain 

uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang 

jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya, sehingga apabila 

ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang 

mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang 

jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini 

pemerintah daerah. 

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi 

belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar 

pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari ', 

dokumen kelengkapan transaksi. | 

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun 

perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris 

'
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dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak 
ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak 

dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya 
disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di 

bagian. aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak 

boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka 

waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga. 

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui 
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak 
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, 
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban 

pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan 

SKPD yang ditetapkan. 

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan 
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara 
Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP 

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan 

perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai 
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas 
pembayaran belanja melalui UP/GU /TU/JES. 

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ 
Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai 

peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara. 

f 
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Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara — Pengeluaran Pembantu/Bendahara 

Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan 

perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait. 

Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD 

1) 

2) 

3) 

Kas Transitoris yang melekat pada transaksi penyetoran kas 

transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya 

dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan 

langsung oleh bank. 

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga 

atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan 

pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan 

yang telah ditentukan. 

Jaminan 

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan 

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia 

barang/jasa ke rekening RKUD. 

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia 

barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya 

kepada pemerintah daerah. 

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah 

BUD yang berisi: 

(1) Perintah Pencairan Uang, 

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan, 

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju, 

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa 

penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya 

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan 

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada 

pihak ketiga. 

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan 

menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam 

program, kegiatan, . dan . sub kegiatan SKPD yang " 

bersangkutan.
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c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang 

sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga. 

C. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD) 

t Ketentuan Umum 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci 

sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD 

a. Setelah penetapan Peraturan -Bupati tentang Penjabaran APBD, 

PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD 

untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat 

pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 

(tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

ditetapkan. 

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat 

pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang 

telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat 

pemberitahuan diterima. 

Rancangan DPA-SKPD mencakup: 

1) Rancangan Ringkasan DPA-SKPD 

2) Rancangan DPA-Pendapatan SKPD 

3) Rancangan DPA-Belanja SKPD 

4) Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD 

5) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD 

Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD 

1) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan 

rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. 

2) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling 

lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. 

Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen ' 

verifikasi antara lain: | 

a) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan: 

t
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b) analisis standar belanja, 

c) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD): 

d) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, dan/atau 

e) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana 

otonomi khusus. 

3) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, 

SKPD melakukan penyempurnaan penyempurnaan kepada TAPD 

dan menyampaikan hasil 

e. Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD 

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA- 

SKPDyang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. 

D. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH 

1 Ketentuan Umum 

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap 

periode. 

Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA- 

SKPDdan jadwal pelaksanaan kegiatannya. 

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD 

bersamaan dengan penyampaian Rancangan DPA-SKPD. 

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling 

lama2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD. 

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan 

menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD: 

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan 

dana dalam DPA-SKPD. 

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, 

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah. 

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah ' 

daerah kepada PPKD selaku BUD. |
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PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari 

sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima. 

E. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN 

1. Ketentuan Umum 

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau 

restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih 

Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan 

pendapatan daerah. 

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 

sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 

penerimaan yang bersangkutan. 

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan 

membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 

membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 

sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut: 

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun: 

dan 

2) objek penerimaan daerah yang sama. 

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa: 

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran: 

2) rekomendasi APIP, 

3) rekomendasi BPK-RI, 

4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak 

ada upaya hukum lainnya, dan/atau 

3
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5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan 

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses 

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk: 

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan. 

2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian. 

d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan: 

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan: atau 

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan 

yang sudah disampaikan. 

e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil 

verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus 

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) 

atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau 

dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak 

daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan 

pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak 

daerah/retribusi daerah kepada BUD. 

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan 

pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat 

Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan 

penerimaan pajak daerah/retribusi daerah. 

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan 

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Tahap Penerbitan SKLB 

1) Bendahara Penerimaan menenma informasi kelebihan atas 

penerimaan pendapatan daerah. 

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi 

atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan 

pendapatan daerah. 

he
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3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB. 

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB. 

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan 

pendapatan daerah 

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan 

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 

Penerimaan Daerah: 

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama 

maupun tahun sebelumnya 

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama 

Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada 

rekening penerimaan yang bersangkutan. 

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga 

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD 

akan memproses pengajuan -LS pengembalian atas kelebihan 

pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja 

tidak terduga. 

c. Tahap Penyesuaian Pencatatan 

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, 

Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan 

terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan 

daerah. 

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, 

Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian 

pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT. 

F. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI 

TAHUN ANGGARAN 

1. Ketentuan Umum 

a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran perjanjian/kontrak/perikatan ' 

lainnya sesuaiatas ikatan dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun 

anggaran dapat terjadi akibat: 

:
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1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 100Yo pada tahun berkenaan: 

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang dan jasa, 

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia 

barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan 

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan 

pengadilan yang bersifat tetap. 

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap 

pekerjaan yang telah diselesaikan 100 pada tahun berkenaan, 

pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD: 

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPDsebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan 

pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah 

melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD: 

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan, 

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar 

pelaksanaan pembayaran. 

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
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keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- 

undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan 

untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi 

bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna 

barang dan jasa, 

2) Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan, 

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD: 

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPDsebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 

hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah 

melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah 

daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD: 

2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD: 

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan " 

yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih 

dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk 

menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD: 

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui 

tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati. 

G. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT 

1, Ketentuan Umum 

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan 

dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang 

bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus 

menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah 

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 

berkenaan. 

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja 

yang bersifat wajib dan mengikat adalah: 

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama 

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati 

menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi 

sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud 

di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan 

belanja yang bersifat wajib. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum 

DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 

menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati 

tentang belanja wajib dan mengikat. 

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing 

SKPD dalam.satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan 

Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang 

sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan " 

SPD diberikan per triwulan. ) 

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, 

atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
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Ketentuan Pelaksanaan 

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan 

mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD: dan 

b. Dalam hal dokumen belum siap. 

H. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK 

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat 

tahun jamak sebagai berikut: 

1 Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak 

(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah 

. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan 

bersama antara Bupati dan DPRD. 

. Persetujuan bersama antara - Bupati dan DPRD ditandatangani 

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 

. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun 

jamak sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama sub kegiatan, 

b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan, 

OA
 . jumlah anggaran: dan 

d. alokasi anggaran per tahun. 

. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi: 

a. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara 

teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output 

yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan: 

atau 

b. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus 

tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman 

benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan 

dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan" 

pengadaan jasa cleaning service. i 

c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa 

jabatan Bupati.
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d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir 

sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud 

dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran. 

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154 

sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan 

penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

2. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah. 

3. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 

4. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya digunakan dalam 

tahun anggaran berjalan untuk: 

a. menutupi defisit anggaran, 

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 

anggarannya, 

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD: 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang: 

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan Pemerintah: 

f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya, dan/atau | 

g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan 

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, 

yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian 

pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 

5. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan " 

sesuai peruntukannya. | 

6. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
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berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan 

yang bersangkutan mencukupi. 

Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan 

digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan 

sesuai dehgan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

pembentukan Dana Cadangan. 

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa 

BUD atas persetujuan PPKD. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

NG Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan 

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat 

pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di 

Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, 

sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan 

dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan 

dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP). 

Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

melalui RKUD. 

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan 

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD 

untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas 

atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi 

penerimaan. 

Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan 

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai 

uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali, yang bersumber dari: 

a. pemerintah pusat,
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b. pemerintah daerah lain: 

c. lembaga keuangan bank, 

d. lembaga keuangan bukan bank: dan 

e. masyarakat. 

Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah 

pusat dilaksanakan melalui: 

pembayaran langsung: 

rekening khusus: 

pemindahbukuan ke RKUD: 

letter of credit, dan 

» 
£ 

9 
» 

pembiayaan pendahuluan. 

Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku 

Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa 

BUD pada sisi penerimaan. 

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati 

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah adalah sebagai berikut: 

ta Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah. | 

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam 

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 1 

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan. 

. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

rekening Dana Cadangan. 

f
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6. Pemindah bukuan dilakukan dengan SP2D. 

7. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD 

berkewajiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh kepala SKPKD, 

berupa: : 

1) Dokumen SPM, 

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak: dan 

3) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dokumen: 

b. menguji kebenaran perhitungan aritmatika pengeluaran Pembiayaan 

yang tercantum dalam perintah pembayaran, 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, dan 

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 

Terkait hal tersebut di atas, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan 

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

2. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat 

pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di 

Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, 

sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan 

dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

3. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran 

pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau 

sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman. 

4. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening 

tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan 

Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya 

yang berisiko rendah. 

S5. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana 

Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan .mencatat Bunga Dana 

Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.
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Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 

Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai 

indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan. 

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub 

kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/ 

daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan 

daerah tentang penyertaan modal. 

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk 

investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 

kepemilikan. 

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 

merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula 

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 

hukum lainnya yang dimiliki negara. 

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang 

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain : 

a. Dokumen Peraturan Daerah tentang penyertaan modal: dan 

b. Peraturan Bupati tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang 

penyertaan modal di atas. 

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas 

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan. 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil 

bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan antara lain: 

a. Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, 

b. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: 

c. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
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Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan 

surplus. 

Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam 

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian 

pemberian pinjaman/ pemberian utang. 

Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh 

tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu 

pada perjanjian utang/ obligasi daerah. 

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan 

melalui RKUD. 

Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh 

tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran. 

Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam 

Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik.
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DAN PROSEDUR PALAPORAN DAN PENGENDALIAN 

A. KETENTUAN UMUM 

Pelaporan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan, progres fisik dan keuangan serta 

permasalahan yang terjadi pada setiap kegiatan dapat terpantau secara 

berkala. 

B. PIHAK TERKAIT 

SKPD 

2 
M
N
 

an
 

Bagian Administrasi Pembangunan 

Bappeda 

Inspektorat 

BPKAD 

Bapenda 

C. ALUR PROSEDUR 

1. Pelaporan SKPD 

a. Pelaporan Pendapatan Daerah 

1) 

2) 

3) 

SKPD membuat laporan bulanan yang memuat target dan 

realisasi pendapatan perbulan serta alasan tercapai dan tidak 

tercapainya pendapatan berdasarkan STS dan upaya 

pemecahannya. 

Laporan kinerja pendapatan bulanan dimaksud dikirim ke 

Bapenda paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan 

tembusan kepada Inspektur Kabupaten Pemalang dan Kepala 

BPKAD, dengan Format 14.1. 

Laporan Target Kinerja Pendapatan Tahunan per SKPD dikirim 

ke Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun 

anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Inspektur 

Kabupaten Pemalang dan Kepala BPKAD. Laporan ini memuat 

target dan realisasi pendapatan perbulan sesuai dengan 

kemampuan masing-masing SKPD yang dihitung secara 

kumulatif per bulan sampai dengan akhir tahun, menggunakan 

Format 14.2.
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b. Pelaporan Belanja Daerah 

1) 

2) 

3) 

1 

SKPD menyusun laporan bulanan atas pelaksanaan Belanja 

Langsung dengan Format RFK-1, RFK-2, RFK-3 dan Laporan 

Kinerja Pelaksanaan Program dengan fotmat R-Kin. Penyusunan 

laporan menggunakan aplikasi pelaporan yang telah 

disediakan. 

a) Form RFK-1 memuat antara lain Nama Program/Kegiatan, 

Jumlah Anggaran, Target Fisik, Target Keuangan, Realisasi 

SP2D, Realisasi Keuangan, Realisasi Fisik dan Permasalahan 

dan upaya pemecahannya, sebagaimana Format 14.3. 

b) Form RFK-2 memuat antara lain Nama program/kegiatan, 

jumlah anggaran, target fisik dan target keuangan selama 

satu tahun, serta realisasi fisik dan realisasi keuangan dalam 

prosen, sebagaimana Format 14.4. 

c) Form RFK-3 memuat antara lain Nama program/kegiatan, 

Jumlah anggaran, metode pengadaan, nilai kontrak, nama 

penyedia, realisasi fisik dan keuangan, tanggal mulai dan 

selesainya pelaksanaan. Serta permasalahan dan upaya 

penyelesaiannya, sebagaimana Format 14.5. 

d) Form R-Kin memuat antara lain urusan, program, indikator 

kinerja program, target dan realisasi kinerja program, nama 

kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target dan realisasi 

indikator kinerja kegiatan, sebagaimana Format 14.6. 

Inputing laporan bulanan melalui aplikasi pelaporan yang telah 

disediakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

SKPD mengirim laporan bulanan dalam bentuk hard copy yang 

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan bulanan tersebut memuat 

antara lain ringkasan tentang target fisik rata rata, realisasi fisik 

dan keuangan, deviasi, jumlah kegiatan yang berdeviasi negatif 

diatas 5Yo, dan permasalahan yang terjadi dengan Form LB- 

RFK, sebagaimana Format 14.7. 

Setiap tahun, SKPD membuat Laporan Akhir Tahun Anggaran 

yang dikirim kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, 

Inspektur Kabupaten Pemalang, dan Kepala BPKAD. Laporan ini 

t
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memuat antara lain target dan realisasi indikator kinerja daerah 

dan indikator kinerja program, keluaran dan hasil kegiatan 

serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya, 

dilampiri dengan foto/dokumentasi pelaksanaan dan hasil 

kegiatan dengan Form LA-PD, sebagaimana Format 14.8. 

c. Pelaporan Hibah/Bansos. 

1) SKPD pengampu yang membidangi hibah/bansos barang 

maupun uang melakukan monitoring dan evaluasi atas 

pemberian hibah dan bansos. 

2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan, Inspektur dan Kepala BPKAD. 

3) Laporan dikirim secara bulanan, paling lambat tanggal 15 bulan 

berikutnya dengan Form HB-B (sebagaimana Format 14.9.) dan 

Form HB-U (sebagaimana Format 14.10). Form HB-B untuk 

laporan hibah/bansos barang, memuat antara lain Nama 

Kegiatan, Anggaran, Nama barang, Penerima, Realisasi Fisik dan 

keuangan. Format HB-U untuk laporan hibah/bansos uang, 

memuat antara lain jenis/bidang hibah/bansos, anggaran, 

jumlah penerima manfaat, progres pelaksanaan dan 

kendala / permasalahan. 

2. Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten 

a. Pemerintah Kabupaten menyusun laporan bulanan tentang 

kemajuan fisik dan keuangan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan 

Keuangan kepada Kabupaten. Penyusunan laporan dikoordinir 

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten . 

b. Laporan Bulanan disusun menggunakan aplikasi Pembangunan 

Daerah dan Bantuan Keuangan yang telah disediakan, dengan 

Format Lap BK-1 dan Lap BK-2. 

1) Form Lap BK-1 memuat SKPD pengampu, nama kegiatan, 

anggaran, sharing APBD Kabupaten, data pengadaan 

barang/jasa, realisasi pencairan dana dari Kabupaten, realisasi 

keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan 

yang dihadapi dan upaya pemecahannya, sebagaimana Format 

14.11.
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2) Form Lap BK-2 memuat nama kegiatan, Target fisik selama satu 

tahun, realisasi fisik, realisasi keuangan dan realisasi pencairan 

dari Kabupaten, sebagaimana Format 14.12. 

c. Laporan dikirim kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan 

tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur Kabupaten 

Pemalang, dan Kepala BPKAD. 

d. Pemerintah Kabupaten yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah 

menyusun Laporan Akhir Tahun Anggaran sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan 

kepada Kabupaten. Laporan tersebut memuat jumlah anggaran, 

keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya, 

permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya, dilampiri 

dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan, dengan Form LA-BK, 

sebagaimana Format 14.13. Laporan akhir Tahun Anggaran 

disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan paling lambat akhir Pebruari dengan tembusan 

kepada Kepala Bappeda, Inspektur Kabupaten Pemalang, dan 

Kepala BPKAD. 

3. Pengendalian Pelaksanaan APBD 

a. Pengendalian meliputi pencermatan kelengkapan administrasi, 

pemantauan dan evaluasi, peninjauan lapangan serta rapat 

koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan. 

b. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian internal atas 

pelaksanaan APBD di tingkat SKPD masing-masing, meliputi 

Belanja langsung maupun Belanja Tidak Langsung, termasuk 

Hibah/Bansos. 

1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan Rakor 

Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) tingkat SKPD setiap 

awal bulan yang diikuti Pejabat dan staf terkait pada SKPD yang 

bersangkutan. 

3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil Rakor POK tingkat 

SKPD kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya melalui aplikasi pengendalian yang telah disediakan 

dengan Form R-POK, sebagaimana Format 14.14. 
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c. Pengendalian di Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Bagian 

Administrasi Pembagunan. 

1) Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rakor 

Pengendalian Pelaksanaan APBD setiap triwulan, yang dipimpin 

oleh Bupati dan diikuti oleh para Kepala SKPD dan pihak terkait. 

2) Rakor Pengendalian Tingkat Kabupaten bertujuan untuk 

mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang, 

menegaskan kembali kebijakan pimpinan dan pedoman 

peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

APBD, dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta 

merumuskan upaya penyelesaiannya.  Notulen Rakor 

Pengendalian Tingkat Kabupaten didokumentasikan ke dalam 

Notulen Rakor Pengendalian Pelaksanaan APBD Tingkat 

Kabupaten melalui aplikasi pengendalian yang telah disediakan 

dengan Format R-POK Tingkat Kabupaten. 

d. Pengendalian Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Bapenda). 

Bapenda menyelenggarakan rakor pengendalian pendapatan setiap 

triwulan yang diikuti oleh para Kepala SKPD. 

e. Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten 

1) Pengendalian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten 

dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan 

yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat 

jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib 

administrasi. 

2) Bupati wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di 

tingkat Kabupaten sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan 

APBD Kabupaten. 

3) Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten 

dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dapat 

melibatkan SKPD terkait. 

4) Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten di Tingkat 

Kabupaten dilaksanakan dengan cara : 

a) pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah 

Kabupaten. | 

b) pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu- 

waktu.
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c) penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan 

Keuangan Kepada Kabupaten yang dikoordinasikan oleh 

Bagian Administrasi Pembangunan setiap triwulan. Rakor 

Pengendalian dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja 

pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten dan 

mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta 

merumuskan upaya penyelesaiannya. 

D. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

Laporan Bulanan Target dan Realisasi Pendapatan (Format 14.1) 

Laporan Target Kinerja Pendapatan Tahunan per SKPD (Format 14.2) 

Laporan pelaksanaan Belanja Langsung RFK 1 (Format 14.3) 

Laporan pelaksanaan Belanja Langsung RFK 2 (Format 14.4) 

Laporan pelaksanaan Belanja Langsung RFK 3 (Format 14.5) 

Laporan Kinerja Perangkat Daerah R-Kin (Format 14.6) 

Laporan Bulanan Belanja Langsung LB-RFK (Format 14.7) 

Laporan Akhir Tahun Kinerja SKPD LA-PD (Format 14.8) 

Pe
 
N
A
 
I
P
 

Laporan Bulanan Hibah Barang HB-B (Format 14.9) 

—
 

S . Laporan Bulanan Hibah Uang HB-U (Format 14.10) 

v
—
 

b
a
 . Laporan Bulanan Bantuan Keuangan BK-1 (Format 14.11) 

—
 

ND
 . Laporan Bulanan Bantuan keuangan BK-2 (Format 14.12) 

-—
- 

w
 . Laporan Akhir Bantuan Keuangan LA-BK (Format 14.13) 

. Laporan Rakor Tingkat SKPD R-POK (Format 14.14) va
 

a
a
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P
e
n
d
a
p
a
t
a
n
 
y
a
n
g
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p
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R
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P
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P
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U
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R
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o
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n
0
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n
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n
n
 

anna nnnnnawa 
S/D 

B
U
L
A
N
 

Nenen 
n 
nenen 

neon 
Naam 

nan 

REALISASI 
KEUANGAN 

(SPJ) 
REALISASI 

k
o
n
t
 

N
A
M
A
 

J
U
M
L
A
H
 

T
A
R
G
E
T
 

T
A
R
G
E
T
 
K
E
U
A
N
G
A
N
 

FISIK 
S/D 

a
n
 

L
e
n
a
 

NC 
- 

NE 
ANGGARAN 

5 
BULAN 

INI 
DAN 

U 
RANGAN 

KEGIATAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

(RP) 
FISIK 

(90) 
S/D 

BULAN 
INI 

PEMECAHANNYA 
SP2D 

(RP) 
(RP) 

(Yo) 
(RP) 

(Yo) 
(Yo) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 

“ JUMLAH/RATA-RATA 

Keterangan 
pengisian 

pada 
kolom : 
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l
o
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a
d
a
l
a
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S
P
2
D
 
P
e
n
g
e
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a
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a
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c
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s
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.
 

o
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Te 
2 

K
E
P
A
 
PA 

BD 
se s

e
g
a
e
a
n
 

un area 
K
o
l
o
m
 

9 
adalah 

nilai 
SPJ 

yang 
sesuai 

sistem 
e-penatausahan 

K
o
l
o
m
 

11 
merupakan 

perhitungan 
realisasi 

fisik 
dengan 

nilai 
rupiah 

K
o
l
o
m
 

14 
diisi 

dengan 
keterangan 

nilai 
kontrak 

pada 
masing-masing 

kegiatan 

NIP 
neon 

senen 
danang 

ena sangan 
san goar 
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R
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P
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R
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R
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Keterangan : 

A 
B 

Cc 
D 

  
  

  
 
 

A: 
T
A
R
G
E
T
 

FISIK 
(Yo) 

B: 
R
E
A
L
I
S
A
S
I
 
FISIK 

(Yo) 
C: 

T
A
R
G
E
T
 
K
E
U
A
N
G
A
N
 

(“6) 
D: 

R
E
A
L
I
S
A
S
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K
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U
A
N
G
A
N
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P
E
N
G
E
L
U
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R
A
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S/D 
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U
L
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K
E
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I
A
T
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A
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P
E
K
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P
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A
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A
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NO 
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D
A
N
 
U
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A
Y
A
 

coc |. 
musacumamaer 

| 
cma 

|acamaan 
|eacoa | 

cat 
Dow 

Ds 
Dmca | 

me 
B
s
 
a
a
 

(RP) 
Nx) 

FISIK 

39 
RP 

Yo 
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2 
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4 
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12 
13 

14 
15 

 
 

 
 

Program...... 

 
 

Kegiatan.... 

 
 

  
    

  
  

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

“) 
Metode 

Pengadaan, 
pilih 

salah 
satu : 

A.Swakelola, 
yaitu 

paket 
pekerjaan/ 

kegiatan 
dilaksanakan 

secara 
swakelola 

B.E-katalog/e-purchashing, 
yaitu 

pembelian 
barang/jasa 

melalui 
sistem 

Katalog 
Elektronik. 

C.Pengadaan 
Langsung, 

yaitu 
metode 

pemilihan 
penyedia 

Barang/Konstruksi/Jasa 
Lainnya 

yang 
bernilai 

paling 
banyak 

Rp. 
200 

juta 
atau 

Jasa 
Konsultansi 

paling 
banyak 

Rp. 
100juta 

D.Penunjukan 
Langsung, 

yaitu 
metode 

pemilihan 
penyedia 

Barang/Konstruksi/Jasa 
Konsultansi/J asa 

Lainnya 
dalam 

keadaan 
tertentu. 

E.Lelang/Tender, 
yaitu 

Pengadaan 
barang/kontruski 

dengan 
nilai 

pagu 
200 

juta 
keatas, 

atau 
jasa 

konsultansi 
dengan 

nilai 
pagu 

100 
juta 

ke 
atas. 

F. 
Tender/Lelang 

Cepat, 
yaitu 

pengadaan 
melalui 

tender/lelang 
dimana 

spesifikasi 
dan 

volume 
pekerjaan 

sudah 
dapat 

ditentukan 
rinci 

dan 
pelaku 

usaha 
telah 

terkualifikasi 
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A
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NO 
URUSAN/ 

PROGRAM/ 
INDIKATOR 

KINERJA 
PROGRAM 

KEGIATAN/ 
INDIKATOR 

ANGGARAN 
KINERJA 

KEGIATAN 
KINERJA 

APBD 
KINERJA 

PROGRAM 
(OUTCOME) 

—— 
TARGET 

REALISASI 
KINERJA 

KEGIATAN 
(Rp) 

TARGET 
REALISASI 

|
 

REALISASI 
REALISASI 

| 
| 

VOLUME 
| SA

T
U
A
N
 

(OUTPUT) 
| 

| 
VOLUME 

SATUAN 
FISIK 

(96)! 
KEUANGAN 

| 
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2
 

N
a
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5
 

Yo 

1 
| 
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4 

| 
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6 
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| 
UTUSAN 

L
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ia 

Mana 

| 
| 

PrOGT 
AM... nana nnnnnc2.... 

Integrasi 
| 

| 
Kegiatan............ 

| 
D
i
a
n
 

Integrasi 
| 

| 
Nana 

Yo 
| 
TN 

Yo 
| 

| 
langsung 

| 
langsung 

| 
an 

(Indikator 
Programi) 

—
T
 

dengan 
E- 

a
a
 

aa 
. (indikatorkegiatan 

1) 
| 

dengan 
E- 
a
n
 

a
a
 

| 
R
K
P
D
 

R
K
P
D
 

  

    

Triwulanan 
(indikatorkegiatan 

2)    

  
   
 

 
 

Keterangan 
Pengisian 

pada 
kolom 

: 
K
o
l
o
m
 

2 
adalah 

nama 
urusan/program/indikator 

kinerja 
program 

Kolom 
3 
Volume 

Target 
Indikator 

Kinerja 
Program 

K
o
l
o
m
 

4 
Satuan 

Target 
Indikator 

Kinerja 
Program 

berdasarkan 
R
K
P
D
 
P
a
 
a
l
a
n
 
a
a
 
S
e
 

N
E
 
R
N
 

ar 
Ie Enen dang ea 

ana PENUNKeR angan 
Kolom 

5 
Realisasi 

Kinerja 
Program 

sampai 
dengan 

bulan/triwulanan 
berkenaan 

Kepala 
SKPIY 

ceper cosen1 
ente 

ema 
Kolom 

6 
adalah 

nomenklatur 
kegiatan 

berdasarkan 
D
P
A
 

Kolom 
7 
adalah 

anggaran 
kegiatan 

Kolom 
8 
Volume 

Target 
Indikator 

Kinerja 
Kegiatan 

berdasarkan 
Renja 

tahun 
berjalan 

Kolom 
9 
Satuan 

Target 
Indikator 

Kinerja 
Kegiatan 

sampai 
A
a
 

E
N
 

a
n
 
B
A
N
 m
t
 

Kolom 
10 

Realisasi 
Kinerja 

Kegiatan 
sampai 

dengan 
bulan 

berkenaan 
NIP 

Kolom 
11 

Realisasi 
fisik 

kegiatan 
sampai 

dengan 
bulan 

berkenaan 
Kolom 

12 
Realisasi 

keuangan 
kegiatan 

sampai 
dengan 

bulan 
berkenaan 

P 
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Format 14.7 

Form LB- RFK 

KOP SURAT 

Nomor : Kepada : 

Sifat 
Perihal : Laporan Bulanan Yth. Bupati Pemalang 

Pelaksanaan APBD u.p. Kepala Bagian Admpem 

Pa ma Setda Kabupaten Pemalang 

Di — Pemalang 

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan 

APBD Belanja Langsung s.d. bulan ...... Tahun Anggaran ...... 

A. Realisasi sampai dengan bulan ini 

a. Fisik 2 dee Yo dari target La... Yo 

b. Keuangan BSA ERP) SN cad rawa Hen rata Me Yo) 

B. Kegiatan yang berdeviasi negatif fisik « (-5Y6) 

  

  

TARGET REALISASI DEVIASI 
Ya Yo Yo 

NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN | FISIK | KEU | FISIK | KEU | FISIK | KEU | KETERANGAN 

(Rp) 
3 

  

  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
  

  

  

                      
  

C. Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan bulan ini (SP2D 
Pencairan) sebesar Rp sersssirsersoei 

D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA 
PENYELESAIANNYA 

MASALAH/HAMBATAN UPAYA PENYELESAIAN 
  

  

  

      
  

Kepala PD 
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Form LA-PD 

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN APBD 
BADAN/DINAS/BAGIAN 

TAHUN ANGGARAN ........ 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang (dikaitkan dengan pelaksanaan misi Bupati) 
B. Dasar hukum (dasar hukum Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta 

penganggaran) 
C. Maksud dan tujuan (maksud dan tujuan penulisan laporan) 
D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah ( struktur pada Akhir Tahun Anggaran). 

II. PENGELOLAAN ANGGARAN 
A. APBD (setelah Perubahan APBD) 

1. Pendapatan 

  

Format 14.8 
      

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

No. | Sumber Target Realisasi Ket. 
pendapatan Rp. Ya 

Jumlah 

2. Belanja 

Jenis Anggaran Pagu Anggaran Realisasi 
Fisik (Yo) Keu (Yo) 

1. | Belanja Tidak Langsung: 

a. Gaji/belanja Pegawai 
b. Hibah/Bansos 

2. | Belanja Langsung (Total) 
3. | DAK 

4. | DBHCHT 

5. 1BLUD 

B. Dana Dekonsentrasi 
No Nama Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi 

Fisik (Yo) Keu (Yo) 

1. 
2. 

Jumlah 

C. Dana Tugas Pembantuan 
No Nama Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi 

Fisik (Yo) Keu (Yo) 

1, 
Z. 

Jumlah             
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III.CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 

A. Indikator Kinerja Program 

(Target dan capaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja program yang 

diampu SKPD) 

B. Indikator Kinerja Kegiatan 

(Target dan capaian indikator kegiatan atau output kegiatan, realisasi fisik dan 

keuangan) 

IV. KENDALA/PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

A. Permasalahan dan kendala 

B. Solusi yang telah dan/atau yang akan dilaksanakan 

V. PENUTUP 
Ditutup dengan menyampaikan prestasi yang diperoleh (apabila banyak, daftar prestasi 

bisa dilampirkan). 

Kepala SKPD, 

NIP. 

LAMPIRAN 

1. SK Organisasi Pengelola Kegiatan (Penanggung jawab Kegiatan a.I. PA, KPA, PPKom, 

Bendahara, Pembantu Bendahara dil). 

2, Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan masing-masing Kegiatan pada akhir tahun 

anggaran (seperti RFK-1) 

3. Daftar Prestasi lingkup SKPD 

Catatan : 

1. Laporan akhir Pelaksanaan APBD (LA-PD) merupakan gambaran umum pelaksanaan 

APBD di tingkat SKPD, prestasi, kendala/masalah serta upaya pemecahan dan solusi, 

serta informasi pengelolaan anggaran yang lain.. 

2. Data yang disajikan sama dengan data LKPJ Bupati.
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E
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S
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A
N
 
H
I
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B
A
R
A
N
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APBD 

K
A
B
U
P
A
T
E
N
 
P
E
M
A
L
A
N
G
 

TA...... 
s.d. 

Bulaf 
........ 

n
a
 
S
K
P
 

NA 
non 
n
a
 Mu 

No. 
Nama 

Kegiatan 
Anggaran 

Nama 
Barang 

Realisasi 
Pelaksanaan 

Penerima 
Hibah 

Keterangan 
(Rp) 

nama 
Jumlah 

Fisik 
SPJ 

(Rp) 
Siapa 

Sasaran 
Jumlah 

Ne e
n
 

(Yo) 

jumlah 
' 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 

N
A
M
A
 
SKPD 

N
A
M
A
 
PIMPINAN 

SKPD 
NTP 

aan ansnenanasea 
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s.d. 
B
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..... 
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14.10 
  

 
 

 
 

NO 
J
E
N
I
S
/
B
I
D
A
N
G
 

H
I
B
A
H
/
B
A
N
S
O
S
 

A
N
G
G
A
R
A
N
 

P
E
N
E
R
I
M
A
 
M
A
N
F
A
A
T
 

P
R
O
G
R
E
S
 

 
 

Jumlah 
lembaga/ 

kelompok/ 
individu 

p
e
n
e
r
i
m
a
 

hibah/ 
bansos 

Tahapan 
Pelaksanaan 

Pencairan 
 
 

Rp 
Yo 

KENDALA/ 
P
E
R
M
A
S
A
L
A
H
A
N
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Keterangan : 
Permasalahan 

: 
1 
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Keterlambatan 

Penetapan 
APBD 

Kab 
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Penetapan 
SK 

Lokasi 
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lain 

karena 
m
e
n
u
n
g
g
u
 

DED 
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Gagal 
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Penyedia 
Barang/Jasa 
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Revisi 
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Format 
14.12 
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........ Maraata 2 

PROSENTASE 
PERKEMBANGAN 

PELAKSANAAN 

NO. 
NAMA 

KEGIATAN 
JAN 

FEB 
MAR 

APR 
MEI 

JUN 
JUL 

AGT 
SEP 

OKT 
NOP 

DES 

1 
2 

3 
& 

5 
6 

8 
9 

10 
11 

12 
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14 
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17 
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22 
23 

24 
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Cc 
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PENS 

Una tapak annaN an SARAN NASA 
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REALISASI 
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Format 14.13 

    

  

LA- BK 
      

OUTLINE 
LAPORAN AKHIR APBD BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA KABUPATEN KABUPATEN PEMALANG 

TAHUN ANGGARAN. .......... 
DP Kabupaten oto aunan menata 
  

I. ' PENDAHULUAN 

ta Latar belakang. 

2. Tujuan penulisan laporan. 

3, Regulasi pelaksanaan Bantuan Keuangan 

II. 'PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Umum 

memuat gambaran umum jumlah alokasi dan kegiatan, realisasi penyaluran, realisasi 

fisik, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta kegiatan yang tidak selesai. 

Khusus 

A. Bantuan Non-sarpras Non-Pendidikan 

Memuat hasil pelaksanaan setiap kegiatan yang menggambarkan jumlah 

anggaran, realisasi fisik dan keuangan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, waktu 

dan lokasi kegiatan, keluaran/hasil dan manfaat, permasalahan dan upaya 

pemecahannya, dengan dilampiri foto hasil pelaksanaan kegiatan, dll. 

Bantuan Sarana Prasarana 

Memuat hasil pelaksanaan setiap kegiatan yang menggambarkan jumlah 

anggaran, realisasi fisik dan keuangan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, waktu 

dan lokasi kegiatan, keluaran/hasil dan manfaat, permasalahan dan upaya 

pemecahannya, dengan dilampiri foto hasil pelaksanaan kegiatan, dll. 

Bantuan Pendidikan 

Memuat hasil pelaksanaan setiap kegiatan yang menggambarkan jumlah 

anggaran, realisasi fisik dan keuangan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, waktu 

dan lokasi kegiatan, keluaran/hasil dan manfaat, permasalahan dan upaya 

pemecahannya, dengan dilampiri foto hasil pelaksanaan kegiatan, dll. 

III. KENDALA DAN PERMASALAHAN 

T- Kendala dan permasalahan. 

2. Upaya yang dilakukan. 

IV. PENUTUP 

l. Kesimpulan. 

2. Saran/masukan dan Rekomendasi. 

Nama 

NIP
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R-POK 

    

| LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD 
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PEMALANG 

BULAN 
TAHUN ANGGARAN 

DI SKPD...... 

  

  
Format 14.14 
  

  

II. 

III. 

IV. 

DISKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR 

a. Waktu penyelenggaraan Rakor 

b. Pimpinan Rakor 

Cc. Peserta Rakor 

d. DII yang dianggap perlu 

KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN LALU 
  

  

  

  

                

No Nama Anggaran | Target Realisasi (76) | Deviasi | Ket 
Kegiatan Fisik | Fisik | Keuangan 

(70) 
1 2 3 4 5 6 7 54)| 8 

Rata-rata     

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA 

(antara lain berisi penjelasan dari kolom 8 (keterangan) terhadap adanya 
deviasi dari masing-masing kegiatan) 

RENCANA KERJA BULAN BERJALAN 

PENUTUP 

Berisi kesimpulan rakor dan hal-hal lain yang dianggap perlu. 

“1 

KEPALA SKPD 

Nama 

NIP 
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XV. SISTEM DAN PROSEDUR PENGESAHAN BLUD 

A. KETENTUAN UMUM 

Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan BLUD adalah dalam rangka melakukan pengesahan atas 

pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD yang terdiri dari Laporan 

Pendapatan, Laporan Belanja, Laporan Pembiayaan dan Laporan Arus 

Kas BLUD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah setiap bulannya. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. SKPD/BLUD 

2. SKPKD/BPKAD 

a. Bidang Perbendaharaan 

b. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 

C. ALUR PROSEDUR 

1. PPK-SKPD/BLUD berdasarkan Laporan Pendapatan dan Laporan 

Belanja dari Bendahara BLUD, serta Laporan Pembiayaan dan 

Laporan Arus Kas dari fungsi akuntansi BLUD, melakukan Input 

Data SP3B-BLUD melalui Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah, 

kemudian mencetak Surat Penyataan Tanggung Jawab (SPTJ) 

BLUD, Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

BLUD (SP3B) BLUD dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) Pendapatan dan Belanja BLUD. 

SKPD/BLUD menyampaikan SP3B BLUD sebanyak 3 (tiga) rangkap 

kepada Kepala BPKAD, dengan dilampiri SPTJ BLUD yang 

ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, Penjabaran LRA Pendapatan 

dan Belanja BLUD, Laporan Pendapatan, Laporan Belanja, Laporan 

Pembiayaan dan Laporan Arus Kas. 

Bidang Akuntansi melakukan verifikasi dan memeriksa semua 

kelengkapan pengajuan SP3B BLUD dan melalui Aplikasi Pengelola 

Keuangan Daerah mencetak Form Verifikasi SP3B BLUD. Setelah 

lengkap dan benar, Bidang Akuntansi meneruskan pengajuan 

tersebut kepada Bidang Perbendaharaan. 

Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD selanjutnya melalui 

Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah mencetak Surat Pengesahan 

Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD, dan menerbitkan SP2B 

BLUD sebanyak 3 (tiga) rangkap, dan mendistribusikan kepada: 

a. Lembar 1 kepada SKPD/BLUD, 

b. Lembar 2 kepada Bidang Akuntansi, 

c. Lembar 3 sebagai Arsip di Bidang Perbendaharaan.
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D. BAGAN ALIR 

Me ia Pe Ba aa DD) 
     
  

  

  

  
Lampiran: 
SPTJ, 
Penjabaran 
LRA, 

Laporan 
Pendapatan, 
Laporan 
Belanja, 
Laporan 

Pembiayaan, Otorisasi Verifikasi 

SP3B 4 SP3B 

BLUD (Il BLuD 
Re 

ska 

  
      

          

    s 

| »-spoB 1-SP2B aa 2 
BLUD BLUD 
  

  

      

Selesai Ih
 

3-SP2B Pencatatan 
BLUD 

Arsip 
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E. FORMULIR YANG DIGUNAKAN 

1: 

S
P
 
P
2
 

SP3B BLUD (Format 15.1) 

SPTJ BLUD (Format 15.2) 

Laporan Penjabaran LRA BLUD (Format 15.3) 

Laporan Pendapatan BLUD (Format 15.4) 

Laporan Belanja BLUD (Format 15.5) 

Laporan Pembiayaan BLUD (Format 15.6) 

Laporan Arus Kas BLUD (Format 15.7) 

SP2B BLUD (Format 15.8) 

Form Verifikasi SP3B BLUD (Format 15.9)
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Format 15.1 
    
  

  

Nama Sub Unit 

Tanggal 

STT Nomor : 

Tahun Anggaran :   

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) 

  

Kepala SKPD Dinas Kesehatan memohon kepada Bendahara Umum Daerah selaku PPKD 

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja sejumlah: 

a. 

b. 

Cc. 

Saldo Awal 

Pendapatan 

Belanja 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 

Saldo Akhir 

Rp 

Rp 

Rp 

  

  Pemalang, ............... 

Pemimpin BLU 

  

  
  
  

Printed By SIMDA-NG | 1/1 

    

 



jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id 317- 

  

Format 15.2 
      

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

NO Nenen en Nana aman 

. Kode SKPD BLUD IN ana aa inn Sasak onben BPONN ANN NS PNNa NAN sen Kl ROKAN bas 

. Nama SKPD BLUD Ia ain yen Lee nan yaa aan BPR ANA cendana ma 
"Nomor tangga DIPAN Da oke bandana NAS Ken aRA TR ba Pa TAN Aha mal ara KENARI 
. Kegiatan 2 Naas Enes en sampa Naa N en PON HNS EN NNN AOA ana Rear an 
. Output S0 Dina eneng KI Pet ae Ka Nan Nan SUN PRng Oen el Ona aan kana 
MP one SPO Uh aneratan an Aan aa an aan kana mama Kena ena uNaNnanaanenaNa 
. Tahun Anggaran PN or erna naa en SAN ee KAA ena amen Naa N

O
L
R
U
N
—
 

Yang bertandatangan di bawah ini Pemimpin BLUD .........ocooooo 
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan 
material atas segala realisasi pendapatan yang telah diterima dan/atau 
belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima yang sumber 
dananya berasal dari pendapatan yang digunakan langasung oleh BLUD, 
sebagaimana yang tercantum dalam SP3B BLUD nomor ............... tanggal 
Pa aa dengan rincian sebagai berikut: 

  

  

  

    

BELANJA PENDAPATAN 

Akun Jumlah Uang Akun Jumlah Uang 

Jumlah Belanja Jumlah Pendapatan       
  

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan 
aparat pengawasan fungsional. 

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya SP3B 
BLUD ini, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian 
negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Pernalahg, “er. core... 
Mengetahui 

Kepala Dinas Kesehatan RSUD Peni agan 
Kabupaten Pemalang Pemimpin BLUD 

NAMA NAMA 
NP: annsenan kentu MEP coonann sonaea 
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KETERANGAN LAPORAN PENJABARAN LRA BLUD 

(1) Disidengan nana RSUD 

(2) Disi dengan tahun anggaran pelaporan 

(3) Diisi dengan bulan pelaporan 

(4) Diisi dengan kode nama kegiatan 

(P) Diisi dengan tempat kedudukan RSUD 

(6) Diisi dengan tanggal pelaporan 

(7) Disi nama PPK-SKPD)/ BLUD 

(8) Diisi NIP PPK-SKPD/ BLUD 

(8) Disi nama Pejabat! Pimpinan RSUD 

(10) Disi NIP Pejabat Pimpinan RSUD
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KETERANGAN LAPORAN PENDAPATAN BLUD 

(1) Diisi dengan nama RSUD 

(2) Diisi dengan bulan pelaporan 

(8) Diisi dengan tahun anggaran pelaporan 

(4) Diisi dengan rinci per-jenis pendapatan BLUD 

(5) Diisi dengan tempat kedudukan RSUD 

(6) Diisi dengan tanggal pelaporan 

(7) Diisi dengan nama SKPD 

(8) Diisi nama Pejabat / Pimpinan RSUD 

(9) Diisi NIP Pejabat/ Pimpinan RSUD
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KETERANGAN LAPORAN BELANJA BLUD 

(1) Diisi dengan rana RSUD 

(2) Diisi dengan bulan pelaporan 

(8) Diisi dengan tahun anggaran pelaporan 

(4) Diisi dengan rinci per-jenis belanja BLUD 

(9) Diisi dengan tempat kedudukan RSUD 

(6) Diisi dengan tanggal pelaporan 

(7) Diisi dengan nama SKPD 

(8) Diisi nama Pejabat! Pimpinan RSUD 

(9) Diisi NIP Pejabat/ Pimpinan RSUD
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KETERANGAN LAPORAN PEMBIAYAAN BLUD 

(1) Diisi dengan nama RSUD 

(2) Diisi dengan bulan pelaporan 

(8) Diisi dengan tahun anggaran pelaporan 

(4) Diisi dengan rincian pembiayaan BLUD 

(B) Diisi dengan tempat kedudukan RSUD 

(6) Diisi dengan tanggal pelaporan 

(T) Diisi dengan nama SKPD 

(8) Diisi nama Pejabat/ Pimpinan RSUD 

(9) Diisi NIP Pejabat Pimpinan RSUD
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Format 
15.7 
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KETERANGAN LAPORAN ARUS KAS BLUD 

(1) Diisi dengan nama RSUD 

(2) Diisi dengan bulan pelaporan 

(3) Diisi dengan tahun anggaran pelaporan 

(4) Diisi dengan tempat kedudukan RSUD 

(6) Diisi dengan tanggal pelaporan 

(6) Diisi dengan nama SKPD 

(7) Diisi nama Pejabat / Pimpinan RSUD 

(8) Diisi NIP Pejabat / Pimpinan RSUD
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Format 15.8 
      

  

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) 

  

    

  

  

Nama BUD 

Tanggal D Mean nana na penat aa nah 

Nomor : 

Tahun Anggaran 

Berdasarkan SP3B perangkat daerah RSUD Dr. M. Ashari, nomor ............................. dan tanggal .................. , telah disahkan 

pendapatan dan belanja sejumlah: 

a. Saldo Awal PRO aa na oi nat 

b. Pendapatan pa Ma ln ennkaa yaa 

c. Belanja PAN naa aa ana ba 

1. Belanja Pegawai . Rp 

2. Belanja Barang dan Jasa Rp 

3. Belanja Modal Peralatan dan Rp ......... ii... 

Mesin 

d. Saldo Akhir Rp 

Pemalang, ............ 

Bendahara Umum Daerah       

    

Printed By SIMDA-NG | 1/1  
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Format 
  

FORM VERIFIKASI SP3B BLUD 

SKPD/BLUD 

Diterima Tanggal 
  

No. Kelengkapan Pengajuan 

1 | SP3B BLUD 

  

  

Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
  

Laporan Penjabaran LRA BLUD 
  

Laporan Pendapatan BLUD 
  

Laporan Belanja BLUD 
  

o
l
u
I
l
#
j
w
I
|
I
n
 

Laporan Pembiayaan BLUD 

7 | Laporan Arus Kas BLUD 

      
SP3B BLUD UNTUK PENGESAHAN PERIODE : 

BULAN SN ntarewan sangan 

TAHUN ANGGARAN #0 ore censeresnpamannnsa     
  

Segala kelengkapan dalam pengajuan SP3B BLUD dimaksud telah 

sesuai dengan peraturan Bupati Pemalang Nomor .......... Tenan nanas 

Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

memenuhi syarat guna proses penerbitan SP2B BLUD. | 

1 A.N. PEJABAT PENGELOLA 

KEUANGAN DAERAH 

- KEPALA BIDANG AKUNTANSI 

NAMA   

Plt. BUPATI PEMALANG 

WAKIL BUPATI, 

ttd 

cap 

Salinan sesuai dengan aslinya MANSUR HIDAYAT 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM | 

SETDA UPATEN PEMALANG     

EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19680908 199803 1 003  


